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ABSTRAK

Peningkatan status daerah otonom kota bagi Mataram yang juga berperan sebagai ibukota
Kabupaten Lombok Barat menyebabkan munculnya dualisme penyelenggaraan pemerintahan dalam
wilayah Mataram. Secara aluran perundangan, dualisme ini tidak diperbolehkan karena menciptakan
kurang kondusifiya perkembangan pada salah satu daerah otonom. Berkaitan dengan hal tersebut,
kemudian dilakukan pemindahan ibukoia Kabupaten Lombok Barat ke kota Gerung sebagai kawasan
yang memenuhi syaral. Implikasi yang ditimbulkan sehubungan dengan pemindahan ibukota ini
adalah pertama terhadap struktur kegiatan ekonomi dan keruangan internal Gerung dan  kedua
terhadap struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat. Kedua implikasi ini ada kaitannya dengan
kondisi sosio-geografis Kabupaten Lombok Barat yang secara faktual terbagi dalam dua bagian
kawasan yang berbeda, yaitu kawasan bagian utara dan kawasan bagian selatan. Pemindahan ibukota
ke Gerung yang berada di kawasan bagian selatan tentunya berdampak secara siruktural terhadap
kawasan bagian utara. Melihat dari kenyataan ini maka permasalahannya adalah pada beban dan
manfaat pemindahan ibukota, khususnya peran Gerung dalam memberikan pelayanan publik terhadap
struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Baral. Dengan demikian pertanyaan penelitian yang
mengemuka adalah bagaimana struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat pemindahan
ibukota dan pemekaran kecamatan.

Untuk menjawab pertanyaan ini, dilakukan seranghaian tahapan studi dengan menggunakan
metode deskriptif eksplanatori. Tahapan studi dibagi dalam tiga kajian besar, pertama adalah
mengkaji kedudukan Gerung sebagai ibukota kabupaten dengan menggunakan analisis location
quotient, analisis shifi share, analisis perkembangan keruangan untuk memperoleh gambaran struktur
kegiatan ekonomi dan arah perkembangan ruang. Kedua, mengkaji strukiur perwilayahan Kabupaten
Lombok Barat dengan analisis skalogram dan indeks sentralitas Marshall, analisis gravitasi, analisis
titik henti, analisis kependudukan, analisis location quotient, dan analisis shift share untuk
memperoleh gambaran perkembangan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat
pemindahan ibukota. Kedua kajian ini kemudian dijadikan masukan pendukung bagi kajian ketica
yang menggunakan analisis Proses Hierarki Analitik untuk memperoleh gambaran alternatif dampak
(manfaat-bebarn) pemindahan ibukota.

Secara keseluruhan hasil kajian memperlihatkan hasil bahwa alternatif terpilih dampak
pemindahan ibukota adalah pada penataan wilayah. Pilihan pada penataan wilayah berarti perlunya
diciptakan efisiensi internal yang memperkuat integrasi wilayah. Perbaikan struktur internal melalui
penataan wilayah ini dilalukan dengan dua alternatif: (1) memperbaiki area tumbuh baru yang lepas
dari pusal pertumbuhan utama, tapi masih menggunakan pola konsentris kota pusat; (2)
pengembangan sistem koridor, yaitu pertumbuhan di sepanjang alur jaringan jalan utama yang
keluar secara radial dari pusai-pusat kota. Dengan demikian arahan struktur perwilayahan
Kabupaten Lombok untuk mendukung penataan wilayah ini adalah pemantapan kota-kota kedua. Koia
Gerung sebagai hierarki I di bagian selatan, dan hierarki I adalah Kecamatan Tanjung untuk bagian
utara, dan Kecamatan Narmada untuk bagian tengah. Kota Tanjung dan Narmada diharapkan dapat
berperan setara dengan ibukota kabupaten melalui pengembangan fasilitas wilayah vang dimiliki
sehingga mampu mengantipasi perbedaan karateristik wilayah Kabupaten Lombok Barat.




ABSTRACT

Status upgrading for Mataram city into city autonomic region, which also plays a role as the
capital city of West Lombok Regency caused a dualism in conducting the governmental system in
Mataram area. According to the law, this dualism is prohibited, because it will create less
conduciveness of the development in one of the autonomy region. In relation to that, Sinally it has been
decided that the capital city of West Lombok Regency is moved to Gerung, one of the region that has
already fulfilled all the requirements. Implications made because of this action are first, to the
structure of economic activity and Gerung’s internal spacing and the second is the zZomning structure of
West Lombok Regency. These two implications are related to socio-geographical condition of West
Lombok Regency, which factually is divided into two different areas, the novithern part and the
southern part. Moving the capital city to Gerung, which is in the southern part, will structurally has an
impact to the northern pari. Based on this redlity, so the problems are the burdens and also the
benefits from moving capital city, especially the role of Gerung in giving public services to the zoning
structure of West Lombok Regency. So the question in this research is how the zoning structure of West
Lombok Regency going to be in the future because of the capital city movement and district
Jragmentation.

To answer this question, we have done a series of stages of research by using descriptive
explanatory method. These siages of research are divided into theree macro studies, the first is to study
the position of Gerung as the new regency’s capital city by using the Location Quotient (LQ) Analysis,
Shift and Shere Analysis, Zoning Development Analysis to have some views of the structure in
economic activity and zone development. The second is to study the zoning structure of West Lombok
Regency by using Scallo-gram Analysis and Marshall-central Index, Gravity Analysis, Stop-point
Analysis, Demographical Analysis, Location Quotient (LQ) Analysis and Shift and Share Analysis to
have some views about the zoning structure developmeni of West Lombok Regency because of the
moving. These two studies then become a supporting inputs for the third study which uses Analytical
Hierarchy Process to have the view about the allernative impacis (benefiis-burdens) of this moving
Throroughly, the results of the study show that the chosen alternative on the impacts of moving the
capital city is on the area restructuring. By choosing this, means that we need to create an infernal
efficiency, which will stengthen the integration in the area. The improvement of internal structure
through area restructuring is done by two alternatives : (1} improving a new growth area which is
Jree from the center of growth, but still using the concentric pattern of central city; (2) developing the
corridor system, means growth along the main street network which comes out radially from city
cenlers. For that reason the directive of zoning structure in Lombok Regency to support this area
restructuring Is to stabilize second cities. Gerung as the first hierarchy in the southevn part and the
second hierarchy is Tanjung District for the northern part, and Narmada District for the central part.
Expectedly, Tanjung and Narmada can have the some role with the regency's capital city through the
development of area facilities that they have so that they will be able to anticipate all the characteristic
differences in the area of West Lombok Regency.
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. BAB1I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota sebagai pusat pemerintahan/ibukota pada dasarnya merupakan tempat
kedudukan svatu administrasi pemerintahan yang bersifat membawaﬁi beberapa
kota/wilayah. Membawahi pada bagian ini merupakan ungkapan untuk menggmﬁbarkan
peran ibukota sebagai pusat administrasi bagi wilayah wewenangnya. Pusat pemerintahan
adalah lokasi perkantoran untuk semua kepentingan klsus yang memiliki peran dalam
mempengaruhi  keinginan/tujuan perorangan atau kelompok, lembaga legislatif, dan
pemerintah, Perkembangan pusat pemerintahan selalu diiringi dengan perkembangan kota
sehingga dapat memiliki fungsi yang lebih kompleks karena selain sebagai pusat
pemerintahan, kota juga harus mewadahi unsur-unsur fungsi kegiatan kota lain yang dapat
menunjang kebérlanj wtan kota tersebut (Sujarto,1995).

Kota dalam perkembangannya merupakan pusat berbagai kegiatan dari suatu
wilayah tertentu antara iain pusat pengelompokan dan pemukiman penduduk, pusat
kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik dan masih banyak lainnya. Kota tidak hanya

merupakan pemusatan dacrah pemukiman penduduk, kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi,

. kebudayaaan dan administrsasi saja, tetapi juga merupakan pusat penyediaan fasilitas,

industri, perdagangan, modal, skill dan lain-lain kegiatan yang dibutuhkan bagi penunjang
pertumbuhan daerah belakangnya (hinteriandnya) (Pamudji, 1985: .

Implikasi sebagai pusat pemerintah daerah otonom, suatu ibukota harus secara

keseluruhan diorientasikan pada kota tersebut. Dampaknya kota tadi sebagai ibukota akan ;

berkembang secara pesat, ditandai dengan peningkatan kebutuhan pengembangan secara

; 1

[UPT-PUSTAY iDIF)




fisik, sosial ekonomi maupun kelembagaan. Tidak Jarang kebutuban ini kemudian

ditindaklanjuti dengan peningkatan status administrasi ibukota tadi dari kawasan perkotaan

nonstatus menjadi kawasan perkotaan berstatus otonom.

Peningkatan status administrasi pada konteks kabupaten berarti memunculkan’

adanya dualisme pelaksana operasional dua dacrah otonom dalam satu kawasan. Dari

aspek hukum, suatu daerah otonom mempunyai wilayah hukum positif berdasarkan atas

 batas-batas yang ditentukan olch undang-undang. Hal ini berarti bahwa kewenangan hanya

ada pada satu daerah saja. Apabila ada suatu kedudukan hukum daerah lain pada daerah
tersebut, maka itu berarti ada daerah dalam daerah. Untuk menghindari hal tersebut, secara
operasi.bnal ketentuan perundang-undangan telah menggariskan kebijakan yﬁng
mengharuskan kedudukan hﬁkum suatu ibukota kabupaten mesti berada dalam wilayah
administrasi kabupaten bersahgkutan, sehingga apabila ibukota daerah kabupaten masih
berada di dalam daerah otonom lain, maka harus segera dipindahkan dan berada di datam
wilayah adininistratifnya sendiri. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 18/2/6 tanggal 15
Mei 1973 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Bagi Ibukota Kabupaten adalah
salah satu pioner payﬁng 6perasionalisasi kebijakan tersebut.

Banyak daerah di Indonesia yang mengalami proses pemindahan ibukota seperti
diungkapkan di atas. Bagi kabupaten yang melakukan pemindahan ibukota sebagian besar
polanya dilakukan dengan pertimbangan ibukota lama telah meningkat statusnya menjadi
daerah otonom kota. Gambaran mengenai komposisi daerah yang sudah dan belum

memindahkan i_bukofa kabupaten secara aktual adalah sebagai berikut:




TABEL L1
POLA PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

NO PROVINSI KABUPATEN IBUKOTA LAMA IBUKOTA BARU POLA
PEMINDAHAN
. ' IBUKOTA
1. [ Nanggroe Aceh Darussalam Acch Besar Bandi Acch Kotn Jantho I
2. Aceh Utara Lhokseumawe Lhoksukon 1
3. Acch Timur Langsa . Idi-Peurelak(ren) 1
4. | Sumatera Utara Langkat Binjai Stabat I
3. Deli Serdang Medan Lubuk Pakam 1
6. Simalungun Pematang Siantar Pematang Raya 1
7. Asahan Tanjung Balai Kisaran 1
8. Tapanuii Tengoh Sibolga Kota Pandan I
9. Tapanuli Sclatan Padang Sidempuan Sipirok {ren} )|
10. | Sumalcra Baral Agam Bukittingei Lubuk Basung I
1. Limapuhh Kota Payskumbih Sarilamak I
12. Solok ” ‘ Solok Kayu Ao i
13. Padang Pariaman | Parjaman Sicincin (ren) 1
14. | Riau Rokan Hilir Bagansiapi-opi (sem) | Ujung Tanjung (def) | 11
15. | Kepulanan Riau Kepulavan Riau Tanjungpinang Tanjung Uban (ren) | I
16, | Jamb Batanghari Kenaliasem Muara Bulion 1
17. | Sumatera Sclatan Musi Rawas Lubuk Linggau Musra Beliti {ren) I
18. | Bengkuku Bengkutu Utara Bengkulu Arga Makmur I
19. | Kepulsuan Bangks Belitung Bangka Pangkal Pinang Sungailiat T
20. j Lumpung Lampung Tengah Metro Gunung Sugih 1
2] Lampung Selatan Tanjung Karang Kalisndn I
22. | Banten Tangerang Tangerang Tigaraksa I
23.  Jawa Barat Bekasi Bekasi Cikarang )
24, Bogor Bogor Cibinong I
25. Sukabumi Sukabumi Pelabuhan Ratu 1
26. Circbon Circbon Sumber 1
27. Bandung ¥ Bandung Sareang i
28. Tasikmalaya Tasikmalays Singaparna i
29. | Jawa Tengah Tegal Tegpal Slawi I
30, Pekalongan Pekalongan Kajen I
31. Semarang ¥ Semarang _Ungaran_ i
32. | Jawa Timur Magclang _Mapelang Kota Mungkid 1
33 Madiun Madiun Caruban I [
3. Blitar Blitar Wlingi (ren) I
35, Mojokerto Mojokerto Mojosari 1
36. Kedin Kediri Pare (ren) 1
37 ivatang Malang Kepoanjen 1
38. Pasuruan Pasunian Bangil (ren) 1
3. Probolinggo Probolinggo Kraksaan (ren) i
0. | Surabayn ¥ Sumbaya Gresik I
41. | Beli B3adung Denpasar Dalung Mengwi 1
42, | Nusa Tenggam Barat Lombok Barat Mataram Gerung 1
43, Bima Raba Panda I
44, | Nusa Tenggara Timur Kupang Kupang Sulamu !
45. Bajawa Neada Mbay 0
46. | Kalimanatan Barat Sambas ¥ Singkawang Sambas i
47. Pontignak Pontianak Mempawah I
48. | Sulawesi Utara Minahasa Manado Tondano [
49. ] Gorontalo Boatemo @ Tilamula (sem) Marisa {def) If

]

2

3
4}
b))

melalui dua tahap pemnindahan, pertama dari Kota Solok ke Koto Baru, kemudian dari Koto Baru ke Kayu Are

melalui dua tahap pemindahan, pertama dari Kota Bandung ke Bale Endah, kemudian dari Bale Endah ke Soreang
direncanakan untuk dipindah dani Ungaran ke Bawen
Nama kabupaten dirubah menjadi Kabupaten Gresik

Berdusarkan UU No. 10 Tahum 1999, dimekarkan menjadi Kebupaten Sambas den Kabupaten Benghkayang. Melalui pemekaran ini,
Singkawang sebagai ibukota Kabupaten Sambas masuk dalam  wilayah administeasi Kabupaten Bengkayang yang betibukota di

Bengkayang, sehingga ibukota Kabupaten Sambas kemudian dipindahkan ke kota Sambas di witayah Kabunpaten Sambas.




50. | Sulawesi Tengah Donggala Palu Banawa I

51. Banggai Bangeai {sem) Salakan (def) I !
Kepulauan ‘

52 Morowali Kolonedale {scm) Bungku (def) Jii

33. | Sulawesi Selatan Luwu Palopo Cimpu (ren) 1

54. | Sulawesi Tenggara Kendar Kendari Unashe I

55. Buion Baubau Pasarwzjo 1

56, | Maluku Utara Maluku Utara 7 Ternate Jailolo I

57, };)Inlmnhcm Tengah ) Soasiu Weda m

58. | irtan Jaya Borat Sorong Sorong Aimas 1

59, | Papua Panini > Enorotali Nabire I

Gl Jayapura Jaynpura Sentani 1

Sumber Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan Departemen Dalam Negeri tahun 2003, diolah

Keterangan:
ren = rencana scm = ibukbta scmentara del = ibukota definitif
1 = ibukota lama sudah berubah status scbagai dacrah olonom kota
1 = posisi relatif ibukota lama dipandang tidak berkembang bagi perabangunan daerah
HH = terjadi pemckaran kabupaten yang berakibat kedudukan administratif ibukota masuk ke dalam wilayah
administrasi kabupalen/kota pemeckaran '

o

" Berdasarkan Tabel L.1 di atas, Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai dua
kabupaten yang status ibukotanya berubah menjadi daerah otonom, yaitu Kabupaten
Lombok Barat dan Kabupaten Bima. Seiring dengan peningkatan status Ibukota Kabupaten
Lombok Barat yaitu Mataram rr’lenjadi daerah otonom pada tahun 1994, maka muncul
kebijakan untuk memindahkan ibukota kabupaten ke luar dari wilayah administratif Kota
Mataram. Kebijakan ini ,dip.erkuat oleh Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat
Nomor 7/KEP[DPRD/1995 tanggal 22 Agustus 1995 tentang Persetwjuan Pemindahan
Ibukota Kabupaten Lombok Barat dari wilayah Kotamadya Mataram ke Gerung, Tujuan
dari pemindailan ini adalah dalam rangka meningkatkan dayaguna penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaaan kemasyarakatan di Kabupaten

) Berdasarkan UU No. 50 Tahun 1999 ibukota sementara Kabupaten Boelemo di Tilamuta dan ibukota definitif di Marisa. Pada
perkembangannya, agar tidek menimbulkan konflik berkelanjutan pada masyarakat, melalui UU No. 6 Tahun 2003 Kabupaten
Roalemo dimekarkan menjadi Kabupaten Hoalemo beribukota di Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato beribukota di Marise,

” Nama kabupaten dirubah menjadi Halmahera Barat

® Berdasarken UU No. | Tahun 2003, dimekarkan menjadi Kabupaten Halmahern Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota
Tidore Kepulaan, Melalui pernekaran ini, Soasiu scbagai ibukota Kabupaten Halmahera Tengah masuk dalam wilayah administrasi
Kota Tidere Kepulauan (meliputi Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utama), sehingga ibukota Kabupaten Helmahera Tengeh
kemudian dipindahkan ke kota Weda di wilayah Kabupaten Halinahera Tengah.

9 Pada awalnyo kegiatan pemerintahon Kabupaten Dati 1 Paniai dipindshkan dari Enarotali ke Nabire, namun melalui PP 52 Tahun
1996 Kabupaten Dati {f Puniai dimekarkan menjadi Kabupaten Administrast Paniai yang beritukota [kembali] di Enarotali dan
Kabupaten Adniinistrasi Punesk Jaya beribukota di Kota Mulia. Berfungsinya kembali Enarotali sebagat ibukota mengakibatkan
nama Kabupaten Dati I Paniai kemudian dinibah menjadi Kabupaten Dati T Nabire. Berdasarkan UU No. 45 Tahun 1999 status
wilayah administrasi Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya ditingkatkan menjadi deerah otenom.




Lombok Barat. Sebagai tindak lanjut dari upaya ini adalah berupa dukungan politis sebagai
kerangka yuridis formal untuk penetapan ibukota baru bagi Kabupaten Lombok Barat yaitu
berupa Peraturan Pemeﬁntah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2000 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat. Dalam peraturan ini secara eksplisit
ditetapkan Gerung, yaitu suatu ibukota kecamatan dengan nama yang sama, berada sekitar
15 km ke arah selatan dari Kota Mataram sebagai ibukota kabupaten baru.
Beberapa hal yang penting yang menjadi pertimbangan pemindahan ibukota:

1. Mampu mendukung fungsi | suatu ibukota kabupaten sesuai dengan kebijaksanaan

1

umum pembangunan daerah kabupaten yang bersangkutan;

2. Memiliki potensi pertumbuhan dan perkembangan yang tinggi yang dapat mendukung

kelangsungan ibukota selanjutnya.

3. Terletak pada posisi strategis dalam arti aman dan relatif memusat terhadap wilayahnya

unfuk dapat melakukan tindakan pembinaan pengembangan wilayahnya.
Gerung  diharapkan dapat berkembang lebih jauh sebagai  pusat
ekonomi/perdagangan dan jasa. Hal ini didukung oleh kedekatan lokasinya dengan

Pelabuhan Lembar sebagai outlet yang melayani wilayah Pulau Lombok untuk keperluan

interaksi antarpulau. Dalam jangka panjang kondisi ini akan menimbulkan dampak dalam

pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah pengaruhnya.

Struktur  kota Gerung akan  mengalami perubahan secara menyeluruh baik
dari aspek sosial ekonomi, sosial budaya maupun fisik. Perubahan ini ditandai dengan
perubahan fungsi kota yang diikuti dengan perubahan fisik sebagai akibat akﬁﬁtas
masyarakat secara keseluruhan. Perluasan fisik, yaitu bertambahnya areal terbangun yang
menyebar ke arah pinggiran. Ini terjadi pada sepanjang jalur jalan utama regional, dan juga

berkembangnya kawasan-kawasan baru pada wilayah pinggiran kota, yang ditandai dengan




munculnya berbagai bangunan baru di sepanjang jalan dari Kota Mataram ke Kota Gerung
dan sekitarnya.

Dengan mencermati arah perkembangan kota, maka akan dapat diprediksi bentuk
kota yang diinginkan, sehingga dapat diantisipasi munculnya permasalahan
ketidakteraturan kota di belakang hari atau dengan kata lain pada akhirnya ada kemudah;m

untuk menata kota itu sendiri.

Munculnya kebijakan desentralisasi melalui UU No. 22 tahun 1999 menjadi faktor |

pendorong percepatan perubahan struktur perwilayahan administratif di Kabupaten
Lombok Barat. Untuk mengétasi kepadatan penduduk di suatu tempat/ pemerataan,
beberapa kecamatan kemudian dimekarkan. Pemekaran kecamatan ini berada di wilayah
utara, tengah ‘dan selatan dari Kabupaten Lombok Barat, yaitu wilayah-wilayah yang
kepadatan penduduknya tinggi, diantaranya wilayah selatan (Kecamatan Geruhg
dimekarkan menjadi Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar), wilayah tengah
(Kecamatan Kediri dimekarkan menjadi Kecamatan Kediri dan Kecamatan Kuripan,
Kecamatan Gunungsari dimekarkan menjadi Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan
Batulayar, Kecamatan Naﬁnada dimekarkan menjadi Kecamatan Narmada dan Kecamatan
Lingsar), dan wilayah utara (Kecamatan Tanjung dimekarkan menjadi Kecamatan Tanjung
dan Kecamatan Pemenang, Kecamatan Gangga dimekarkan menjadi Kecamatan Gangga
daﬁ Kecamatan Kayangan). Dilihat dari pemanfaatan ]éxhan terbangun, orientasi kepadatan
penduduk, dengan segala aktivitasnya, menggambarkan bahwa kawasan ini lebih pesat
perkembangannya dibandingkan dengan kawasan utara dan selatan. Pola jaringan
transportasi vertikal utara-selatan yang mengikuti bentuk wilayah - administratif
menyebabkan interaksi antara kawasan utara dan selatan tidak bisa secara langsung, karena

ada pembatas berupa wilayah administratif Kota Mataram yang harus dilewati.




Ketergantungan kawasan utara terhadap Kota Mataram dalam hal akses ke arah selatan
menjadi relatif tinggi. Pada kawasan selatan yang relatif datar di bagian tengah dan
berbukit di bagian selatan sistem jaringan transportasi relatif bervariasi, dengan pola grid
sehingga memungkinkan lokasi-lokasi dapat dicapai dengan mudah. Pola jaringan ini dan
keberadaan outlet Pelabuhan Lembar turut mendorong pertumbuhan kawasan selatan lebih
pesat dibandingkan kawasan utara.

Untuk menciptakan pusat perkembangan baru suatu daerah perlu dikaji manfz;at
dan beban yang akan ditimbulkan, yang nantinya bisa menjadi acuan bagi kebijakan
strategi arah pembangunan kota dan wilayah. Manfaat dan beban ini terjadi akibat adanya
aktivitas yang bersifat positif dan negatif. Dalam hal ini manfaat diarahkan sebagai tujuan
yang akan dicapai, sedangkan beban diartikan hal-hal yang perlu ditangani untuk mencapai
tujuan. Hat ini timbul dipﬁcu oleh respon atau pendapat di kalangan masyarakat mengenai
kelayakan ap(.wkah Gerung pantas menjadi ibukota kabupaten, dengan didasari oleh
karateristik wilayah

Peinindahan ibukota kabupalen ke arah selatan dari ibukota lama ini secara
langsung berdampak tet‘l1aaap pel_ayzman publik dibidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan khususnya ;1pabi]a dilihat dari aspek sentralitas terhadap keseluruhan
wilayah. Sebagaimana diketahui bahwa secara struktur fisik perwilayahan, Kabupaten
Lombok Barat memanjang secara vertikal utara dan selatan. Perbedaan yang mendasar dari
dua kawasan ini dapat dilihat dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Secara fisik, kedua kawasan ini dibafasi oleh pegunungan yang merupakan
rangkﬁian dari sistem Gunung Rinjani yang membujur dari aral timur sampai aral barat
menuju pantai. Akibatnya kawasan bagian utara disebut sebagai “dayan gunung” (utara

gunung) dan kawasan selatan sebagai “lauk gunung” (selatan gunung).




Kawasan utara meliputi lima kecamatan, yaitu Pemenang, Tampung, Gangga,
Kayangan dan Bayan merupakan suatu kawasan perbukitan dan pegunungan 40% dengan
ketinggian 0->1000 meter dari permukaan laut, dengan kemiringan/lereng > 2%, terbagi
dalan lahan kering, hutan lindung, perkebunan, area konservasi, sawah tadah hujan, zona
wisata daﬁ danau. Kepadatan penduduk rata-rata 20 jiwa per km2 dan kondisi sarana
prasarana masih terbatas.

Kawasaﬁ selatan meliputi enam kecamatan, yaitu Labuapi, Kediri, Gerung,
Kuripan, Lembar dan Sekotong Tengah. Kawasan ini berupa dataran rendah dan sebagian
kecil 20% dataran tinggi, dengan ketinggian 0-<500 meter dari permukaan laut dengan
kemiringan/lereng 2%, terbagi dalam lahan kering, perkebunan, hutan lindung, area
konservasi, sawah basah dan tadah hujan, zona wisata. Kepadatan penduduk > 65 jiwa per
km?2 dan infrastruktur yang cukup memadai.

Aspek budidaya pertanian memperlibatkan bahwa produk domestik kawgsan
selatan mengikuti pola tanam padi-padi-palawija, sedangkan kawasan utara berpola tanam
padi-palawija-padi. Perbedaan ini dipengaruhi perbedaan iklim, dan curah hujan.

Secara aspek sc;sial-budaya, karaktersitik masyarakat di kawasan wutara
menggunakan logat baliasa yang sedikit berbeda dalam pengelompokan bahasa dengan
masyarakat di kawasan selatan. Kawasan utara umumnya menggunakan dialek “kato-kate”
sedangkan kawasan selatan menggunakan dialek “meno-mene” dan “ngeno-ngene”. Pada
kawasan utara juga masih didominasi oleh adat istiadat yang dipengaruhi oleh kultur “weiu
tely”, sedangkan di wilayah selatan “wakru lima” (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa
Tenggara Barat, 1978). Wetu telu adalah varian dari budaya Islam Sasak yang dipengaruhi
oleh unsur-unsur Siwa-Budha, sedangkan waktu lima adalah Islam yang dipengaruhi oleh

unsur Melayu-Arab (Cederroth, 1980).




Berdasarkan gambaran perbedaan karakter kawasan selatan dan utara di atas,
pemindahan ibukota kabupaten ke Gerung di kawasan selatan berarti memindahkan
konsentrasi kegiatan ke arah selatan Kota Mataram, dan ini berarti wilayah bagian utara
secara fisik akan semakin jauh dalam jangkauan pelayanan publik pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal ini peran ibukota lama masih akan
mendominasi sebagai sumber pembangkit pergerakan, karena sebagian besar sumber daya
penggerak pelaksanaan jasa pemerintahan masih bertempat tinggal di ibukota lama, di
samping pergerakan dari arah utara akan selalu melewati ibukota lama. Artinya di samping
perubahan struktur fisik keruangan pada koridor Mataram sebagai ibukota lama dan
Gerung sebagai ibukota baru, maka ada implikasi-implikasi lain yang akan terjadi
khususnya dalam pengembangan struktur perwi]élyahan Kabupaten Lombok Barat itu .

sendiri secara keseluruhan.
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1.2. Perumusan Masalah

Penetapan Gerung sebagai ibukota Kabupaten Lombok Barat pada satu sisi harus
djoperas_ionalka'n secara maksimal guna mencapai tujuan pembangunan wilayah Kabupaten
Lombok Barat. Hasit akhir yang diharapkan adalah pada kemajuan kawasan ibukota dan
wilayah secara keseluruhan. Mengingat wilayah secara keseluruhan mempunyai perbedaan
karakter dan dengan adanya pemckaran kecamatan yang bertujuan untuk pemerataan
penduduk, maka akan terjadi kemajuan wilayah sesuai dengan karakter yang dimiliki.
Karakter keruangan Kabupaten Lombok Barat terdiri dari dua bagian kawasan yang slecara
homogenitas berbeda. Proses pemindahan ibukota yang dilakukan pasti akan menghasilkan
perubahan, Perubahan yang terjadi dapat berlangsung secara cepat maupun lambat, namun
tetap terjadi saat ini maupun dimasa akan datang. Perubahan yang dimaksud saat ini belum
terlihat namun disadari bahwa pemindahan ini akan berpengaruh bagi perkembangan
pembangunan daerah.

Melihat perkembangan Kota Gerung maka perlu diperhatikan fenomena perubahan
struktur perubahan keruangan Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan yang berarti
bermuara pada petlgelt1bz||1ga|1 struktur kewilayahan. Implikasi dari pengembangan
struktur kewilayahan ini adalah pada perlunya mengenali manfaat dan beban jangkauan
pelayanan publik yang diperankan oleh Gerung sebagai ibukota kabupaten baru pada aspek
pemerintahan, pembangunan wilayah dan kemasyarakatan.

Hakikatnya perwilayahan pembangunan akan menciptakan rumusan arahan
strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Lombok Barat melalui pembangunan
perwilayahan di masa yang akan datang, Melalui perwilayahan yang kondusif dan manipu

menciptakan akses terhadap upaya mengakomodir perkembangan potensi dan aktivitas

produksi lokal wilayah Kabupaten Lombok Barat yang menyentuh karakter ruang atau
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wilayah kabupaten secara keseluruhan hal ini diransang degan adanya pemekaran
kecamatan dimana dalam hal_ini dapat menciptakan sektor-sektor baru dibidang ekonomi,
yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian wilayah

Jangkauan pelayanan publik ini menjadi kriteria untuk menilai kinerja Gerung
sebagai ibukota kabupaten baru dalam upaya mendorong terwujudnya keseimbangan
pembangunan antarwilayah di Kabupaten Lombok Barat. Sehingga dengan demikian
permasalahan yang mengemuka adalah pada struktur kewilayahan Kabupaten Lombok
Barat akibat pemindahan ibukota ke Gerung. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi
pertanyaan dalam studi ini adalah “Bagaimana struktur kewilapahan K. abupaten Lombok

1

Barat sebagai akibat pemindahan ibukota kabupaten dan pemekaran kecamatan?’
1.3.  Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1. Tujuan Studi
Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam studi ini adalah untuk
mengetahui dan mengkaji struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat sebagai akibat

pemindahan ibukota kabupaten dan pemekaran kecamatan,

1.3.2. Sasaran Studi

Sasaran yang dilakukan dari penelitian ini sehingga tujuan studi dapat dicapai

adalah:
1. Menganalisis perkembangan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat
2, Mengidentifikasi dampak pemekaran kecamatan terhadap pengembangan wilayah

Kabupaten Lombok Barat




3. Mengidentifikasi kedudukan Kota Gerun g dalam struktur perwilayahan

4. Menganalisis manfaat dan beban pemindahan ibukota dari Mataram ke Gerung

5. Mengidentifikasi dampak pemindahan ibukota kabupaten dari Mataram ke Gerung
terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Lombok Barat

6. Arahan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat dari pemindahan

ibukota dari Mataram ke Gerung.
1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Ruang Lingkup Matéri

Lingkup materi dalam penelitian ini pada hakikatnya adalah dalam konteks:
perspektif teoritis pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan yang
berdampak terhadap pengembangah wilayah pengaruhnya. Pertumbuban dan
perkembangan kota yang diamati berupa perubahan struktur perwilayahan Kabupaten
Lombok Barat akibat dari perbedaan karakteristik wilayah setelah pemindahan ibukota
kabupaten, memahami pnl)ses pertumbuhan dan perkembangan kota tersebut, dan faktor-
faktor yang berperan dalam mendukung pertumbulian dan perkembangan kota denmg
sebagai pusat pertumbuhan. Sebagai batasan waktu penelitian adalah sejak Gerung
difungsikan sebagai ibukota pada Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2000, sehingga
dapat dianalisis bentuk arahan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal

ini substansial kajian yang akan dipakai adalah :
1. Peran kota sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah pengaruh menentukan kinerja
pelayanan publik pada aspek penyelenggarﬁm1 pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Ukuran kinerja pelayanan publik ini
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adalah pada hasil perbandingén manfaat dan beban dari keberadaan pusat pertumbuthan
sebagai ibukota kabulpaten. Di samping itu letak wilayah terpisah, sedikit‘banyak
menyulitkan aparatur pemerintah kabupaten dalam melaksanakan tugasnya karena
tidak berada diwilayah/daerah dilayaninya. Oleh karena itu perlu perhatian untuk

melaksanakan fungsi ibukota (Pamudji, 1985: 35)

. Pemekaran kecamatan, dimana pemekaran ini terjadi akibat dari adanya kebijakan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menentukan arah perkembangan wilayah
akibat adanya otonomi daerah, yang bertujuan untuk lebih menciptakan kondisi-kondisi
yang konduktif bagi wilayahnya terutama dalam bentuk struktur perekonomian wilayah

untuk lebih mengembangkan pendapatan daerah untuk mendokrak pendapatan

'perkapita masyarakat.

3. Manfaat dan beban keberadaan pusat pertumbuhan’ baru adalah suatu perubahan yang

terjadi akibat adanya svatu aktivitas yang bersifat positif dan negatif pada suatu lingkup
tertentu (Sumarwoto,1988: 43). Berdasarkan hal tersebut manfaat diartikan perubahan
secara positif dan merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan beban
merupakan hal yang p-erlu diperhatikan karena memberi dampak negatif dari tujuan
yang ingin dicapai baik secara fisik maupun non-fisik. Penelitian ini merupakan
perkiraan/peramalan manfaat dan beban yang ditimbulkan akibat dampak pemindahan
Ibukota Kabupaten Lombok Barat dan diidentifikasi sebagai arah perubahan sesuai
dengan karakteristik perwilayahan Kabupaten Lombok Barat secara internal. Manfaat
dan beban dalam hal ini dinilai dari pelaku yang terlibat langsung seperti pemerintah,
masyarakat dan swasta dalam hal ini didefinisikan menurut keterkaitan dalam materi,
Aspek variabel manfaat dan beban dalam hal ini adalah: aspek fisik keruangan, aspek

ekonomi, aspek sosial kependudukan, aspek kelembagaan




16

4. Perwujudan dari arah perkembangan ini adalah ‘pada kecenderungan bentuk struktur
kota yang muncul. Struktur kota inilah yang nantinya dapat dinilai sebagai suatu
gambaran peran ibukota dalam kaitannya dengan efektivitas peran sebagai pusat
pertumbuhan terhadap struktur perwilayahan wilayah pengaruhnya. Artinya bentuk
keruangan ibukota sebagai wujud kemajuan apakah berdampak juga pada pembahz:m
konstelasi keruangan wilayah pengaruhnya. Struktur yvang dimaksudkan dalam
penelitian ini adalah susunan dan tatanan komponen lingkungan yang secara hierarkis
dan fungsional berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang. Arah
perkembangan keruangan i‘bukota mencerminkan kecenderungan interaksi dengan

wilayah pengaruh. |

1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah penelitian adalah unit kecamatan. Untuk memperjelas proses
analis.ié, maka penelitian ini menggunakan unit analisis perekonomian wilayah, dan aspek
spasial terhadap kecendrungan terjadi setelah pemindahan ibukota dilihat dari perubahan
sektor-sektor basis dan fisik daiam wilayah (hierarki kota-kota dan wilayah pengaruh)
karena merupakan kajian analisis terhadap kelayakan Kecamatan Gerung terpilih sebagai
Ibukota Kabupaten Lombok Barat, secara administratif perencanaan dipandang mampu
menjelaskan perubahan ruang yang ada secara empiris. Hal ini diperkuat oleh Keputusan
DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor 7/KEP/DPRD/1995 tanggal 22 Agustus 1995
tenfang Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat dari wilayah
Kotamédya Mataram ke Gerung. Mengingat ada keterkaitan antara perkembangan yang
terjadi di datam ﬁilayah Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram, maka secara

makro Kota Mataram juga dijadikan sebagai wilayah kajian.
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Wilayah Kabupaten Lombok Barat memiliki batas antara lain (Gambar 1.1.dan 1.2)

a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok

Timur

c. Sebelah sefatan berbatasan dengan Samudera Hindia

d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok

1.5.  Kerangka Pemikiran

Mataram yang sebelumnya berperan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten
Lombok Barat telah meningkat status sebagai daerah otonom, sehingga menyebabkan
terjadinya perpindahan ibukotd ke Gerung sebagai kawasan yang memenuhi syarat.
Dampak yang ditimbulkan sehubungan dengan fenomena ini adalah, pertama pada
struktur kegiatan ekonomi dan keruangan intemal Gerung dan kedua terhadap struktur
perwilayahan Kabupaten Lombok Barat. Dampak terhadap struktur wilayah tidak dapat
dilepaskan kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, peran sektor strategis dan
tingkaf pertumbuthan dari kawasan-kawasan yang di dalamnya.

Kebutuhan ruang kota adalah perwujudan dari upaya mengatasi masalah yang
ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk dan perubahan serta perkembangan kegiatan
usahanya. Demikian pula peran kota yang mengalami peningkatan, dengan maksud bahwa
dengan bertambahnya penduduk maka akan makin banyak usaha yang dilakukan oleh
masyarakat kota tersebut. Hai tersebut memunculkan dinamika perkembangan kota, yaitu
berbagai faktor-faktor yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan kota, antara
lain: 1) faktor fisik, meliputi kemampuan tanah, kualitas dan kuantitas lingkungan tanah,

sifat iklim, harga dan nilai tanah, manfaat lingkungan, pola penggunaan lahan, distribusi

PR s B
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ruang, tata bangunan dan pola tata jaringan prasarana; 2) faktor sosial budaya, meliputi
jumlah penduduk dan kualitas kehidupan bermasyarakat; 3) sedangkan untuk faktor
ekonomi meliputi kegiatan usaha, politik ekonomi, faktor lahan. Dari ketiga faktor
tersebut maka akan diketahui arah perkembangan fisik keruangan kota yaitu apa yang akan
dan telah dicapai oleh Gerung, sehingga kota tersebut akan dapat merumuskan pola atau
arahan perkembangan kota dan akan terbentuk struktur ruang kota yang diharapkan.

Seiring pemindahan, terjadi perubahan kebijakan otonomi daerah yang memberikan
peluang bagi daerah untuk mengembangkan diri mencapai tujuan pengembangan wilayah.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan pemekaran kecamatan dalam kerangka
memperpendek  jangkauan pengendalian pemerintahan daerah  dan pemerataan
pembangunan. Pemindahan ibukota baru menimbulkan dampak berupa manfaat dan beban
terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota baik secara internal kota maupun
perwilayahan Kabupaten secara keseluruhan. Manfaat disini, dapat dilihat dari apa yang
dapat diberikan dari adanya pemindahan ibukota kabupaten terhadap pertumbuhan dan
perkembangan wilayah secara positip. Sedangkan beban, adalah permasalah-permasalahan
negatif yang ditimbulkan dengan adanya pemindahan tersebut. Perbandingan beban dan
manfaat dilakukan sebagai upaya menilai pengaruh yang timbul terhadap jalannya
pembangunan Kabupaten Lombt;_k Barat secara keseluruhan.

Struktur perwilayahan berkaitan dengan gambaran ruang Kabupaten Lombok Barat
sendiri khususﬁya diliﬁat dari kemungkinan perlunya mengetahui dampak dari manfaat
dan beban akibat pemindahan ibukota, melalui aplikasi hierarki keruangan sistem koté—
kota beserta wilayah pengaruhnya akan terdeteksi bagaimana memberikan kontribusi peran

ibukotd sebagai pusat pemerintahan dalam memberi pelayanan, terutama pelayan pada
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publik sehingga manfaat yang ditimbulkan dapat mendorong dan memberi kontribusi
dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu.

Kedua bagian kajian tadi secara keseluruhan menjadi dasar bagi penentuan strategi
pengembangan Gerung sebagai ibukota kabupaten dalam kerangka perannya sebagai pusat
pemerintahan dalam pelayanan terhadap publik untuk mendukung pembangunan

Kabupaten Lombok Barat.
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Latar Belakang

Gerung Sebagai Kawasan !
Mataram Sebagai Daerah yang Memenuhi Syarat !
Otonom Ibukota Baru

Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok
Barat dari Mataram ke Gerung.

Pemekaran Kecamatan Manfant dan Beban Pemindahan Ibukota Utara-Selatan

Dari Sembilan Kecamatan Meniadi Lim (scntralisasi) Susinl-Buqnya, Ekonomi, Sarana Prasarana
Belas Kecamatan jadi Lima Manfaat dan Beban Pemindahan Dalam Peran dan Fongsi

[bukota Pemerintahan,Pembangunan, Kemasyrakatan

Rumusan Bagaimana Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok
Masalah Barat Sebagai Akibat Pemindahan Ibukota
Analisis l { Kajian;reoﬁ
T G . Perkembangan Kabupaten Lombok h 4
Kedudukan Gerung sebagai Barat akibat Pemindahan Thukota .
Penyusunan Alternatif Dampak
Ibukota Kat];upaten Lombok Kabupaten Pemindahan
arat v
] Analisis Skallogram dan Indeks \ . ..
Anafisis LQ/Shifi-Share Sentratlitas Marshall, Gravitasi, Titik Proses Hierarki Analitik
Perkembangan Ruang Henti, Kependudukan, LQ/Shift - v
- Sharc
Struktur Kegiatan L : Hierarki Manfaat dan
o Ekonomi dan , Struktur Perwilayahan Rehan
Kedudukan Gerung Kabupaten Lombok Barat Analisis Manfaat dan
Beban
Struktur Perwilayahan Alternatif Terpilih |
_Qm;m]j___’ Kabupaten Lombok Barat akibat | | - _—
Pemindahan Ibukota
v _ﬁm,mwm-wmm"“‘"“”:]mw I:NM
Arahan Struktur Perwilayahan Kabupaten
Lombok Barat
Sumber Hasil analisis 2003
GAMBAR 1.3

KERANGKA PEMIKIRAN STUDI
STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
SEBAGAT AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA DAN
PEMEKARAN KECAMATAN




21

‘1.6.‘ Pendekatan Penelitian

1.6.1. Tahapan Studi

Penelitién ini tergotong sebagai penelitian deskriptif analitis, yaitu metode yang
menggambarkan keadaan pada masa sckarang,

Langkah-langkah penelitian terdiri beberapa tahapan.

a. Identifikasi pusat pelayanan/hierarki kota’kecamatan di K_abupaten Lombok Barat,
dilakukan untuk menentukan Arahan Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat,
melalui : |
e [dentifikasi dan analisis struktur ruang wilayah. Analisis ini adalah untuk

mengetahui struktur ruang dan arah kecenderungan perkembangan;
o Identifikasi dan analisis jangkauan pelayanan. Analisis ini aalah untuk mengetahui
jangkauan pelayanan Gerung sebagai ibukota kabupaten:

b. Identifikasi kedudukan Kota Gerung dalam struktur perwilayahan
-. Identifikasi dan aqalisis perekonomian. Analisis ini adalah untuk mengetahui

kinerja perekonomian kota, pergeseran struktur dan identifikasi sektor unggul kota;
o Identifikasi tingkat keruangan kota. Analisi ini adalah untuk mengetahui perubahan
ruang sebelum dan sesudah pemindahan ibukota.

c. Identifikasi pengaruh pemekaran kecamatan terhadap struktur perwilayahan Kabupaten
Lombok Barat
o Identifikasi dan analisis perekonomian. Analisis ini adalah untuk mengetalui

kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur dan identifikasi sektor unggul

daerah;
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* Identifikasi dan analisis kependudukan. Analisis ini adalah untuk mengetahui

pertumbuhan dan perkembangan penduduk, persebaran penduduk dan struktur

penduduk.

. Penyusunan alternatif dampak pemindahan ibukota secara teoritis.

Menyusun kriteria manfaat dan beban pemindahan ibukota dalam rangka pembangunan
wilayah secara teoritis.

Melakukan identifikasi perbandingan manfaat dan beban keberadaan ibukota Gerung
dalam rangka pembangunan Kabupaten Lombok Barat dengan teknik Proses Hierarki
Analitik (PHA).

. Hasil altemnatif dikaitkan dengan kedudukan Gerung dan analisis struktur perwilayahan
Kabupaten Lombok Barat.

. Keseluruhan proses ini disusun untuk memperoleh kesimpulan mengenai arahan
struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat guna mengantisipasi dampak yang
ditimbulkan terhadap manfaat dan beban akibat pemindahan ibukota kabupaten

terhadap perwilayahan Kabupaten Lombok Barat.




1.6.2. Kerangka Analisis
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Kegiotan Bkonomi | | pengd b Perbandingan |
N 3 o Struktur Penentu (variabel} :
dun It Pemekaran J ] ! Manfaat dan |
KedudukanGerng | | Kccamatan | | [ewilayahan berdasarkan fungsi Beban T
cduduknGormng | | il s Lombok Barat kota sebagai ibukota Keberadnan \
et i oo o | ! Thuketa ;
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Analisis L.Q/Shift- Anz_llisis Analisis Skallogram Deskritif Proses Hierarki
Share LCQ/Shit-Share Indeks Sentralitas, Analitik Analitik
Perketbangan Kependudukan Gravitasi dan Titik Kajian Teori
Ruang Henti, (Kajian Teari)
SASARAN
Struktur Kegiatan Struktur Struktur Kreteria Manfaat Analisis Montaat
Ekonomi dan Kegiatan Perwilayahan dan Beban dan Beban
Kedudukan Gerung Tkomomi dan Pembangunan Pemindahan =
Kependudukan Lombok Barat Thukotz . Hierarki Manfaat
........... Kabupaten dan Beban
| ' =
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KELUARAN
Struktur Perwilayahan Penjelasan Secara deskritil Alternatif
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Kabupaten Lombok Barat (rekomendast — s
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akibat Pemindahan Ibukota

TUJUAN

Sumber Hasil Analisis 2003

Arahan Struktur Perwilayahan
Kabupaten Lombok Barat

GAMBAR L.4.
KERANGKA ANALISIS
STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBAGAI
AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN
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1.6.3. Metode Penelitian

1.6.3.1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui dan mendapatkan data dan informasi yang representatif tentang
kondisi Ibukota Kabupaten Lombok Barat dilakukan melalui pengumpulan data sekunder
dan data primer. Data sekunder ditujukan untuk mengetahui kondisi wilayah Kabupaten
Lombok Barat dan Kota Gerung secara umum, khususnya kondisi fisik, sosial-budaya,
ekonomi, prasarana dan struktur binaan. Data ini dihimpun dari berbagai sumber, antara
lain Kantor Statistik Kabupatén Lombok Barat, Bappeda Kabupaten Lombok Barat,
Potensi Desa dan smnbeé—smnber sekunder lain. Data primer ditujukan untuk mengetahui
persepsi narasumber imengenai pemindahan Tbukota Kabupaten Lombok Barat. Data
primer dihimpun dari masyarakat, pemerintah, dan swasta.

.Pengumpulan data dilakukan dengan metode survai dengan wawancara berstruktur
sebagai masukan dari berbagai sumber diantaranya berasal dari unsur pemerintah daerah,
masyarakat dan swasta yang dijadikan narasumber, wawancara mendalam (indepth

interview) dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dilengkapi dengan pengamatan lapang

secara langsung oleh peneliti di lapangan.

: TABEL 1.2
KEBUTUHAN DATA KAJIAN STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN
LOMBOK BARAT SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA

No. Kebutuhan Data Variabel Tmlikator Jenis Data Sumbch melchan
ata
1. | Fisik Kervangan Kondisi Fisik Jumlah, jenis, dan | Sckunder BPS, Bapeda
Wilayah penyebaran SDA
Sumberdaya Alam Potensi Wilayah Sckunder BPS, Bapeda
* Penpgunaan Lahan Pemantatan fahan | Skunder BPN. Bapeda
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Hierarki Kota Orde/hierarki Skunder BFS, Bapeda
kota-kota/SWP
Sarana Prasarana Transportasi, Sekunder BPS, Bapeda
pendidikana,
kesehatan,
perckonomian,
sosial, pribadatan,
rekreast, dil
2 | Sosial dan Kuantitas Penduduk Jumlah, kepadatan, | Sckunder BPS, Bapeda |
Kependudukan laju - pertumbuhan
dan penycbaran
penduduk
Dinamika Sosial Interaksi sosial, Sckunder, BPS, Bapeda
Masyarakat kegiatan Primer Pengamatan langsung,
keagamaan, wawancara dengan
perekonomian masyarakat
masyarakat
3 | Ekonomi Pertumbehan Nilai PDRB Sekunder BPS, Bapeda
Ekonomi (PDRB)
S}mktur Ekonomi Sekunder BPS, Bapeda
Pembiayaan Nilai Investasi Sekimder BPS, Bapeda
Pembangunan
4 | Administrasi Pelayanan Jangkauan Primer Wawancara langsung -
Kelembagaan Pelayanan dengan masyarakat,
swasta dan Pemerintah
Manfaat dan Beban Kcadaan sebelum Primer Wwancara langsung
dan sesudah dengan masyarakat,
pemindahian swasla, dan pemerintah

Sumber- Hasil Penyusunan 2004

Keterangan: BPS
BPN

Bapeda = Badan Perencanaan Kabupaten Lombok Barat

1.6.3.2. Narasum

r

= Kantor Badan Pusat Statistik Perwakilan KabupatenLombok Barat
= Kantor Perlanahan Kabupaten Lombok Barat

Narasumber yang dipilih untuk memperoleh gambaran tentang pilihan alternatif

dampak pemindahan ibukota terdiri dari komponen publik dan dunia usaha, dengan

pertimbangan. mewakili keseluruhan komponen pelaku pembangunan di wilayah studi.

Narasumber publik (pemerintah) dibagi secara proporsional atas dasar keterwakilan asal

narasumber yaitu kawasan bagian utara (LBU) dan kawasan bagian selatan (LBS), meliputi




26

komponen yaitu aparat sekretariat daerah, aparat dinas daerah dan aparat lembaga teknis

daerah serta instansi vertikal di daerah, sedangkan narasumber pada DPRD Kabupaten

Lombok Barat dipilih secara sengaja berdasarkan asal wilayah pemilihan, yaitu kecamatan

yang termasuk kawasan bagian utara dan kecamatan yang termasuk kawasan bagian

selatan, Narasumber DPRD sekaligus mencerminkan aspirasi masyarakat,

Narasumber swasta (dunia usaha) dipilih berdasarkan struktur kegiatan ekonomi
yang relatif menonjol untuk dilakukan investasi pada kawasan ibukota Gerung dan
kawasan Lombok Barat lainnya berdasarkan fungsi yang ditetapkan oleh kebijakan yang
ada (Rencana Tata Ruang). Narasumber dunia usaha dipilih dari asosiasi pengusaha,
pengrajin dan sebagainya.

‘ Secara lengkap komposisi narasumber untuk kebutuhan analisis PHA dirincikan

;ebagai berikut:

A Aparat Pemerintah Daerah: 1) Sekretaris Daerah, 2) Asisten 1 Sekretaris Daerah, 3)
Bagian Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah, 4-6) Lembaga Teknis
Daerah, 7-9) Dinas Daerah, 10) Pengadilan Agama (instansi vertikal);

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 11-15) Anggota Dewan dari kecamatan bagian
utara, 16-23) Anggota Dewan dari kecamatan bagian selatan,

C. Swasta: 24-30) Asosiasi Peﬁgusaha (Kadin), Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi; Jasa

1

Pengadaan Barang, Jasa Transportasi, UKM, Perbankan.

1.63.3. Analisis Data Penelitian dan Teknik Analisis
‘Setelah data dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompok
variabel sosial ekonomi, selanjutnya dianalisis secara deskritif dan diinterpretasikan

berdasarkan hasil pengamatan di lapangan (empiris) dan teoriritis. Data yang bersifat




kuantitatif dianalisis dengan pendekatan matematik yang diolah dengan bantuan perangkat

lunak komputer

A. Aspek Spasial (Hierarki Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pengembangan)

(1). Metode Skalogram Guttman

Metoda skalogram digunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang
bagaimana pold fungsi/fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang terdapat pada berbagai
tingkatan perkotaan/pusat pelayanan dan bagaimana pola tersebut melayani kebutuhan

penduduk di wilayah yang ditinjau (Rondinelli, 1985: 115).

TABEL 1.3.
SKALOGRAM FUNGSI PEMUKIMAN

FASILITAS PELAYANAN
L1 213145167 8 9 (] 1 12
Kota A X | x x| x| x]x]|x X X X X X
Kota B XN x| x| x| X} x]|X X X X X X
Kota € XN x x| x| x]x]|x X X X X X
KolaD x|l x | x| xpx]x|x X X X X X
Kota G XN | x| x| xix]|xjx X X X X X

Sumber Rondinelli (1983)

Keterangan :
(1,2...,) : funpsi/fasilitas
(A,B,..) : Kecamatan /Kola

1

.(2). Metode Indeks Sentralitas Marshall
Metode ini tidak hanya melihat ketersedian fasilitas yang diamati tetapi juga
memperhitungkan jumlah unit fasilitas yang tersedia. Dengan pengalihan jumiah fasilitas

yang ada dengan bobot untuk masing-masing fasilitas nantinya akan diketahui nilai pusat
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pelayanan masing-masing. Berdasarkan nilai pusat pelayanan dapat dikelompokan. Metoda

Indeks Sentralitas Terbobot dapat dipakai untuk menentukan tingkat sentralitas suatu

satuan permukiman. Indeks sentralitas dari suatu pemukiman dihitung berdasarkan jumlah

dari bobot fungsi yang terdapat pada pemukiman tersebut. Makin besar indeks ini

menunjukkan tingkat sentralitas yang makin tinggi pula (Rondinelli, 1985)

Hitung bobot dari setiap fungsi berdasarkan rumus (Rondineili, 1985):

1
C = —
T
Dengan :
C =
t =
T =

bobot fungsi
nilai sentralitas total, diambil sama dengan 100
jumlah total fungsi dalam wilayah yang ditinjau

TABEL 1.4,
PERHITUNGAN BOBOT FUNGSI

I SATUAN FUNGSI

TOTAL
PEMUKIMAN | 2 3 4 5 6718 10

A X X X [ x] x{x!x]|x X X

B X X X X X X x| x X X

C x X X fx] x]x!x|x x X
Jumlah fungsi X X X |IX| X XXX X X
Total X X X X X | x| x| x X X
Bobot X X s ]l x| x| x| x X X

Sumber Rondinelli, 1985

Keterangan :
A,....H : Lokasi/Kecamatan/Kota
1,2,... : {ungsi/fasilitas

(3) Metode Gravitasi (Single Constraint Gravity)

Metode ini digunakan untuk melihat kekuatan daya tarik-menarik (interaksi) antar |

kota/ kecamatan dengan kota-kota yang lainnya. Metode ini tidak hanya untuk mengetahui
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| jangkauan pelayanan, namun juga sangat berguna untuk lebih menentukan apakal suatu

pusat pelayanan yang sudah didapatkan pada kedua metode sebelumnya, benar-benar
merupakan pusat pelayanan karena melayani daerahnya sendiri dan daerah lain atau hanya
melayapj daerabnya sendiri yang berarti| bahwa daerah ini bukanlah pusat pelayanan
(Bintarto, 1987, 85-87).

Konsep ini digunakan untuk analisis sosial-urban, untuk menjelaskan mengapa

lahan berharga tinggi di tempat pusat kota /dan yang beraksesibilitas tinggi serta mengapa

harga lahan tinggi di kota besar daripad%l di kota kecil. Variabel yang dipakai untuk

mengetahwi tingkat interaksi ialah jarak dari: Jjumlah penduduk. Perumusan model gravitasi

|
digambarkan sebagai berikut:

P1xP2 Keterangan : |
G= G= Besarnya hubungan tarik-menarik (interaksi).
D Pl=  Jumiah penduduk pusat 1.
P2=  Jumlah penduduk pusat 2.
D= Jarak anlar;a pusat T dan 2,

Sumber Bitarta, 1987

(4). Metode Titik Henti

Teori titik henti dikemukakan oleh Whynne Hammond untuk memberikan
pedoman yang jelas mengenai batas pengaruh swatu pusat pelayanan atau kota terhadap
wilayah sekitarnya. Latar belakang disusunnya teori ini adalah setiap kota memiliki Jebih
dari satu wilayah pengaruh. Hal ini dikarenakan karena kota tersebut memilik berbagai
macam jents pelayanan tingkat rendah sampai dengan jenis pelayanan tingkat tinggi.
Semakin tinggi tingkat pelayanan, maka |cakupan pelayanannya akan lebih luas. Perlu
diketahui bahwa pengaruh total suatu kota terhadap hinterland-nya berkurang mengikuti

jaraknya dari kota. Rumus teori titik henti tersebut adalah ( Bintarto, 1987: 89-94).
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j Keterangan :
Th - Th=titik henti
—_— J = jarak antara kota x ke kota y
I+ (Px/Py) Px = jumlah penduduk kota x
Py = jumlsh peaduduk kota y

Sumber Bintarto, 1987

(5). Analisis Tingkat Perkembangan

Prosedur ini akan dilakukan dengan memperbandingkan kondisi ruang terbangun
pada kawasan ibukota kabupaten Gerung pada tahun awal, yaitu tahun sebelum
dibangunnya fasilitas dengan kondisi ruang terbangun setelah dibangunnya fasilitas.
Peﬁambahan pemanfaatan ruang yang muncul sebagai selisih dari kedua kondisi akan
mencerminkan sebaran kegiatan dalam ruang pada periode tersebut. Di data dari tahun
1995 hingga saat ini,

Kegiatan sektor yang. strategis sebagai penentu kegiatan kawasan berdasarkan
analisis sebelumnya menjadi pertimbangan bagi hasil superimpose. Sebaran ini merupakan
gambaran dari kecenderungan arah pergerakan struktur ruang kawasan, yang menentukan

bentuk keruangan kota secara keseluruhan.

B. Aspek Kependudukan (Metode Kecenderungan)

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan pertumbuhan jumlah
penduduk masa lalu secara agregat dan mengasumsikan kecenderungan masa lalu itu akan
tetap akan berlangsung di masa akan datang, model yang digunakan yaitu Metode
Exsponensial. Model ini memiliki asumsi bahwa pertumbuhan penduduk dari waktu ke
waktu, tidak konstan tetapi proporsional ( Bintarto, 1987).

Model pertumbuhan eksponensial adalah model bunga berganda, rumus yang

digunakan:
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Pt = Po (1+5)t |

Pt = Proyeksi.jumlah penduduk
Po = Jumlah Penduduk Semula
R =Tingkat Pertumbuhan

T =Waktu

Sumber Bintarto, 1957

C. :Asnek Perékonomian

Analisis struktur ekonomi merupakan analisis untuk dapat mengetahui potensi
dasar sebagai faktor utama yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan sektor
ekonomi daerah, metode yang digunakan yaitu
(1).  Metode Loqation Quotiet (LO)

Penggalian potensi struktur kegiatan di kawasan Kabupaten Lombok Barat dapat
dilakukan dengan teknis menemukenali daya saing kawasan berupa identifikasi sektqr

strategis (sektor basis), seperti shift-share, location quotient (Warpani, 1980 : 68)

Rumus untuk LQ adalah:

Peubah jalisasi rah
Peubah acuan daerah

1Q =

Peubah acuan wilayah acuan

Swumber Warpani, 1980

Dari perhitungan LQ suatu sektor, kriteria umum yang digunakan adalah:
- Jika LQ > 1, disebut sektor basis, yakni sektor yang tingkat spesialisasinya lebil tinggi
daripada tingkat wilayah acuan.

- Jika LQ < 1, disebut sektor non-basis, yakni sektor yang tingkat speéialisasinya lebih

rendah daripada tingkat wilayah acuan.

- JikaLQ =1, tingkat spesialisasi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.
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Metode Shift-Shere

Metode shift-share digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian kawasan,

pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor unggul

kawasan dalam kaitannya dengan perekonomian acuan (wilayah acuan/wilayah yang lebih

luas) dalam dua atau lebih titik waktu (Warpani, 1980).

Analisis ini bertitik tolak pada asumsi pertumbuhan sektor daerah sama dengan pada

tingkat wilayah acuan, membagi perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi daerah

(lokal) dalam tiga komponen:

1.

Pertumbuhan Wilayah Acuan (Economic Growth). mengukur perubahan kinerja
gkonomi pada perekonomian acuﬁn. Hal ini diartikan bahwa daerah yang bersangkutan
tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan.

Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP/Proportional shiff): mengukur perbedaan
pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Apabila
komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan bernilai positif, berarti bahwa
sektor tersebut berkembang dalam perekonomian acuan. Sebaliknya jika negatif, sektor
tersebut menurun kinefjanya.

Komponen Pergéseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK/Differential shift).
mengukur kinerja seklor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada
perekonomian acuan. Apabila komponen ini pada salah satu sektor positif, maka daya
saing sektor lokal meningkat dibandingkan sektor yang sama pada ekonomi acuan, dan
apabila négatif terjadi sebaliknya. Dengan demikian apabila perubahan atau
pertumbuhan kinerja ekonomi adalah PEK, maka persamaannya dapat diformulasikan

sebagai berikut:
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PEK = KPW + KPP + KPK
PEK. = (E. Y17 + L¥Y . YY) + (Y1 —¥1)
Y Yi Yi Y vi Yi
¥+ = indikator ckonomm acuan akhir tahnn kajian
Y = indikator ckonomi acuan awal tahun kajian
Y;' = indikalor ckonomi acuan sekior i akhir tabun Kajian
Yi = indikator ckonomi acuan sckior i awal 1ahun kajian
yi'  =indikator ckonomi daerah (lokal) sektor i akhir tabun kajian
yi = indikator ckonomi dacrah (fokal) sektor i awal tahun kajian
[}
Pergeseran Netto (PN) dihitung dengan rumns;
PN = KPP +KPK

Sumber Warpani, 1980

D. Proses Hierarki Analitik

Analisis ini digunakan untuk mengetahui persepsi akibat dari pemindahan Ibukota
Kabupaten Lombok Barat dengan menanyakan beberapa pertanyaan schubunngan dengan
keadaan daerah Kabupaten Lombok Barat akibat dari adanya pemindahan ibukota terhadap
masyarakat dan sMr perwilayahan sehingga dapat diketahui apa yang sebenarnya
cocok menyadi arahan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat di masa akan
datang, metode yang digunakan, yaitu :

(1) Metode Proses Higr_'arki Analitik

Sebagaimana dikemukakan bahwa PHA secara prosedural dimulai dari penyusunan
hierarki sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Maksud penyusunan hierarki ini adalah
untuk menstrukturkan permasalahan yang kompleks menjadi elemen-elemen pokok secara
hierarki (Saaty, 1993: 5).

Hierarki yang dimaksudkan di sini merupakan gambaran dari struktur sistem yang

disusun oleh interaksi fungsional komponen-komponennya dan berdampak terhadap sistem

itu sendiri secara keseluruhan. Hierarki secara ilustratif berupa diagram pohon yang:

disesuaikan dengan tingkatannya. Hierarki dapat tersusun dengan baik berdasarkan struktur
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berpikir yang sistematis. Pada konteks ini, penyusunan hierarki didasarkan pada kajian
teoritis mengenai faktor-faktor yang berpengarul pada perkembangan suatu kota. .

Hierarl;i untuk penilaian alternatif disusun dalam dua bagian, yaitu hierarki manfaat
dan hierarki beban. Penyusunan hierarki tersebut, didasarkan pada kajian teoritis mengenai
faktor-faktor manfaat dan beban dari tiga arahan alternatif implikasi. Hierarki manfaat dan
beban masing-masing disusun atas empat tingkatan, sebagai berikut:

a. Tiﬂgkat 1 yaitu fokus, merupakan tujuan diaplikasikannya metoda analitik hierarki
proses terdiri dari manfaat dan beban kawasan Ibukota Gerung dalam kerangka
pembinaan wilayah Kabupaten Lombok Barat.

b. Tingkat 2 yaitu bidang, merupakan pengelompokan bidang pembinaan tugas-tugas
.pemerintahan, berupa ketataprajaan (pemerintahan), administrasi pembangunan
(pembangunan) dan kesejéhteraan sosial (kemasyarakatan).

¢. Tingkat 3 yaitu kebijakan, yang merupakan penjabaran dari masing-masing bidang.

d. Tingkat 4 yaitu alternatif, merupakan pilihan yang akan dipertimbangkan untuk strategi

pengembangan,

1. Hierarki Manfaat

Berikut ini uraian dari masing-masing tingkat hierarki dan secara skematis terlihat

it

pada Gambar.




Tingkat 1:

Fokus Manfaat Keberadaan
Kawasan Ibukota Gerung

Tingkat 2:
Bidang

Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan
Tingkat 3
Kebijakan

A0 Al A2 A3 Ad AS A6 A7
Tingkat4: =~ / | | - \ |
Alternatif _

Pemantapan Penataan wilayah Pemekaran daerah

GAMBAR LS.

HIERARKI MANFAAT KEBERADAAN IBUKOTA GERUNG
Sumber Mmetode PHA Snaty (1993} diolak

Keterangan:

A0 = Konsentrasi perkantoran

Al = Peningkatan kemampuan aparatur
A2 = Efisiensi-dan efcktivitas tugas pengelolaan pembangunan
A3 = Pengembangan wilayah sekitarnya
A4 =Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergis perenc. pembangunan
AS = Peningkatan penerimaan pembiayaan pembangunan

A6 = Peningkatan pelayanan masyarakat
A7 = Peningkatan kemandirian ekonomi

A. Tingkat 1: Fokus

Manfaat sebagai ibukota kabupaten sesuai visi dan misi dan sesuai pula dengan

fungsi dan peranannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah.
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Tingkat 2: Bidang

a.

C.

Pemerintahan. Manfaat ditinjau dari bidang pemerintahan meliputi: konsentrasi
pelayanan perkantoran, peningkatan kemampuan aparatur, efisiensi dan
efektifitas tugas pengelolaan pembangunan.

Pembangunan. Manfaat ditinjau dari bidang pembangunan, terdiri dari:
pengembangan kota dan wilayah sekitamya, koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
sinergis perencanaan pembangunan dan peningkatan penerimaan pembiayaan
pembangunan,

Kemasyarakatan. Manfaat ditinjau dari bidang kemasyarakatan terdiri atas:

peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan kemandirian ekonomi.

Tingkat 3: Kebijakan

a.

Konsentrasi Perkantoran (A0). Manfaat yang &iten'ma karena memungkinkan
pembentukan kantor pengelola dan instansi lainnya.

Peningkatan Kemampuan Aparatur (Al). Manfaat yang diterima karena
terbukanya peluang bagi pengembangan kemampuan manajerial dan teknis
aparatur |

Efisiensi dan Efektifitas Tugas Pengelolaan Pembangunan (A2). Manfaat yang
diterima karena akan memperlancar tugas-tugas dalam bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

Pengembangan Kota dan Wilayah Sekitarnya (A3). Manfaat yang diterima untuk
mendorong dan m‘engarahkan perkembangan kota dan wilayah sekitarnya,
terutama pengembangan potensi ekonomi dan potensi penduduk kota dan wilayah

sekitarnya.
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Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pémbangman (Ad).
Manfaat yang diterima untuk memperlancar tugas dalam bidang perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, terutama dikaitkan dengan
penataan ruang, perbaikan kualitas lingkungan, dan pembangunan fasilitas
pelayanan umum,.

Peningkatan Penerimaan Pembiayaan Pembangunan (A5). Manfaat yang diterima
karena peluang bagi peningkatan penerimaan pembiayaan pembangunan baik
yang berasal dari dana perimbangan maupun yang berasal dari potensi keuangan
Peningkatan Pelayanan Masyarakat (AG). Manfaat yang diterima masyarakat
melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan aparatur dan pelayanam
fasilitas dan utilitas.

Peningatan Kemand;rian Ekonomi (A7). Manfaat yang diterima memungkinkan
pengembangan kemitraan antara pemerintah dan swasta serta mendorong
partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan serta pengembangan ekonomi

sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja.

Tingkat 4: Alternatif

a.

b.

C.

Alternatif  yaitu pemantapan peran dan fungsi kawasan ibukota Gerung,
Alternatif 1I yaitu penataan keruangan wilayah melaluni pemantapan fungsi kota-
kota kedua

Alternatif 111 yaitu pemekaran daerah
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2. Hierarki Beban

A. Tingkat 1: Fokus

Beban dalam rangka mewujudkan kota yang ideal sesuai potensi sebagai ibukota dan

sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pertumbuban wilayah,

B. Tingkat2: Bidang

4.

a.

Pemerintahan. Beban bentuk pengelolaan, meliputi: penyiapan aparatur
pengelola’ pembangunan, rentang kendali pengelolaan pembangunan,
penyesuaian struktur organisasi dan tata laksana dan perangkat peraturan

perundang-undangan.

Pembangunan. Beban bentuk pengelolaan ditinjau dari sisi pembangunan antara

lain: pertumbuhan penduduk, restrukturisasi tata ruang, peningkatan

pengeluaran pembiayaan ‘pembangunan.,
Kemasyarakatan. Beban bentuk pengelolaan dilihat dari sisi Kemasyarakatan,
terdiri atas: tuntutan pelayanan masyarakat, biaya transportasi, serta

meningkatnya konflik sosial utara-selatan.

Tingkat 3: Kebijakﬁn

Rasio Personil dengan Masyarakat (B0). Beban yang ditanggung oleh :

pemerintah daerah untuk mempersiapkan biaya, sulit membentuk tenaga tetap

* Beban Tugas Aparat Keamanan (B1). Beban kerja yang meningkat sebagai

konsekuensi ibukota baru, akibat struktur wilayah
Tingkat Dukungan Partisipasi Masyarakat (B2). Beban akibat pemindahan
struktur organisasi dan tata laksana schingga memerlukan penataan kembali

perangkat kelembagaan yang ada secara keseluruhan,




£
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Aparat Pemerintah (B3). Beban kesadaran politik masyarakat berbeda,

pembentukan kader susal

Mat; Penéaharian (B4). Beban akibat meningkatnya jumlah penduduk sehingga
membawa tekanan terhadap lapangan kerja dan fasilitas dan utilitas kota.

PAD (BS). Beban yang diakibatkan perubahan dan penataan kembali wilayah
sehingga membawa konsekuensi terhadap pembiayan pembangunan

Hubungan fungsional antar Desa-Kota (B6). Beban keuangan akibat struktur
ekonomi membei dampak pada perkembangan wilayah

RTRW (B7). Beban keterbatassan lahan dimasa datang mengakibatkan harga
lahan tinggi.

Kepadatan Penduduk Perkotaan (B8). Beban yang ditanggung tenaga kerja ahli
mencari kerja diluar daerah, akibat kesempatan kerja yang ada sedikit

Tingkat Pendidikan (B9). Beban yang ditanggung rendahnya tingkat pendidikan

berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas yang mendukung

Tingkat 4: Alternatif

Alternatif | yaitu pem'antapan peran dan fungsi kawasan ibukota Gerung.

1

Alternatif 11 yaitu penataan keruangan wilayah melalui pemantapan fungsi kota-kota

kedua

Alternatif [1I yaitu pemekaran daerah
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Tingkat 1:
Fokus _ Beban Keberadaan
Ibukota Gerung
Tingkat 2:
Bidang
‘ Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan
Tingkat 3 : '
Kebijakan
B0O Bl B2z B3 B4 BS B6 B7 B8 BS
Tingkat 4- / | | \
Alternatif
Pemantapan Penataan wilayah Pemekaran daerah
GAMBAR L6

HIERARKI BEBAN KEBERADAAN IBUKOTA GERUNG
Sumber Metode PHA Saaty (1993) diolah

Keterangan:

B0 = Rasio personil dengan masyarakat

B1 = Beban tugas aparat keamarnan

B2 = Tingkat dukungan partisipasi masyarakat
B3 = Aparat pemerintah

B4 = Mata pencaharian

B5=PAD

B6 = Hubungan fungsiona! antar dacah-kota
B7 = RTRW

B8 = Kepadatan penduduk perkotaan

B9 = Tingkat pendidikan

1.7. Sistematika Pembahasan
BABL PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, ruang

lingkup studi dan kerangka berpikir, yang menjadi landasan berpikir peneliti :




BABIL

BAB IIL

BAB 1V.

BABYV.
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KAJIAN TEORI STRUKTUR PERWILAYAHAN DALAM KONTEKS
PEMINDAHAN IBUKOTA DAN PEMEKARAN KECAMATAN

Menjelaskan teori-teori, pustaka dan hasil-hasil studi yang ada keterkaitannya

dengan permasalahan studi, hingga dapat menjawab permasalahan secara

teoritis.

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SEBELUM DAN SESUDAH PEMINDAHAN IBUKOTA DAN
PEMEKARAN KECAMATAN
Manceritakan informasi, data dan deskripsi tentang wilayah studi, dalam hal ini
kedudukan Gerung akibat dari pemindahan ibukota dan struktur perwilayahan
Kabupaten Lombok Barat sebagai akibat pemindahan ibukota, sebelum dan
sesudal, untuk dapat menggambarkan arahan struktur perwilayahan dimasa
akan datang.

ANALISIS STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK
BARAT SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN
DAN PEMEKARAN KECAMATAN

Analisis dalam bab ini bertujuan melihat arah struktur perwilayahan. Terdini
dari: Analisis wilayah, Skalogram, Indeks Sentralitas Marshall, Gravitasi dan
Titik Henti (Hierarki Pelayanan), LQ dan Shifi-Share (sektor basis), Analisis
Kependudukan, Analisis Kervangan dan PHA (Manfaat dan Beban dari

pemindahan ibukota Kabupaten Lombok Barat).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI :
Kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dipakai sebagai masukan bagi

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam menentukan struktur

perwilayahannya.




BABII
STRUKTUR PERWILAYAHAN DALAM KONTEKS
PEMINDAHAN IBUKOTA DAN PEMEKARAN KECAMATAN

2.1. Struktur Keruangan Kota
Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan yang baik yang
terenc;ma maupun tidak terencana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang
Penataan Ruang No. 24 Tahun 1992. wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan
unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang
secara hierarki dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata
ruang, Wujud struktural pemanfaatan ruang diantaranya meliputi hierarki pusat pelayanan,
seperti‘ pusat kota, pusat pemérintahan, infrastruktur dan sebagainya. Struktur kota sendiri
merupakan suatu gambaran diagramatis yang menunjukkan posis fasilitas, hubungan dan
hierarki kawasan.
‘Smlktur keruangan kota tidak terlepas dari bentuk-bentuk penggunaan lahan
perkotaan. Struktur kota dapat dilihat dari tiga aspek yaitu (Yunus, 2000) :
1. Struktur ekonomi kota yang menunjukan kegiatan ekonomi yang diselenggarakan
penduduk kota
2. Struktur sosial kota, merupakan struktur yang memperlibatkan adanya tingkataﬁ yang
berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat kota
3. Struktur fisik kota dapat diartikan suatu kesatuan yang kompleks yang dibentuk oleh
unsur-unsur kegiatan fungsional kota seperti tempat tinggal, tempat berkarya, tempat
berkreasi serta sebagai unsur jaringannya yang satu sama lain mempunyai sifat

hubungan timbal-balik.

42
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Sedangkan mengenai pembentukan struktur ruang kota ini, secara terperinci Chapin
menga.takan ada tiga sistem kunci yang sa’ngat berpengaruh, yaitu sistem kegiatan/aktivitas,
sistemn pembangunan dan sistem lingkungan (Chépin, 1979 : 28-31).

Sistem aktivitas ini merupakan perwujudan dari adanya kehidupan sosial
masyarakat. Scdangkan sistem pembangunan adalah sistem pembangunan lahan yang ada
di kota tersebut. Pada prinsipnya pembangunan ini meliputi usaha merubah maupun
mengembangkan ruang-ruané yang ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan
kegunaannya sebagai wadah dari berbagai kegiatan yang ada di kota terscbut.
(Yunus,1982)

lMenurut Herbe;t dalam Yunus (2000:107) struktur dan bentuk kota merupakan dua
unsur yang saling berpengaruh. Bentuk dapat diartikan sebagai swatu penampilan fisik
yang terjadi karena adanya suatu kompleks struktur sebagai kerangka dasamya serta
tekstur yang spesifik. (Jayadinata, 1999: 179)

Dengan demikian ‘struktur’ merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh unsur-
unsur fungsional yang satu sama lain mempunyai sifat saling mempengaruhi. Jadi struktur
kota dalah suatu kegiataﬁ ﬁlngsional kota seperti tempat tinggal, tempat berkarya, témpat
berekreasi serta berbagai unsur jaringannya. Sedangkan ‘bentuk’ diartikan sebagai suatu
penampilan fisik yang terjadi karena suatu kompleks struktur sebagai kerangka dasamnya
serta tekstur yang spesifik. Jadi bentuk kota merupakan penampilan bentuk atau morfologi
fisik kota yang terjadi karena adanya suatu kerangka struktur kegiatan fungsinal kota itu
satu sarna lainnya 'berhubungan. Secara struktural, unsur-unsur pembentuk kegiatan
internal kota terdiri dari kegiatan fungsional, wujudnya dalam bentuk bangunan dan
prasarana. Secara sistem, unsur-unsur struktural ini dapat dikelompokkan menjadi apa

yang disebut sebagai sistem aktivitas kota yang pada umumnya terdiri dari sektor produksi,




sarana angkutan; tempat tinggal, pelayanan sosial dan kesejahteraan; pelayanan

perekonomian; rekreasi; prasarana perangkutan; prasarana utilitas umum (Sujarto, 2000).

2.1.1. Pengertian Kota
Kota dalam tinjauan geografi adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan olch

unsur-umsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup

besar, dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan

dengan daerah di belakangnya (Bintarto, 1987).

Kota dalam tinjauan fisik atau morfologi menekankan pada bentuk-bentuk
kenampakan fisikal dari lingkungan kota. Smailes (1955) dalam Yunus (1994)
memperkenalkan tiga unsur morfologi kota yaitu penggunaan lahan, pola-pola jalan dan
tipe atau karakteristik bangunan. Sementara itu Conzen (1962) dalam Yunus (1994) juga
mengemukakan unsur-unsur yang serupa dengan dikemukakan Smailes, yaitu plan,
architectural style, and land use (Yunus, 1994).

| Perkembangan fisik kota menurut Northam (1975) merupakan ekspansi konsentrasi
kota yang meliputi konversi laban di wilayah pinggiran dari penggunaan yang non-urban
menjadi penggunaan lahan yang bersifat kekotaan (Firman, 1997: 196-197)
Sedangkan menurut Djoko Sujarto ( 2000) bentuk kota antara lain :

a.. Radiacentric : suatu bentuk yang mengikuti struktur jaringan berbentuk jari-jari.
b. Rectalinier : suatu kota )'iang dibentuk oleh suatu pola gﬂﬁiron. Pola ini ditunjukkan

terutama pada kota-kota besar di Amerika Serikat.
c¢. Starshaped : bentuk kota yang terjadi karena adanya pertumbuhan yang secara linier

meﬁgikuti jaringan jalan bermula dari bagian pusat kota. |

d. Linier : pola yang berkembang memanjang jaringan jalan utama.

e e e P PR |
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Ring : suatu bentuk cincin yang melingkari suatu kegiatan utama seperti pusat
kegiatan, fiungsi dominan dan lain-lain di bagian tengah kota.
Sheet : suatu kota yang berkembang secara melebar mengikuti suatu struktur jaringan
yang tidak berpola.
Branch : suatu bentuk kota yang mengikuti jaringan jalan yang bercabang-cabang.
Walled : suatu bentuk yang ditentukan oleh adanya batasan berupa dinding, misalnya
suatu wilayah tebing yang membatasi kota.

Satelite : bentuk kota kecil tersendiri yang fungsiopal tergantung pada suatu kota

induk.

Konstelation : pola kota besar dengan fungsi dan tingkatan yang relatif sama.

71 @; >K
Radlacentrlc Rectalinea Starshaped
s "d— ""vw“ﬁ‘ o /‘

ww"wwbr‘w e, u i« N}}/‘L L

Rectalinear Branch Articulated Sheet

%}7;—@@ 2>

Walled Satellite Constellation

GAMBAR 2.1
BENTUK-BENTUK KOTA
Sumber Djoko Sujarte, 2000

' Dari pernyataan di atas, pola ruang suatu kota terbentuk dipengaruhi oleh beberapa

faktor, seperti: fasilitas dan utilitas penunjang aktivitas, aksesbilitas dan aktivitas ekonomi.

Pusat kota yang merupakan daerah sebagai tempat aktivitas dan pelayanan kota utama

yang biasanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan-jasa, pusat

pelayanan dengan intensitas bangunan yang cukup tinggi.
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2.1.2. Aspek-aspek kota
Aspek-aspek kota menurut Widyaningsih ( 2001:34-36) ;

1. Aspek Fisik
Meliputi pola tata guna tanah yaitu penataan atau pengaturan penggunaan tanah, dan ruang
yang merupakan sumber daya glam. Tata ruang merupakan wujnd struktural dan pola
pemanfaatan ruang baik yang terencana atau tidak, meliputi penggunaan dan rencana
penggunaan lahan, kebutuhan dan keinginan individu, sarana dan prasarana transportasi,
tipe dan fungsi bangunan, kegiatan individu atau kelompok vang rutin, kependudukan,
potensi fisik serta persepsi dan perilakuw.

2. Aspek sostal
Ményangkut masalah kgpendudukan antara lain adalah masalah perkembangan,
migrasi, aktifitas ekonomi, tenaga kerja  dan beban ketergantungan. Dalam
perencanaan penduduk dapat menjadi indikator perkembangan kota, yang salah satu
aspeknya adalah pergerakannya.

3. Aspek-aspek yaﬁg menyangkut sumber daya manusia terdiri atas keadaan penduduk
{(jumlah, sebaran, sll'ul-étur; agama, pendidikan, pendapatan), proses penduduk (alamiah
dan buatan) dan lingkungan sosialnya (pola kontrol, kegiatan dan konstruksi).

4, Asfek Ekonomi
Fuﬁgsi dasar kota menurut Branch (1996:71) adalah untuk menghasilkan penghasilan
yang cukup melalui produksi barang dan jasa. Ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari
tiga bagian: (1) ekonomi pemerintah meliputi pelaksanaan pemerintahan kota; (2)
ekonomi swasta terdiri atas berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh
perusahaan swasta; (3) ekonomi khusus terdiri atas bermacam-macam organisasi

nirlaba. Menurut Koestoer (2001: 6), dinamika ekonomi kota, dapat ditandai oleh
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penyebaraﬁ sektor-sektor ekonomi kota, penyebaran pasar, nilai tanah serta pergeseran
penggunaan tanah. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini ditekankan pada
pembangunan ekonomi. Dominasi kegiatan sektoral akan mempengaruhi secara fisik
perkembangan fisik kota terutama menyangkut aspek tata guna tanah dan aksesibilitas

dalam segi transportasi.

2.2, Pertumbuhan dan Perkembangan Kota
Pertumbuhan suatu kota mengacu pada pengertian secara kuantitas, yang datam hal

ini diindikasikan oleh besaran faktor produksi yang dipergunakan oleh sistem ekonomi

kota tersebut. Mekanisme inilah menjadikan kota tumbuh. Secara umum kota akan -

mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui keterlibatan aktivitas sumber daya
manusia berupa peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam di dalam kota yang
bersangkutan.

Tingkat pertumbuhan dan perkembangan setiap kota tidak sama tergantung pada

faktor-faktor perkembangannya. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat positif sehingga

dapat dimanfaatkan sebagai potensi dalam perkembangan kota dan dapat bersifat negatif

atau bermasalah untuk perkembangan kota. Faktor-faktor perkembangan kota dapat
diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal. Sisi internal perkembangan kota
disebabkan oleh aktivitas sosial ekonomi, perkembangan penduduk dan perubahan-
perubahan yang ada di dalamnya, sedangkan sisi eksternal perkembangan kota disebapkan
perkembangan ekonomi dae‘ré;h belakang dan interaksi antara kota dengan wilayah di
sekitarnya ( Sujarto, 2000: 10).

Menurut Raharjo dalam Widyaningsih, ( 2001: 53) faktor-faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota adalah penduduk (keadaan, proses,
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lingkungan sosial), lokasi yang strategis, fungsi kawasan perkotaan, kelengkapan fasilitas
sosial ekonomi, kelengkapan sarana dan prasarana transportasi, faktor kesesuaian 1ahan
dan faktor kemajuan dan peningkatan bidang teknologi. Dari pendapat tersebut dapat
dikatakan bahwa proses pertumbuban kota berlangsung secara alami dan dapat juga
direncanakan. Bentuk perencanaan tersebut yang paling kuat mempengarahi arah
perkembangan dan pertumbuhan kota adalah kebijakan pemerintah daerah.

Suatu kota tumbuh dan berkembang sesuai dengan peranannya sebagai fungsi
untuk malancarkan pengawasan (administratif-politis), pusat pertukaran (komersial) dan
untuk memproses bahan sumberdaya (industrial). (Daldjoeni, 1987).

Fungsi tersebut menyatakan bahwa kota merupakan pusat aktivitas bagi daerah
sekitarnya, fungsi kota inilah yang kemudian mampu menarik aktivitas di dalamnya
sehingga kota tumbuh seiring pertumbuhan aktivitas yang terjadi. Disamping itu kota
mengandung empat hal utama yang menjadi faktor penarik aktivitas penduduk baik lokal
maupun pendatang yaitu; menyediakan fasilitas perdagangan bagi penduduk; menyediakan
lahan usaha bagi penduduk; membuka kemungkinan munculnya usaha jasa dan

mempunyai kegiatan industri (Friedmann, 1974).

Perluasan kawasan
Kota regional metropolitan

Kluster sekunder

Kota desa dan perdesaan
Kawasan berbasis agraris

r!(luster Regional sebagai aglomerasi kompleks desa-kota

Kota o Produsen padi
Pusat proses pertanian Pusat Buah A Kawasan industri
© Pusat administrasi @ PusatTambang ¢ Pusatwisala
Pusat hiburan Desa < Pysat Temak ® Pasar pertanian
GAMBAR 2.2

HIERARKI PERSEBARAN KOTA KE DESA DAN JARINGAN

KETERGANTUNGAN DESA-KOTA
Sumber Douglass (1998: 13)
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Dari gambar arah pertumbuhan kota tersebut dapat terlihat bahwa suatu kota
cenderung berkembang mengikuti aktivitas pusat kotanya. Pertumbuhan ruang kota akan
sangat di pengaruhi oleh jarak ke pusat kota, sehingga semakin dekat dengan pusat kota
aktivitas yang tefrjadi‘ semakin padat. Dan seiring perkembangan aktivitas yang terjadi
aktivitas kota akan cenderung tumbuh ke pinggiran kota mengikuti jalur transportasi yang

ada,

2.2.1. Proses Pertumbuhan dan Perkembangan Kota

Dalam pertumbuhan kota, pusat kota menempati lokasi sentral dengan jarak
jangkau yang relatif mudah dari semua bagian kota dan mempunyai intensitas bangunan
yang tinggi atau padat (Branch, 1996). Karena itu pusat kota ditandai dengan adanxa
konsentrasi kegitan-kegiatan ekonomi yang terdiri dari pasar dan pertokoan, di samping ifu
pusat kota juga biasanya merupakan pusat perkantoran

Dalam proses pertumbuban suatu kota akan mengalami beberapa macam
perubahan, Ractliff dalal.n Hendarto (1997:2) mengemukakan ada empat macam
perubahan, yaitu :

1. Peruasan fisik (faieral expansion), yaitu pengisian dan perluasan areal ke arah
pinggiran. kota yang umumnya terjadi disepanjang jalur jalan utama regional dgn
pembentukan wilayah-wilayah baru di kawasan pinggiran kota.

2. Perubahan struktur kota akibat pergeseran intemal (infernal shiff), yaitu perubahan
struktur kota akibat pergeseran penggunaan yang disebabkan adanya penyesuaian

penggunaan  terbadap kebutuhan pelayanan yang baru
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3. Pergerakan‘wi-layah perumahan (development of resident areas), yaitu perpindahan
atau pergerakan Qilayah perumahan karena motif-motif ekonomi dan kebutuhan
sosial penduduk.

4. Pergantian fungsi ekonomt (economic of suécession), yaitu akibat adanya

peningkatan nilai lahan

2.2.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pertumbuhan dan Perkembangan Kota
Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota cenderung tumbuh seiring denga!n

pertambahan penduduk. Lokasi yang strategis, kelengkapan fasilitas dan utilitas perkotaan

serta kemampuan ekonomi wilayah belakang yang kuwat akan membuat suatu kota -

cenderung lebih cepat berkembang. Pada umumnya terdapat tiga faktor utama yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota menurut Hendarto (1997)
sebagai berikut : |
a) Faktor Penduduk, yaitu adanya pertumbuhan penduduk baik yang disebabkan oleh
pertambahan alami dan atau karena migrasi.
b) Faktor Sosial Ekonomi, yaitu berkaitan dengan kegiatan usaha masyarakat.
¢) Faktor sosial budaya, yaitu menyangkut perubahan pola kehidupan dan tata cara
masyarakat akibat pengaruh dari luar atau akibat dari luasnya komunikasi dan sistem
informasi antara kota tersebut dengan kota-kota Iainnya.l

Sedangkan masalah yang muncul biasanya akan menjadi kontra produktif

(menghambat) bagi perkembangan kota. Beberapa hal diantaranya seperti: pertumbuhan

 penduduk, pola penggunaan ruang,, tumbuhnya sektor informal.

Perkembangan perkotaan adalah suatu proses perubahan keadaan perkotaan dari

suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda (Yunus, 1978: 2). Menurut
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Yunus (1994), untuk menyoroti perkembangan kota, dibandingkan keadaan periode waktu.
Kaitannya dengan faktor waktu, (1) semakin banyak titik waktu yang digunakan sebagai
dasar pembanding adalah semakin baik, dan (2) bahwa makin lama Jangka waktu yang

digunakan akan semakin baik.

2.3. Pengembangan Kota sebagai Ibukota pada Wilayah Baru

ibukota merupakan kota yang menjadi pusat pemerintahannya, dimana ada
sekelompok orang — orang dalé‘m jumlah tertentu hidup dan bertempat tinggal bersama
dalam suatu ‘wilayah geografis tertentu berpola hubungan rasional, ekonomis dan:
individualistis (Poerwadarminta, 1982 : 368).

Ibukota kabupaten merupakan pusat pemerintahan pada dasamya tempat
kedudukan suatu administrasi pemerintah yang bersifat membawahi (mensubkordinasi)
bebera.pa kota/wilayah wewenangnya. Pusat pemerintahan adalah lokasi perkantoran untuk
semua kepentingan khusus yang memiliki peran dalam mempengaruhi keinginan/tujuan
perorangan maupun kelompok, lembaga legislatif, dan pemerintah (Eisner, 1993).

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah setempat bertanggungjawab
terhadap pemenuhan kebutuhan penghuninya dan masyarakat diwilayah-wilayah
pengarqlmya (Christaller dalam Glasson, 1974).

Dalam kaitannya disini pemerintah daeral harus mampu melayani, mengawasi dan
mengointrol proses pembangunan, perubahan dan realisasi potensi sumberdaya wilayah
berupa pernbahan fisik, ekonomi, dan sosial-politik yang saling mempengaruhi
(Hilhorst,1990).

Perubahan yang dimaksud dalam pembangunan dalam batasan wilayah yang ada

adalah perubahan struktur wilayah, ditandai dengan terbentuknya spesialisasi dan

4
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pembentukan hierarki kota. Struktur wilayah yang tidak seimbang, ditandai dengan

peningkatan peringkat keseimbangan kota dalam suatu wilayah. ‘

2.3.1. Pengertian Ibukota Kabupaten

Dari batasan-batasan yang dimiliki suatu kabupaten dapat disimpulkan bailwa
ibukota kabupaten merupakan hal wajib dimiliki suatu kabupaten. Menurut Majid Ibrahim,
setiap wilayah baik wilayah administratif maupun wilayah pembangunan mempunyai kota
besar, sedang dan kecil sebagai pusatnya. Wilayah administratif seperti provinsi,
kabupaten dan kecamatan masing-masing memiliki ibukota sebagai pusat yang merupakan

kota terbesar yang terdapat dalam lingkungan daerahnya (Ibrahim dalam Neonufa, 1999).

Secara khusus suatu ibukota dapat dikemukakan berdasarkan beberapa ketentuan

perundangan sebagai berikut ;

L. Pada undang-undang No 18 tahun 1965 ( UU tentang Pokok Pokok Pemerintahan
Daerah terdahulu yaitu sebelum diganti oleh Undang Undang No 5 Tahun 1974 tentang
Pokok Pokok pemeriritahan di Daerah) dinyatakan bahwa secara yuridis ibukota
kabupaten merupakan suatu pusat administrasi pemerintah yang setingkat dengan
kotamadya yang menempatkan kegiatan fungsional pemerintah yang mengurus dan
menyelenggarakan segala kegiatan administrasi (dalam arti mengurus, melayani, dan
mengontrol kegiatan administrasi) dan pemerintahan dibawahnya (kecamatan) di
wilayahnya.

2. Tbukota kabupaten merupakan alat penghubung (komunikator) dari  dan ke
pemerintahan daerah’ tingkat [ (provinsi), antar daerah tingkat II di dalalam suatu

provinsi serta menjaga kesatuan wilayah administrasinya
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3. ITbukota kabupaten sebagai suatu kota harus dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan
bagi kegiatan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik suatu wilayah kabupaten.
Perencaﬁaau suatu ibukota kabupaten sebagai pusat administrasi pemerintahan

pada hakekatnya memiliki kesamaan dengan pengembangan kota secara umum. Namun
dalam beberapa »bagiz.m memiliki karakteristik khusus yang pertu dikaji Iebih lanjut. Salah
satu fungsi yang spesifik adalah pusat pemerintahan dapat mewakili fungsi kota yang lebih
kompleks karena selain sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kota tersebut harus
wewadahi fungsi-fungsi kegiatan kota yang lain dan menunjang keberlanjutan kota

tersebut (Swujarto,2000).

2.3.2. Kedudukan Ibukota Kabupaten

Ibukota kabupaten memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan daerah-
dacral lain yang berada dalam lingkup ibukota kabupaten. Peran tersebut tidak lepas dari

kewenangan kabupaten terhadap wilayah yang terdapat didalam wewenangnya. Dari

kewenangan yang ada maka ibukota kabupaten sebagai wadah untuk menampung kegiatan

kabupaten merupakan tempat kedudukan administrasi pemerintahan yang bersifat
mensubordinasi beberapa kecamatan didalamnya.lbukota kabupaten merupakan fokus riit

bagi kehidupan regionalnya (Fawcet dalam Glasson, 1974).

Ibukota. kabupaten merupakan kota utama yang memiliki tingkatan pelayanan
paling tinggi dan kedudukan paling dominan. Dari hierarki pelayanan di negara
berkembang yang terbagi menjadi empat bagian, ibukota kabupaten termasuk tingkatan
kota utama (Primate City). Empat tingkatan hirarki pelayanan tersebut (Rondinelli, 1978 :

64-65, 175-180) antara lain :
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. Pusat Desa (Village Centre)

Merupakan permukiman dengan kriteriAa sebagai pusat yang menyediakan pelayanan
dasar dan berbagai fasilitas untuk kebutuhan rumalt tangga dan kegiatan pertanian bagi
desa, memiliki fasilitas untuk memacu kegiatan non pertanian dan meningkatkan
: proﬂuktiﬁtas pertanian, menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan untuk
meningkatkan kualitas hidup di wilayah perdesaan, memiliki organisﬁsi
kemasyarakatan yang dapat meningkatkan partisipasi penduduk dalam melaksanakan
pembangunan, dan terakhir terletak pada titik simpul yang menghubungkan dengan

kota kecil dan pusat wilayah.
. Kota Kecil/Kota Pasar (Market Town: Small City)

Berfungsi sebagai tempat kegiatan pemasaran terutama produk pertanian dan berperan
dalam menghubungkan kehidupan perkotaan dan perdesaan. Hal ini tercipta dengan
adanya fasilitas dan kelembagaan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan barang

dan jasa ke kota yang lebih besar.
. Kota Menengah : Pusat Wilayah (Regional Centre)

Berperan dalam transformasi dan pengembangan ekonomi wilayah secara struktur
ruang, menyerap penduduk migran dari desa dan menciptakan mekanisme agar

penduduk tersebut dapa menyesuaikan diri dengna struktur ekonomi kota.
. Kota Utama (Primate City)

Memiliki tingkat pelayanan paling tinggi dan berperan sebagai pusat utama dan
memiliki kedudukan paling dominan. Kegiatan yang ada didalamnya antara lain

komersial, jasa, administrasi pemerintahan, pendidikan, industri dan perdagangan
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dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami transformasi menuju ke kegiatan

tersier,

Sesuai dengan UU No 5/1974 tentang : “Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah”,
maka fungsi dan peranan pemerintah daerah tingkat 11 kabupaten antara lain sebagai
berikut ( Direktorat Pembinaan Pengembangan Perkotaan, Departemen Dalam Negeri,
april 1982, hal 4-6, Pedoman Pemindahan Ibukota Kabupaten):

1. Bidang otonomi daerah : hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatir dan
mengurus rumah tangganya sendiri yang didasarkan pada prinsip otonomi yang nyata
dan bertanggung jawab.

2. Bidang urusan pemerintalan umum meliputi bidang-bidang ketentraman, ketertiban,

politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya.

2.3.3. Kriteria Lokasi Ibukota Kabupaten

Dalam tulisan sebelumnya ditegaskan bahwa ibukota harus dapat menyebarkan
pembangunan secara merata. Dari kedudukan ibukota sabagai penyebar investasi yang
memberikan keuntungan bagi wilayah disekitarnya fnaka tiga unsur penting bagi
terselenggaranya kegiatan di Ibukota sebagai pusat pelayanan (Daldjoeni, 1992:101-104,

Glasson, 1977:134-135) adalah :

e  Hierarki, yaitu tingkatan pelayanan dimulai dari pelayanan tingkat rendah di pusat
kecil sampai pelayanan tingkat tinggi yang terdapat di pusat besar (kota besar).

Dengan demikian kota besar memiliki hampir semua jenis dan jumlah pelayanan

secara terbatas.
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e Penduduk ambang, yaitu jumiah penduduk minimum yang dapat mendukung

kegiatan pelayanan. Jenis fasilitas tertentu membutubkan penduduk ambang

(Treshold population) yang berbeda.

e  Lingkup besar, yaitu jarak maksimum yang harus ditempuh oleh penduduk untuk

mencapai suatu pusat pelayanan. Jika di luar jarak pelayanan maka mencari pusat

lain. Lingkup pasar hampir sama dengan batas pengaruh suatu pusat pelayanan.

Dengan berdasarkan pemyataan tersebut serta kajian sebelumnya dapat diambil
suatu kriteria penentuan lokasi ibukota kabupaten. Mengingat peranan ibukota kabupaten
sangat penting untuk mendukung pengembangan wilayah, maka dalam penentuan lokasi
ibukota kabupaten harus berﬁmgsi optimal. Berfungsi optimal dalam arti bahwa dalam
menentukan lokasi ibukota kabupaten harus mempertimbangkan faktor-faktor yang

mendukung fungsi ibukota kabupaten.

Dari pola pemindahan ibukota kabupaten yang ada bisa dilihat lokasi ibukota lama
rata-ata berada pada posisi sentral terhadap wilayah pengaruhnya. Posisis sentral ini
diukur dari kesamaan jarak jangkauvan pelayanan dan kemudahan akses jangkaﬁzm
pelayanan. Bila dilihat dari bentuk wilayah kabupaten dari beberapa kasus yang melakukan
pemindahan ibukota dapat dibagi dalam berapa kategori: kabupaten berbentuk pipih
membujur, kabupaten yang berbentuk pipih melintang, kabupaten yang berbentuk persegi
empat atau cendrung membelah, dan berbentuk segitiga Dari semua bentuk tersebut

ibukota lama dari kasus pemindahan tadi secara relatif berada pada posisi sentral. -

Perkembangan dari posisi ibukota yang berbentuk sentral ini cendrung mengalami
kecepatan pertumbuhan karena adanya kosentrasi dari segala arah wilayah pengaruhnya.

Faktor inilah yang menyebabkab ibukota kabupaten bersangkutan membutuhkan pelayanan
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kelembagaan yang terimplikasi dengan adanya kelembagaan otonom. Implikasi dari
daerah otonom inilah yang mempengaruhi konstilasi struktur wilayah keruangan dari
wilayah pengaruh. Kabupaten yang ibukotanya berubah status menjadi otonom akhirnya
dihadapkan pada penentuan lokasi baru yang sebisa mungkin atau yang harus relatif sama

pelayanannya terhadap wilayah pengaruh seperti ibukota lama/sebelumnya.

Pada kasus pemindahan ibukota di Indonesia (tabel I.1) terlihat bahwa lokasi
ibukota baru pada kabupaten berbentuk membujur atan melintang adalah ditempatkan di
kawasan yang merupakan area pertumbuhan baru/laban kosong, kota keduva di ibukota

lama dan daerah antara dua kota kedua.

23.4. Dampak Keberadaan Pusat Pertumbuban Baru Terhadap Perkembangan
Struktur Ruang Kota

Fenomena dengan munculaya pusat periumbuhan baru adalah arah perkembangan
kota yang lebih menyebar ke pinggiran kota pada kawasan pertumbuhan baru.
Pembangunan kota tidak lagi terpusat dengan adanya pusat pertumbuhan yang
membutuhkan ketersedian infrastruktur kota (fasilitas dan utilitas) untuk memenuhi

permintaan terhadap kebutuhan dan pelayanan masyarakat.

GAMBAR 2.3
PERKEMBANGAN KOTA DENGAN KUTUB PERTUMBUHAN
Sumber Tommy firman, 1997
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Dari gambar tersebut dapat dilihat adanya pengaruh keberadaan pusat

pertumbuhan yang berkembang di pinggiran kota dengan tarikan aktivitas ke kawasan

tersebut terhadap perubahan dalam ruang kota.Hal ini berpengaruh juga terhadap strategi

dalam pemerataan pembangunan dan pemekaran kota .

Oleh Karena itu Hauser, et al, 1985, dalam bukunya “Penduduk dan Masa Depan

Perkotaan-Studi Kasus di Beberapa Daerah Perkotaan”, menyatakan dampak dari

keberadaan sebagai ibukota, sebagai berikut :

a.

b.

Didalam analisa keadaan dasar, adalah menilai kondisi eksisting pada saat sekarang

Analisa kecendrungan perkembangan yaitu mengenai kecendrungan sejak masa lalu
sanipai sekarang dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan,

Analisis sistem serta kebutuhan ruang, yaitu menilai hubungan ketergantungan antara
sub sistem antar fungsi dan pengaruhnya apabila sistem dan fungsi ity berkembang
serta perhitungan ruang yang dibutuhkan di kota sekitarnya sebagai akibat
perkembangan dimasa depan

Analisa kemampuan  pengelolaan pemerintah kota yaitu menilai kondisi keruangan
daerah, organisasi peléksana dan pengawasan, personalia, baik pada saat sckarang

maupun yang diperlukan dimasa depan

2.3.5. Manfaaf dan Beban Pusat Perturmbuhan Baru

Perkembangan suatu wilayah tentunya membawa akibat atau dampak atau

pengaruh, terutama pada fungsi utama kota sebagai ibukota kabupaten. Dalam hal ini

fungsi kota sebagai (UU NO 22/1999);

1.

Pemerintahan, dengan adanya pemindahan ibukota kabupaten, berarti mengakibatkan

status dan kedudukan menjadi jelas dan meningkat, yaitu sebagai ibukota kabupaten.




59

Hal ini mempengaruhi suatu kota sebagai ibukota kabupaten secara internal dan
keseluruhan wilayah administrasi dari kabupaten itu sendiri secara eksternal.

2. Pembangun;fm, dengan adanya pemindahan ibukota kabupaten otomatis berdampak
langsung dalam pembangunan daerah

3. Kemasyarakatan, dalam bidang kemasyarakatan imi memberi dampak bagi
perkembangan penduduk kabupaten, disamping itu karena fasilitas sosial tegjadinya
mobilitas penduduk masuk ke wilayah ibukota kabupaten. Terutama dalam pemberian

pelayanan publik.

Sebagai ibukota kabupaten berperan sebagai administrasi pemerintahan yang

merupakan pusat kelembagaaan dan informasi. Proses ini dipengaruhi oleh faktor fisik atau

non-fisik, seperti fisik, ekonomi, kependudukan, sosial, pola pelayanan, administratif,
politik dan kelembagaan, serta teknologi (Rondinelli, 1978)

Manfaat pemindahan ‘ibukota adalah suatu perubahan yang terjadi dari
perkembangnan dari set;uah kota mengarah ke arah yang positif dan memberi dampak
yang diarahkan sebagai bagian yang ingin dicapai. Sedangakan Beban pemindahan ibukota
merupakan permasalahan — permasalahan yang dapat ditimbulkan akibat dari pemindahan
tersebut dan perlu diperhatikan guna ditangani penyelesaiannya hingga tidak menjadi
penghz.ﬂang dalam melaksanakan pembangunan. Dampak ini dapat bersifat langsung
ataupun tidak langsung (Otto Sumarwoto, 1988)

Dalam kaitannya dengﬁn kajian ini manfaat dan beban diarahkan sebagai
perubahan karateristik yang dapat mempengaruhi karateristik pada tingkat fungsi dan

pelayanan kota terhadap publik terkait pada masa yang akan datang dari  struktur
| perwilayahan, berupa perui)ahan secara fisik, - ekonomi, dan sosial yang saling

mempengaruhi (Hilhorst, 1990).
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Berdasarkan kriteria-kriteria manfaat dan beban pemindahan ibukota yang

dikemukakan di atas, maka implikasi yang terjadi adalah pada tiga kondisi (Hasil

Analisis,2004):

a. Berdampak positif bagi kemajuan daerah:
Dampak positif ditandai oleh terjadinya perubahan struktur keruangan melalui
penataan wilayah yang dapat memajukan wilayah, mengurangi kesenjangan
antarkawasan dan berkembangnya kesejahteraan masyarakat.

b. Berdampak negatif bagi kemajuan daerah;
Dampak negatif | ditandai oleh terjadinya anomali pada masyarakat berupa

ketidakpuasan atas kondisi yang dibadapi. Kondisi ini akan semakin berkemnbang

sebagai aspirasi apalagi sistem yang strukturalis menyebabkan tidak bisa _

dikembangkannya potensi sumberdaya yang dimilik. Bentuk sikap ini kemudian
berwujud pada .upaya pemekaran daerah
c. Tidak berdampak atau stagnan dengan kondisi sebelumnya.
Kondisi stagnan yaitu suatu keadaan yang tidak terdapat perbedaan nyata antara
sebelum pemindahan dan sesudah pemindahan akan disikapi oleh terjadinya upaya-
.upaya pemantapan  perkembangan yang sudah ada dan meningkatkan upaya
pembangunan pada kawasan yang relatif tertingggal. .
Atas dasar tiga kemungkinan tadi, maka alternatif yang dapat diajukan atas
pemindahan ibukota adalah (Haéil Analisis 2004):
1) Pemantapan peran dan fungsi ibukota baru
Peningkatan fungsi ibukota baru sebagai pusat pemerintahan, yang memiliki struktur
perwilayahan tiap daerah berbeda. Berdampak pada cara atau strategi yang digunakan

hingga kota tersebut dikatakan sebagai ibukota kabupaten layak untuk membina

1




2)

3)
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wilayahnya (dibidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan sesuai
dengan ﬁmg_si kota sebagai pusat wilayah ) '
Penataan keruangan wilayah melalui pemantapan fungsi kota-kota kedua
Pembangunan ibukota, sebagai ibukota kabupaten harus memenuhi syarat dengan
meninggkatkan manajement kota, mampu mendukung fungsi kota sebagai ibukota
kabupaten dan penambahan sarana dan prasana dalam menunjang memberi pelayanan
kepada daerah belakang diwilayahnya dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu
pemanfatan fungsi kota-kota kedua

Pemekaran wilayah

Hal ini ditirr‘lbulkan karena ketidak siapan suatu kota menjadi ibukota kabupaten, baik
dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga apa yang terjadi
dilapangan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, menimbulkan dampak-dampak
yang sifatnya lebihl menjadi beban baik bagi pemerintah maupun masyarakat, ini
menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah. |

Secara umum, kota-kota baru yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan

berkembang secara bertahap dan sangat tergantung pada potensi wilayah, Rondinelli
memiliki pandangan mengenai interaksi keruangan, perubahan yang dikatakan sebagai
manfaat dan beban pemindahan ibukota dapat dilihat dalam empat aspek utama yaitu fisik

keruangan, ekonomi, sosial kependudukan dan administrasi kelembagaan (Rondinelli,

1978, 141-147)

1.

Aspek Fisik Keruangan
Manfaat dan beban yang ditimbulkan pada perubahan fisik, diukur terhadap
karateristuk wilayah kajian. Terdiri dari kondisi fisik (tofografi, geologi dan hidrologi)

alam dan interaksi kependudukan terhadap jaringan transportasi, pola pemanfaatan
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lahan (fingsi lindung, budidaya, pertanian dan non pertanian) serta sarana dan
prasarana wilayah

2. Aspek Ekonémi
Ditandai dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan wilayah, dengan melihat
perlumbuhan dan pergescran struktur ckonomi akibat adanya interaksi keruangan
kaitannya dengan pasar dengan komoditi berbagai jenis barang, modal, dan produksi.
Dilihat dari PDRB dalam kuru wa:ktu terentu atau dengan membandingkan jumlah
tenaga kerja yang berkerja pad sektor pertanian dengan non pertanian. Disisi
pemerintah, mengukur perkembangan investasi pembangunan, dan pendanaan lainnya.
Untuk swasta diarahkan pada peluang pengembangan dan investasi.

3. Aspek Sosial Kependudukan
Manfaat dan beban yang tercermin pada aktivitas prilaku dan pola kehidupan
masyarakat, keterkaitannya dengan pergerakan penduduk dan migrasi baik ya.{lg
. bersifat peninanen maupun sesaat.

4. Aspek Kelembagaan
Manfaat dan beban terhadap pelayanan masyarakat oleh pemerintah, kaitannya
dengan administrasi, politik dan kelembagaan. Khususnya dalam hal ini ibukota
sebagai pusat pemerintahan dalam mendorong, menggerakan dan mengendalikan

perkembangan yang terjadi di wilayah pengaruhnya

2.3.5.1. Kriteria Manfaat dalam Perkembangan Kota

.Faktor positif perkembangan suatu kota -adalah potensi kedudukan kota dalam
konstelasi regional. Lokasi geografis yang strategis dan kemampuan ekonomi wilayah

belakang yang kuat, membuat suatu kota cenderung lebih cepat berkembang. Selain itu
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kemampuan menarik sumberdaya produktif dari Juar karena kemampuan menciptakan
produksi (pasar input) yang dibutuhkan oleh pasar juga dapat membuat perkembangan kota

lebih pesat. Berkaitan dengan hal terscbut, Mochtarram Karyoedi (1987: 5) menyebutkan

tiga faktor positif perkembangan kota yaitu:

a. Modal dasar, yaitu lahan dalam kota, sumber pendanaan dan penduduk kota;

b. Penunjan_ g primer, yaitu kegiatan industri dan jasa komersial yang menjadi daya taﬁk
bagi tenaga kerja dan mendukung pemanfaatan sumber daya alam wilayah sekitar;

¢. Penunjang sekunder atau faktor pembentuk struktur internal kota, yaitu prasarana
kota, lingkungan perumahan, fasilitas pelayanan umum dan tenaga kerja.

Ketiga faktor di atas menegaskan bahwa perkembangan suatu kota ditentukan oleh
tingkat pertumbuhan populasi, investasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Inilah yang
dikemukakan oleh teori Neoklasik sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan suatu wilayah.

Seiring dengan wujud fisik perkembangan ekonomi yang dikemukakan di atas,
maka fungsi kota sebagai pusat kegiatan ekonomi di satu sisi dan pengelolaan
pembangunan kota di sisi lainnya haruslah sejalap. Kriteria dalam melihat pengelolaan
pembangunan salah satunya berupa kemampuan dari suatu kota untuk menyediakan sarana

dan prasarana perkotaan yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan warga.

2.3.5.2, Kriteria Beban dalam Perkembangan Kota

Ada beberapa hal yang dapat dicatat sebagai faktor yang berkecenderungan
menimbulkan beban dalam perkembangan kota. Di antaranya adalah pertumbuhan
penduduk yang melewati ambang sehingga menimbulkan masalah pada permukiman,

penyediaan air bersih, pembuangan air limbah, sampah rumah tangga, pelayanan kesehatan
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serta ﬁendidjkan dan ruang terbuka. Selain itu yang tidak kalah pentingnya beban
perkembangan kota terlihat juga pada pola penggunaan ruang, lemahnya pengelolaan dan
rendahnya pelaksanaan peraturan dan ketertiban hukum, bermunculannya penyakit sosial
serta pengaruh-pengaruh negatif pada budaya. Indikasi dari faktor negatif pada pengaturan
dan pengelolaan, antara lain: munculnya perumahan-perumahan liar, penggunaan tanah
yang tidak teratur, masalah pembiayaan pembangunan, perkembangan fisik kota yang tidak
terarah, rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas kota dan berbagai masalah sosial
lainnya.

Kemunculan dari sektor informal adalah beban lain dari perkembangan kota. Sektor
informal muncul sebagai ekses darl adanya tekanan terhadap berbagai fasilitas kota,
sehingga berpengaruh pada kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan
tingkat daya serap kesempatan kerja. Jadi kelayakan infrastrukiur yang masih minim,
peraturan-peraturan yang kurang menunjang bagi penciptaan efisiensi penanam modal,
lemahnya kelembagaan pemerintah kota dan lemahnya pembiayaan pembangunan adalah

beberapa hal yang merupakan faktor negatif atau masalah dalam perkembangan kota.

2.4. Kesimpulan Kajian i’ustaka

Mengingai bahwa salah satu fungsi dari kajian pustaka adalah sebagai dasar pijakan
dalam menentukan kreteria penelitian, maka pada sub bab ini akan dilakukan perangkuman
pendapat para ahli yang mengetengahkan mengenai kreteria yang dipergunakan dalam
penelitian tersebut. Kreteria ini dipergunakan dalam mengkaji manfaat dan beban
pemindahan ibukota kabupaten dalam konteks struktur perwilayahan. Dalam kaitann;ya

dengan arahan pengembangan kewilayahan, melandasi para pelaku pembangunan dapat

disimpulkan, bahwa pengembangan struktur ruang kota dipengaruhi oleh beberapa faktor
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seperti : fisik (pusat pertumbuhan dan hierarki kota), ekonomi (pergeseran dan kinerja -

perekonomian daerah), Penduduk (pertumbuhan penduduk), sosial-budaya dan
administrasi, politik, kelembagaan .

Berdasarkan faktor—faktor tersebut diatas, sebagai ibukota baru akan memberi
dampak manfaat yaitu I;al ~hal yang dapat dikembangkan kearah depannya dan beban
yaitu permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan, terkait dengan peran dan fungsi
sebagai ibukota terutama dibidang : pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Dampak ini ditimbulkan akibat lokasi ibukota, berkaitan dengan pelayanan publik.

Berdasarkan pola pemindahan yang ada (Tabel 1.1) dari kasus-kasus yang terjadi
di wilayah Indonesia dalam konteks pemindahali ibukota kabupaten maka secara umum,
perubahan yang teridentifikasi ;sebag'ai manfaat dan beban akibat pemindahan ibukota

dikelompokan dalam empat aspek utama yaitu aspek fisik keruangan (manfaat dan beban

~ yang diukur terhadap karateristik fisik dan keruangan wilayah), aspek ekonomi ( manfaat

dan beban yang dipengaruhi karateristik perekonomian masyarakat dan wilayah, yang
ditandai dengan pertumbuhan ckonomi dan pergeseran struktur ekonomi), aspek sosial
kepend_udukaﬁ (manfaat dan beban yang terjadi akibat adamnya suatu aktivitas pada
prilaku dan pola kehidupan masyarakat) dan aspek kelembagaan (manfaat dan beban

pelayanana masyarakat oleh pemerintah). Dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
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BAB III
KAJIAN UMUM WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SEBELUM DAN SESUDAH PEMINDAHAN IBUKOTA

3.1. Kajian Umum Wilayah Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 69

Tahun 1958, Ibukota Lombok Barat sejak semula terbentuk berada di wilyah Kota
Mataram, hingga seiring dengan perkembangannya dan adanya otonomi daerah dengan
dikeluarkan Undang-Undang No 19 tahun 1999, dikeluarkan penetapan ibukota baru bagi
Kabupaten Lombok Barat berdasarkan PP Nomor 62 Tahun 2000 dari Mataram ke
Gerung, sekalipun masa perpindahannya berlangsung baru, namun pemerintah daerah
terus berupaya melakukan pembangunan keterkaitannya dengan kelayakan sebagai ibukota

baru untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi wilayah pengaruhnya.

3.1.1. Kondisi Geofisik

3.1.1.1, Letak Geografi dan Luas Wilayah

Kabupaten Lombok Barat terietak diantara 115,46 —116, 28 Bujur Timur dan 8,12
o 8,55 Lintang Selatan dengaﬁ batas wilayah sebagai berikut (Gambar 1.1 dan 1.2):

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

3. Se’belah barat berbatasan dengan Selat L.ombok dan Kota Mataram

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten L.ombok

Timur.
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Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah 1672,15 Km2 dengan ketinggian
berkisar antara 0-1000 meter dari permukaan air laut. Keadaan alam sebagiantbesar
daratan, dengaﬁ pulau-pukaun kecil yang disebut dengan gili. Dataran berada di wilayah
bagian tengah, sedangkan wilayal selatan merupakan daerah pegunungan dan perbukitan
dengan lahan kering sehingga cocok untuk budidaya tanaman lahan kering (tahunan),
sedangkan wilayah utara juga merupakan dataran tinggi lahan basah cocok untuk
agrobisnis terutama tanaman hortikultura, dan terdapat gunung tertinggi di Nusa Tenggara
Barat yang masih aktif, yaitu Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.775 meter. Rincian luas
wilayah Kabupaten Lombok Barat per-kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini -

TABEL IIL1.

LUAS KABUPATEN LOMBOK BARAT DIRINCI PER KECAMATAN
TAHUN 1995 s/d 2000- 2001

1995 s/d 2000 2001
Wilayah Luas .| = Wilayah Persentase Luas Wilayah | Persentase
Pengaruh
Km2 Ha (%) Km2 Ha (%)
Mataram 61,30 6,130 100 61,30 6,130 1090
Bayan 329,10 32,910 19,68 329,10 32,910 19,68
“i Kayangan - - - 126,35 12,635 7,56
Gangga 383,60 | 38,360 16,79 157,35 15,735 9,41
Tanjung 196,73 19,673 11,77 115,64 11,564 6,92
Pemenang - - - 81,09 8,109 4,85
Gunungsari 123,85 12,385 7,41 89,74 8,974 5,37
Batulayar - - - 34,11 3,411 2,04
Narmada 204,20 20,420 12,22 107,62 10,762 6,44
Lingsar - - - 96,58 9,658 5,78
Kediri 43,10 4310 2,58 21,64 [+ 2,164 1,29
Kuripan - - ~ 21,56 2,156 1,29
Labuapi 28,33 2,833 1,69 28,33 2,833 1,69
Gerung 132,59 13,259 7,93 62,30 6,230 3,73
Lembar - - - 70,29 7,029 4,20
Sekoteng 33045 v 33,045 19,79 330,45 33,045 19,76
Tengah .
Lombok 1.672,15 167,215 100 | 1.672,15| 167,213 100
Barat

Sumber BPS Kabupaten Lombok Baral
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Melihat luas wilayah perkecamatan tahun 1995 s/d 2000 terlihat kecamatan-
kecamatan yang luas wilayahnya diatas 10% adalah Kecamatan : Bayan, Gangga, Tanjung,
Narmada, dan Sekotong Tengah dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat dan ada yang
hanya 1-7%, Kecamatan ; Labuapi, Kediri, Gunungsari dan Gerung dari luas wilayah‘
kabupaten. Dilihat dari fenomena tersebut perlunya strategi yang dapat mengantisipasi
perbedaan luas wilayah dikaitkan dengan sumberdaya alam dan pertumbuhan penduduk,
yang ternyata sebarannya banyak terdapat di wilayah kecamatan-kecamatan yang luas
wilayahnya dibawah 10%. Untuk itu pemerintah daerah mengambil kebijakan dengan
adanya “otonomi daerah”, melalui pemekaran kecamatan baik yang berada di utara, tengah
dan selatan. Dengan tujuan lebih memaksimalkan potensi-potensi yang berada di
wilayahnya, guna tidak terjadi kesenjangan antar kecamatan. Selain itu untuk pemerataan
jumlah penduduk terutama di wilayah tengah yang memiliki mobilitas dan daya tarik
tinggi, sehingga orientasi masyarakat baik dalam mencari lapangan pekerjaan, usaha dal:'l

tempat tinggal lebih ke wilayah tengah.

3.1.1.2. Kondisi Tofografi

Karateristik wilayah Kébuparen Lombok Barat terbentang dari utara ke selatan,
degan tingkat tofografi, l;agian utara dan selatan terdiri dari dataran tinggi dan dataran
rendaly/datar tersébar luas sampai pantai, ketinggian meningkat dari bagian tengah ke utara
sedangkan untuk bagian tengah sebagian besar merupakan lahan datar dan terdapat pulau-
pulau kecil adalah pulau-pulau yang berada diperairan laut maupun yang berada diperairan

darat baik yang berpenduduk maupun yag tidak berpenduduk secara administratif masuk

dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat ( Kecamatan : Sekotong Tengah, Lembar dan




Tanjung), untuk lebih lanjut tingkat ketinggian wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut

ini:

TABEL HI1.2.
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PERTINGKAT KETINGGIAN TANAH (METER) DARI PERMUKAAN LAUT
KABUPATEN LOMBOK BARAT DIRINCI PER KECAMATAN
TAHUN 1995 s/d 2000- 2001

Wilayah 1995-2600) 2001
Pengaruh -
Luas Ketinggian Jumizah Luay Ketinggian Jumlah
Pertingkat (Ha} (Ha) Pertingkat {(Ha) (Ha)
1H0-500 S00-10008 1M} 100-500 500-1000 100¢

Mataram o -] - - - - - - -
Bayan 10,314 9,655 9.767 36610 10,314 9,655 | 9,767 32,910
Kayangan - - - - 4,230 3,310 | 0,970 12,635
Gangea 10,354 6,815 1,986 24631 6,124 3.505 ; 1016 15,735
Tanjurg 7.663 4411 536 19673 4.653 2211 2,06 L1564
Pemenang - - - - 3010 2.200 3,30 8,109
Gurnngsari 49 3076 0,301 12385 3.445 1,073 | 0.200 3.974
Batulayar - - - - 1,545 2,003 | 0,100 3411
Narmada 11,489 5478 | 0,584 20420 8,243 4,264 | 0,321 10,762
Lingsar - - - - 3,246 1214 | 0263 | 9,658
Kediri 26 - - 4320 26 - - 2,164
Kuripan - - - - - - - 2,156
Gerung 1,664 0,058 - 8308 1,104 0,043 - 6,236
Lembar - - - - 0,560 0,015 - 7.029
Sckotony 09,207 29531 | 13224 169,215 69,297 29,531 | 13,224 33.045
Tenpah

Lombek 167,215 167,215
Barat

Sumber BPS Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan tabel tersebut diatas

terlihat wilayah Kabupaten Lombok Barat

~ sebagian besar terlihat pada ketinggian 0-100 meter diatas permukaan laut dengan luas

55,163 Ha atau 32.99% dari luas Kabupaten Lombok Barat, kecuali Kecamatan :

Kayangan, Pemenang, Batulayar, Lingsar, Kuripan dan Lembar. Sedangkan ketinggian

100-500 meter diétas permukaan laut seluas 69,297 Ha atau 41,44% dari luas wilayah

Kabupaten Lombok Barat kecﬁali Kecamatan : Kayangan, Pemenang, Batulayar, Lingsar,

Kuripan, Labuapi dan Lembar. Untuk ketinggiél 500-1000 meter dari permukaan air faut

seluas 29,531 Ha atau 17,66% dari luas Kabupaten Lombok Barat kecuali Kecamatan :

Kayangan, Pemenang, Batulayar, Lingsar, Kedid, Kuripan, Labuapi, Gerug dan Lembar.

Ini meggambarkan lahan mana yang efektif menjadi lokasi ibukota, ternyata yang layak
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menjadi lokasi adalah wilayah tengah scperti Kecamatan : Gunungsari, Narmada, Kediri

dan Gerung.

3.1.1.3. Administrasi Wilayah
Wilayéh kecamatan dan desa dari tahun 1995-2001, berkembang dari 10 kecamatan
dan 102 desa dan 572 dusun berkembang menjadi 15 kecamatan, 110 desa, dan 661 Elusuu,

yang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL HIL.3
JUMLAH DESA DAN DUSUN DI TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 1995 s/d 2000-2001

Wilayah Pengaruh Jumiah Desa Jumlah Dusun
1995 s/d 2000 2001 1995s/d 2000 2001

Bayan 8 8 60 60
Kayangan 5 41
Gangoa 10 5 75 34
Tanjung 9 5 55 36
Pemenang ' 4 19
Gunungsari L7 10 77 43
Batulayar ) 7 34
Narmada . 25 15 122 67
Lingsar 1O 85
Kediri 11 7 41 25
Kuripan 4 16
Labuapi ) 10 10 42 42
Gerung 9 11 61 46
Lembar 4 25
Sckotong Tenpah 3 5 28 28
Eombek Barat 102 110 572 661

Sumber BPS Kabupaten Lombok Barat

Pemekaran baik itu kecamatan, desa maupun dusun dilakukan dengan tujuan untuk
pemerataan jumlah penduduk, yang nantinya untuk mempermudah pembangunan,
sehingga tidak hanya pada wilayah tertentu saja aktivitas kegiatan berlangsung,. Hal ini
menghindari terjadinya kesenjangan wilayah. Karena adanya daya tarik suatu wilayah yang

lebih kuat dibandingkan wilayah yang lain.




3.1.2. Kondisi Demografi
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Jumlah penduduk yang merupakan obyek dan subyek pembangunan adalah hal

yang penting untuk diperhatikan baik perkembangan jumlahnya maupun kebutuhannya.

Tingkat perke:lnbangan penduduk Kabupaten Lombok Barat akhir tahun 2001 sebanyak

674.490 jiwa, meningkat dari tahun 1995 yang berjumlah 455.513 jiwa, pertumbuhan

penduduk selama priode 1990-2000 rata-rata sebesar 1,37% per tahun.

TAHUN 1995, 1997, 2000, dan 2001

TABEL II14. '
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LOMBOK BARAT PER KECAMATAN

Wilayah Pengaruh Penduduk (jiwa)
1995 1997 2000 2001

Mataram 280.239 | 299.345 310,128 317434
Bayan 20.420 31.527 38.169 38.290
Kayangan - - - 32.804
Gangea 47.789 64.148 69,845 37278
Tanjung 50.052 59.983 65.426 38.892
Pemenang - - - 27766
Gunungsari 58.038 7'7.091 82.884 60.158
Batulayar - - - 32.873
Narmada 91.993 115234 132.236 77.366
Lingsar - - - 54.454
Kediri 50.418 66.565 76.186 48.441
Kuripan - - - 28.279
Labuapi 34.617 43418 52.163 54.056
Gerung 75.237 89.759 97.096 63.457
Lembar - - - 39.418
Sekotong Tengah 26.949 36.182 40.734 40.958
Lombok Barat 455.513 583.907 665.749 | 674.490

Stumber BPS Kahupaten Lombok Barat

t

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dari

pertambahan penduduk dari tahun ketahun semakin meningkat. Peningkatan ini terjadi dan

cukup besar di kecamatan-kecamatan yang berada pada hierarki 1 dan II (Kecamatan

Gunungsari, Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Gerung). Sedangkan
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wilayah pengaruh yang berada di posisi hierarki I, tidak terlalu pesat pertumbuhannya,

terutama di bagian utara (Kecamatan Bayan) dan selatan (Kecamatan Sekotong Tengah)

3.1.3. Struktur dan Pola Perﬁanfaatan Ruang

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Lombok Barat meliputi penggunaan lahan
untuk fungsi yang beragam yaitu permukiman, perdagangan, pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan, perhubungan, industri, pertambangan, ruang terbuka hijau dan lain

- sebagainya. Penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat dalam tabel

dibawah ini, sebagai berikut :

TABEL 1115,
LUAS KABUPATEN LOMBOK BARAT DIRINCI MENURUT PENGGUNAAN
TANAH (Ha) TAHUN 1995 - 2001

No | Penggunaan Lahan 1995 2001
Luas (Ha) | Persentase | Luas (Ha) | Persentase

1 Pemukiman 245,10 1,301 3.816,16 2,28
2 Sawah 25245728 15,24 1 25.253,00 15,10
3 Tegalan 2521232 15,32 | 25.484.60 15,24
4 Perkchunan 30.765,98 19,03 | 30.644,88 18,33
5 Kolam/Empang | 32410  020| 43584 0,26
6 Hutan 77.532,17 42,23 | 70.527,31 42,18
7 Ladang/Huma - - -1 . -
8 Padang Rumput/Semak 8,446,19 5,05 8.446,19 5,05
9 Rawa-rawa/Tambak 1.471,02 0.65 1.071,00 0,64
10 Lain-iain 1.535,07 0,92 1.535,07 0,92

Lombok Barat 167.215,00 100,00 ; 167.215,00 100,00

Sumber Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat

Wilayah Kabupaten Lombok Barat hampir dipenuhi oleh hutan memiliki persentase
terbesar 42.18% diikuti oleh perkebunan, tegalan, sawah, padang rumput, pemukiman,
tambak dan terkecil empang dengan persentase 0.26 %, ini menunjukan potensi terbesar

dari Kabupaten Lombok Barat adalah pertanian. Untuk arahan kedepan pemerintah daerah
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dapat mengatur strategi struktur perwilayahan yang dapat memanfaatkan potensi wilayah,

sehingga dapat tercipta suatu struktur wilayah yang terintegrasi

3.1.4. Kedudukan Perekonomian
Secara umum pendapatan regional merupakan salah satu indikator ekonomi yang
sangat bermanfaat untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan
atau dengan kata lain pendapatan regional merupakan ukuran atas nilai tambah yang timbul
akibat berbagai aktivitas ekonomi suatu daerah.
TABEL IIL6.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL MENURUT LAPANGAN KERJA ATAS

DASAR HARGA KONSTAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 1995,1999,2000 dan 2001 (JUTAAN Rp)

No Lapangan Usaha ' 1995 1999 2000 2001
1)) (2) : 3 &) (s) (6)
1 Pertanian 101.680.362 183.116.858 191.678.782 194.880.065
2 i Pertambangan , dan 19.863.577 19.868.577 20.305.763 22.299.617
Penggalian
3 | Industri 19.073.766 19.073.7G66 20.307.838 21.698.925
4 | Listrik, Gas dan Air 3{).346.310 3.346.310 3.458.068 3.547.846
Bersih '
5 | Bangunan 50.621.677 50.621.677 53.988.018 57.670.001
[ Perdagangan, Hotel, dan 62.090.171 122.090.171 115.356.230 124,006.484
Restoran |
7 | Pengangkutan dan 44, 880,894 64.280.894 68.394.69% 72.416.44¢ |
Komunikasi
8 | Keuangan, Persewaan dan 12.513.673 12.513.673 13.228.608 14.322.916
Jasa Perusahaan : .
9 | Jasa $8.472.173 88.472.173 88.591.693 89.378.660
PDRB 310.561.757 563.984.099 575.809.690 600.310.955

Suinber BPS Kabupaten Lombok Barat

Dalam kaitannya dengan identifikasi potensi sektoral yang pertu dikembangkan dan
ditingkatkan guna meningkatkan nilai PDRB Kabupaten Lombok Barat, maka dapat

terlebih dahulu digambarkan seberapa besar kontribusi masing-masing sektor terhadap
peningkatan nilai PDRB secara keseluruhan. Dengan demikian akan terlihat sektor-sektor

apa saja yang dapat dikembangkan sebagai sektor unggulan

UPT-PUSTAY TmiF]




TABEL IIL7.

76

PDRB KABUPATEN LOMBOK BARAT PER KECAMATAN ATAS DASAR
HARGA KONSTAN TAHUN 1995, 2000 dan 2001 (JUTAAN Rp)

Wilayah Pengaruh 1995 2000 2001
(1) 2) 3) (5)

Bayan 34.430.020 34.430.020 36.927.993
Kayangan 30.526.092 32.468.968
Gangga 25.008.155 25.008.155 26.911.941
Tanjung 37.071.580 37.071.580 40.245.561
Pemenang S 27.938.083 30.010.657
Gunungsari 42.430.889 42.430.889 46.119.687
Batulayar 66.074.246 66.779.061
Narmada 55.162.063 55.162.063 58.747.783
Lingsar 35678.264 38.301.075
Kediri 32.715416 32.715.416 35.604.773
Kuripan 22.291 509 24.126.980
Labuapi 36.781.473 36.781.473 39.766.409
Gerung 43.675.298 43.675.298 45.864.748
Lembar ' 41.332.086 45.516.670
Sekotong Tengah 32.868.634 32.868.634 35.637.342
Lombok Barat 310.561.757 563.984.099 600.310.955

Sumber BPS Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan komoditi yang dihasilkan sektor pertanian dikelompokan dalam lima
sub sektor yaitu : pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perternakan dan

perikanan. Komoditi utama yang dihasilkan yaitu kelapa dan kopi. Komoditi yang

~ tampaknya cukup potensial di daerah ini adalah kopi, cengkeh, dan kapuk. Hasil hutan

utamanya adalah kayu rimba (bulat), rotan, asam dan kemiri. Kebutuhan akan protein
hewani semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi
masyarakat. Meningkamya kebutuhan akan daging berarti perlu adanya peningkatan
jumlah ternak sebagai sumber daging. Komoditas temak terdiri dari ayam buras, sapi,
ayam ras, itik, kambing, babi, burung dara, entok, domba, kerbau, kuda, kelinci, angsa
dan kalkun. Hasil perikanan yang ada di Kabupaten Lombok Barat tahun 2001 berdasarkan

produksi perikanan laut, ikan air tawar dan ikan air payau. Untuk sektor perdagangan, hotel
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dan restoran, tumbuh pesat seiring berkembangnya pariwisata di Kabupaten Lombok
Barat, yang terl_s:enal akan pariwisata pantainya yang indah, hal tersebut mempengaruhi
sektor lainnya seperti pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan serta jasa untuk mendukung. Terlihat dari pergerakan nilai PDRB dari tahun

1995-2000 (tabel 111.7)

3.1.5. Kendisi Lingkungan Binaan

Untuk ‘mentlmjang kelancaran perhubungan darat di Kabupaten Lombok Barat,
dilihat dari karateristik wilayah yang memanjang dari utara ke selatan dan sebagian besar
didaratan, terlebih lagi adanya pemindahan ibukota dari Mataram ke Gernung dengan lokasi
yang berada agak ke selatan, disini peran dari fasiltas wilayah yang mengakses ke ibukota,
sangat penting keterkaitan dalam pelayanan publik dalam hal ini frasportasi darat, hingga
tahun 2001 tercatat panjang jalan kabupaten sepanjang 1.091,63 km yang terdiri dari atas
jalan nasional sepanjang 28,70 km atau 2,6%, dari panjang jalan di Kabupaten Lombok
Barat., jalan propensi sepanjang 247,55 km atau 222,70%, jalan kabupaten 616,78 km atan
56,50% dan jalan desa sepanjang 198,60 km atau 18,20%. Untuk jeIashya dapat dilihat
pada tabel berikut :

TABEL 1I1.8.

PANJANG JALAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT DIRINCI MENURUT
STATUS JALAN TAHUN 2000 DAN 2001 (KM)

Status Jalan Tahun
2000 2001
Km Yo Km Yo

Desa 198,60 18,2 198,60 18,2
Kabupaten 616,78 56,5 616,78 56,5
Propensi 247,55 22,7 247,55 22,7
Nasional 28,70 2,6 28,70 2,6
Lombok Barat §091,63 100 1091,63 100

Sumber Dinas PU Kimpraswil
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Sedangkan jembatan tercatat 209 buah dengan panjang bentangan keseluruhan
1387,58 meter. Sarana transportasi yang tersedia di Kabupaten Lombok Barat, antara lain
mobil penumpang 10.480 buah, mobil barang 8830 buah, bus 1801 buah dan sepeda motor
87269 buah. Di Kabupaten Lombok Barat terdapat sebuah pelabuahan yaitu pelabuhan
fembar. Selama 2001 jumlah kapal yang berkunjung ke pelabuhan lembar sebanyak 305

buah kapal pelayanan nusantara, 6 pelayanan samudra, 516 kapal pelayaran

3.1.6. Kondisi Penyediaan Fasilitas Wilayah

3.1.6.1. Pendidikan

Pembangunan suatu bangsa akan dapat berhasil bila didukung oleh pe[al:cu
pembangunan yang berkwalitas. Untuk menciptakan pelaku pembangunan yang
berkwalitas, maka salah satu upaya yang dilakukan adaIah. meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan melalui pendidikan formal dan non formal

%

TABEL TIL9.
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN (TK, SD, SLTP DAN SLTA)
PER KECAMATAN TAITUN 1995 s/d 2000 - 2001

1995 s/d 2001
2000
Wilayah Pengaruh | TK sSD SLTP SLTA TK SD SLTP SLTA
LY 2 | & “) 5 1® ] O 6] &)
Mataram 124 454 43 12| 176 577 53 17
Sekotong Tengzh 1 43 8 2 1 43 8 2
Lembar - - - - 4 35 5 1
Gernung 10 89 24 10 6 54 15 9
Labuapi 5 37 10 .6 5 37 10 6
Kediri 12 57 21 14 4 35 15 13
Kuripan - - - - 8 22 6 1
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Narmada 16 101 30 9 12 3 12 6
Lingsar - - - - 4 40 8 3
Gunungsari . 13 64 20 8 7 40 13 8
BZ.ItU Layar - .- - - 6 24 7 0
Pemenang - - - - 4 23 11 4
Tanjung 9 58 18 7 5 35 7 3
Gangga 8 57 15 6 6 30 3 3
Kayangan N 5 T 2 27 7 3
Bayan 3 32 7 2 3 32 7 2
Lombok Barat 77 541 138 4| M 541 138 64

Sumber Dinas P dan K Kabupaten Lombok Barat

Sampai dengan akhir 2001, di Kabupaten Lombok Barat jumlah sekolah taman
kanak-kanak sebanyak 77 buah, sekolah dasar sebanyak 541 buah, SLTP 138 buah, SLTA
sebanyak 64 buah. Pendidikan Luar Biasa sebanyak 2 buah hanya terdapat di dua
Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat yaitu Kecamatan Bayan dan Kecamatan Narmada.
Mengingat jumlah penduduk yang buta huruf di Kabupaten Lombok Barat cukup besar.
Program belajar kelompok diterapkan yaitu kelompok belajar A dan kelompok belajar B
pada akhir tabun 2001 jumlahnya mencapai 27 buah paket A sebanyak 9 buah dengan

murid 120 orang dan paket B 18 buah dengan murid 335 orang.

3.1.6.2. Kesehatan

Di samping dari pendidikan, perkembangan kualitas SDM juga dapat dilihat dari
ketersediaan fasilitas kesehatan. Tersedia fasilitas kesehatan Puskemas 19 buah. Posyandu
sebanyak 70 buah. Dan untuk saat ini sedang dibangun Rumah Sakit, berlokasi di ibukota

kabupaten, untuk melengkapi ketersediaan fasiltas publik di bidang kesehatan.
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3.1.6.3. Peribadatan

Penduduk di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan registrasi 2001 mayoritas
memeluk agamal Islam 630.198 orang atau 93, 44%, kemudian Hindu Dharma 34.094
orang atau 5,06%, Budha 9617 orang atau 1,43%, Katolik 366 orang atau 0,05%, Kristen
Protestan 282 orang atau 0,04%. Dengan demikian fasilitas peribadatan yang ada sebagian
besar adalah masjid, langgar dan mushola bagi yang beragama Islam, mencapai 1958 buah,
pura 143 buah, seperti diketahui Pulau Lombok memiliki Julukan “Pulau Sribu Masjid”,
untuk menggambarkan bahwa mayoritas penduduk disini menganut agama islam,
sedangkan gereja 0 buah hingga bagi pemeluk agama nasrani melakukan kegiatan
keagamaan di rumah-rumah umatnya untuk ke gereja mereka harus ke Kota Mataram,
disini fasilitas tersedia buat pemeluk kristen katolik dan kristen protestan, untuk pure bisa
dijumpai hampir disemua kecamatan, mengingat sejarah penganut agama ini turunan dari
kerajaan hindu yang berada di Kota Mataram (Kecamatan Cakranegara), pendatang dari
Pulau Bali yang menetap di Pulau Lombok dan wihara 42 buah dapat dilihat di tabel
dibawah ini ;

TABEL II.10,

BANYAKNYA SARANA PRIBADATAN D1 KABUPATEN LOMBOK BARAT
DIRINCI PER KECAMATAN TAHUN 1995 s/d - 2001

1995 - 2000 2001

Kecamatan (N | @] 3 @ | (5] Jml M |3 3 | H 15| Jml
Mataram 346 4 3 50 1 502 510 6 6| 60 1 583
Bayan 136 - - 7 | i44 136 - - 7 | 236
Kayangan - - - - - - - - -] 14 - 14
Gangga 184 - - 17 6 207 184 - - 3 6 607
Tanjung 31| - - 9] 97 159 131 . -1 o] am
Pemenang - - - - - - - - - 6 - 6
Gunungsari 205 - - 16 - 211 205 - - 9 - 646
Batulayar - - - - - - - - - 7 - 7|
Narmada 240 | - - 22| 15| 277| 240 - 20 5| ®19
Lingsar - - - - - - - - - 21 W 12
Kediri 271 - - is 8 304 271 - - 9 8 886
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Kuripan - - - - - - - - 6 - 6
Labusapi 173 - - 8 - 181 173 - - 8 - 543
Gerung 274 - - 14 - 284 274 - - 16 - 856
Lembar .. - - - - - - - 4 4
Sekotong 225 - - 25| 3| 253§ 225 - -1 25| 31 759
Tengah ;

Lombok . 1838 - - 143 | 43| 20237 2349 6 61203] 43 2607
Barat

Sumber Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat

Keterangan :
1 Masjid 3 Gereja Katolik 5 Wihara
2 - Gereja Protestan 4 Pure

3.1.64. Perdagangan dan Industri

Memperhatikan keberadaan pasar di Kabupaten Lombok Barat sampai dengan

tahun 2001 terkait jumlah pasar tradisional/los pasar sebanyak 35 buah dengan los pasar

114 buah.Sedangkan untuk pertokoan (Toko dan Kios) jumlahnya mencapai 465 buah atau

terjadi peningkatan dari jumlah tahun 2000 sebanyak 385 buah atau meningkat 80

buah,sedangkan untuk pasar modemn (pasar swalayan) dalam proses negosiasi dengén

swasta, dalam rencana akan didirikan di Kota Gerung.

TABEL III 11.

BANYAKNYA PASAR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT DIRINCI MENURUT
JENISNYA TAHUN 20006 DAN 2001

No Jenis Pasar Banyaknya (Buah) ,
2000 2001
1 Pasar Tradisional/Los Pasar 35/95 35114
2 Pertokoan (Toke dan Kios) 385 465
3 Pasar Modern (Pasar Swalayan) - -
Jumlah 35/480 25/579

Sumber Dinas Perindustrian dan Perdagongan Kabupaten Lombok Barat

Jumiah perusahaan industri di Kabupaten Lombok Barat tahun 2000 sebanyak

14.834 perusahaan dan mampu menyerap tenaga kerj‘a 15.727 orang. Sedangkan jumlah
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ijin perusahaan yang terbit tahun 2001 sebanyak 220 buah SIUP. Ini menunjukan peran

sektor ini kedepan akan menjadi sektor yang dapat diunggulkan, terlebih lagi keterdedian

sumberdaya alam dan Pelabuhan Lembar yang dapat difungsikan dalam mendukung sektor

ini, terutama dalam pedistribusian dan pemasaran secara lokal maupun regional. Dapat

dilihat di tabel dibawah ini :

TABEL III.12.

BANYAKNYA PERUSAHAAN DAGANG/PASAR (TDUP DAN SIUP)
DITERBITKAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT DIRINCI PER

KECAMATAN TAHUN 2001
Wilayah Pengaruh 2001
TDUP _ SIup

Bayan - 3
Kayangan - 3
Gangga - 4
Tanjung - 15
Pemenang - 6
Gunungsari - 37
Batulayar - 27
Narmada - 26
Lingsar - 4
Kediri - 18
Kuripan - 6 .
Labuapi - 23
Gerung - 20
Lembar - 5
Sekotong Tengah - 9
Lombok Barat - 220

Sumber Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat

3.1.6. 5. Pos dan Telekomunikasi

Sampai dengan keadaan tahun 2001

seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok

Barat telah dilayani oleh Kantor Pos dan Kantor Pos Pembantu yang merupakan sentral

pelayanan bagi masyarakat di desa-desa dan daerah terpencil. Tercatat sebanyak 12 buah

Kantor Pos, yang terdiri dari kantor Pos 6 buah, Kantor Pos Pembantu 1 buah yaitu di

Kecamatan Lingsar dan Pos Keliling desa sebanyak 5 buah.
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3.1.6.6. Hotel dan Pariwisata

Kabupaten Lombok Barat merupakan daerah andalan pariwisata Provinsi Nusa
Tenggara Baraf. Keadaan alam, peninggalan sejarah, taman hiburan dan budaya
masyarakat Lombok Barat sangat memikat para wisatawan untuk berkunjung. Hal ini dapat
dilihat dari kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lombok Barat tahﬁn 2001 sebanyak
246.136. Untuk itu perlu fasilitas pendukung seperti hotel dan akomodaéi i;ainnya. Hotel

tercatat 76 buah yang terdiri dari hotel bintang 16 buah dan hotel melati 60 buah.

3.1.7. Kondisi Sosial Budaya

Di wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat kita jumpai bergam budaya, seperti
digambarkan dalam latar belal%ang, mengindikasikan masih adanya “wajah lampau”
masyarakat Sasak' yang, primordial, feodal dan patrimonial. Walaupun secara sosio-
institusional tidak lagi memiliki kredibilitas, tetapi dalam bentuknya sebagai sikap dan
perilaku individu masih cukup tangguh untuk menghambat keberadaan lembaga—lembaga

sosial baru di masyarakat.

3.2. Kajian Umum Wilayah Gerung sebagai Ibukota Baru

Adapun letak ibukota baru ini adalah sebelah selatan Kota Mataram dengan jarak
sekitar 15 km. Secara umum Kota Gerung dapat digambarkan merupakan suatu kota baru
yang berada diwilayah Kecamatan Gerung, yang mana fungsi/perannya sebagai ibukota
baru dari Kabupaten Lombokl Barat, membuat Kota ini berkembang t)esat untuk memenuhi

dari kedudukan kota sebagai ibukota.
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Secara administratif Kota Gerung terdiri dari tiga desa dengan luas wilayah 29,94
Km2. Topografi alamnya sebagian merupakan dataran dan sebagian lagi merupakan daerah
pegunungan, teﬁltama dibagian barat dan selatan wilayah Kecamatan Gerung. Karena itu
pembangunan secara [isik tidak diarahkan kearah selatan melainkan ke arah barat dan
timur |

Penduduk atau sumberdaya manusia Kota Gerung sudah mencapai 27.996 orang

_ derigan kepadatan sebesar 626 orang/km. Ini menunjukan bahwa Kota Gerung memiliki

sumberdaya manusia yang sangat padat. Mengingat wilayah ini merupakan ibukota
kabupaten dan kecamatan, sehingga tingkat hunian dan pergerakan aktivitas memusat 'di

kota ini, Kepadatan penduduk kota dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL IIL13.
KEPADATAN PENDUDK KOTA GERUNG DIRINCI PER DESA TAHUN 2001
No Desa Luas Wilayah Jumlah Kepadatan
(Km2) Penduduk Penduduk
(orang) (orang/Km2)
1 Gerung 13.70 6095 493
Babussalam 1230 3876 287
3 Dasan Geres 14.04 18025 1283
Kota Gerung 40.04 27996 626

Sumber Kecamatan Gerung dalom Angka 2001

Selain tingkat pendidikan penduduk mendiami wilayah Kota Gerung juga
termasuk berusia muda. Kualitas sumber daya manusia yang rendah tersebut juga dapat
dilihat dari struktur mata pencaharian tenaga kerjanya sebagian besar terserap pada sektor

tradisional (pertanian dan nelayan). Ini dapat dilihat dalam tabel dibawah sebagai berikut :
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TABEL 111 14.
PENDUDUK KOTA GERUNG MENURUT MATA PENCAHARIAN 2001

' 1995 2001

No | Mata Desa ‘Desa Desa Desa Desa Desa

Pencaharian | Gerung Babussalam | Dasan Gerung Babussalam | Dasan
Geres Geres

(1) (2) (3) ) &) ©) {7 3

1 Petani 1343 638 1940 9260 480 1125

2 PNS ' 60 30 15 100 74 125

3 PN ABRI 35 25 12 60 40 55

4 Pedagang

5 Buruh 1351 1459 1113 876 £90 764
Tani/Nelayan

6 Buruh 44 30 14 300 250 346
Swasta

7 | Industri 65 155 43 557 521 428
Kerajinan

Sumber Kecamatan Gerung dalam Angka 200/

Dari tabel diatas tampak jelas bila sektor pertanian mendominasi pergérakan
ekonomi wilayah, namun seiring dengan bergesernya fungsi kota yang dulunya adalah
desa, membuat kota ini berkembang sesuai dengan fungsi dan perannya merubah wajah
kota menjadi kota baru dengan jenis aktivitas ekomomi menggambarkan pusat
pertumbuhan dengan sektor-sektor ekonomi yang berperan adalah sektor ekonomi yang
dipengaruhi oleh perkotaan.

Fasilitas wilayah yang ada, baik dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial
dan budaya, mulai diperhatikan dengan adanya pembangunan dimana-mana. Sarana
prasarana ekonomi yang ada di wilayah Kota Gerung terdiri dari pasar

umum hotel/losmen, took kios/warung, KUD, Bank, LPK dan Pegadaian. Fasilitas pasar

umum tersebar disemua desa. Yang terbanyak adalah sarana kios/warung, terbanyak di

Desa Gerung. Sarana keuangan berupa Bank, LPK dan Pegadaian hanya di Ibukota
Gerung, sedangkan KUD hanya ada di Desa Gerung.
Sedangkan untuk fasilitas pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar, tersebar merata

di setiap desa dengan jumiah 5-15 buah, untuk tingkat Sekolah Lanjutan Pertama ada 3
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buah sekolah negeri dan 13 buah sekolah swasta, demikian untuk Sekolah Lanjutan Atas, 1
sekolah negeri dan 5 buah sekolah swasta. Hal ini masih menunjukan bahwa tingkat

pendidikan masyarakat masih rendah

Jumlah sarana kesehatan, puskesmas 1 di Dsa Gerung dan posyandu 14 buah di

Desa Dasan Geres dan 6 buah di Desa Gerung dan pustu 2 buah di Desa Babussalam.

Dalam kehidupan beragama, masyarakat hidup. rukun dengan adanya beraneka
ragam fasilitas yang menduknﬁg dalam melaksanakan ibadah menurut agama masing-
masing. Di Gerung, againa mayoritas adalah islarﬁ.

Masalah sosial budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat sangat
ditentukan oleh sistem nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam berprilaku. Untuk
memahami nilai sosial budaya yang berkembang pada masyarakat Gerung, khususnya
disekit.ar lokasi peﬁgembangjdn Ibukota Kabupaten-dapat didekati dengan menggunakan
kerangka Teori Van den Berg tentang “Receptio in Compleexu”. Menurut kerangka Teori
Van den Berg bahwa hukum adat yang berlaku pada masyarakat merupakan resepsi dari
hukum agamanya. Berdasarkan teori ini maka sebagai sumber nilai yang dipedomani oleh

masyarakat adalah Hukum Agama
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3.3. Kajian Umum Wilayah M%"ltﬂr&lm scbagai Ibukota Lama

Secara geografis Kota Mataram terletak antara 116°04° sampai 116°07° Bujur
Timur dan 08°33” sampai 08°42° Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat

W

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok

=

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat

Secara morfologis rona fisik Kota Mataram berupa dataran rendah, dengan kondisi
topografi yang bervariasi yaitu dari mulai 0 meter (m) dari permukaan laut (dpl) sampai
dengan 25 m.dpl (rata-rata 16 m.dp!). Kelerengan lahan di wilayah Kota Mataram mulai
dar% 0 - 2% yang meliputi bagian barat sampai dengan bagian tengah Kota Mataram dan
kelerengan 0 - 15 % di bagian timur dan secara klimatologis, beriklim tropis

Kota Mataram terdiri dari tiga kecamatan (Mataram, Ampenan dan Cakranegara),

Kota Mataram hakikatnya mulanya berperan sebagai pusat-pusat kegiatan utama di bagian
barat Pulau Lombok. Kegiatan utama ini digerakkan oleh fungsi sebagai perdagangan,
pusat pemerintahan dan sekaligtls permukiman.

Registrasi penduduk pada tahun 1998 sebanyak 299.148 jiwa atau mengalami
peningkatan sebesar 8,74% dari tahun 1990. Penduduk terpadat di Kota Mataram berada di
kecamatan Mataram, yakni sebesar 3.727 jiwa/km"‘ pada tahun 1998, kemudian kecamatan
Cakranegara sebesar 2.999 jiwa/km® pada tahun 1998 dan kecamatan Ampenan sebesar
2.937 jiwa/km2 pada tahun yang sama. Di tahun 2001 mencapai 317.434 jiwa.

-Pola pemanfaatan Jahan/ruang pada suatu wilayah perkotaan dapat mencerminkan
perkembangan tingkat pembangunan di wilayah tersebut, sebab penggunaaan lahan bersifat

dinamis dan selalu berganti menyesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi
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pada wilayah tersebut. Dalam menyusun suatu rencana pembangunan snatu wilayal, harus
memperhatikan kondisi yang ada (fakta) utamaﬁya fakta mengenai penggunaan lahan
eksisting. Penggunaaﬁ lahan di wilayah Kota Matérmn meliputi penggunaan lahan untuk
fungsi yang beragam yaitu permukiman, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan, perhubungan, industri, pertambangan, ruang terbuka hijau dan lain sebagainya.
Dari informasi di atas, tampak bahwa pemanfaatan lahan permukiman mendominasi luas
keseluruhan wiiayaﬁ Kota Mataram. Permukiman ini tersebar di seluruh kecamatan dengan
pemusatan permukiman terdapat di kawasan-kawasan perkotaan.

Secara umum kondisi perekonomian wilayah Kota Mataram menunjukkan
peningkatan yang cukup pesat, baik dari segi nilai produksi maupun dari segi pertumbuhan
sektoral. Nilai PDRB Kota Mataram Talun ]998 berdasarkan harga berlaku adalah Rp.

1.770.610 . Nilai tersebut meningkat cukup pesat dibanding nilai PDRB Kota Mataram

pada tahun 1995 berdasarkan harga berlaku yang hanya Rp. 1.253.190 . Untuk tahun 2001

mencapai Rp. 3.101.807.meningkat 9.09 persen, ini menandakan tingkat pendapatan
perkapita masyarakat bertambaly’

Sebagai pusat petﬁerintﬁh hampir semua fasilitas sarana maupun prasaran dapat
dijumpai  di ‘Kota Mataram, ini mempengaruhi sistem pelayanan yang ada terhadap
wilayah pengaruhnya. Kota Mataram, sebagai ibukgta kabupaten sudah menggambarkan
suatu kota yang relatif maju, dengan segala bentuk pelayanannya baik dalam bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Didukung oleh akses dan waktu
tempuh yang relatif mudah dan cepat, Kota Mataram memiliki pengaruh yang sangat kuat
terhadap hinterlannya.

Untuk keadaan sosial budaya, masuknya penguasaan Bali ke Lombok pada tahun

1550 disikapi scbagai suatu bentuk dominasi atas perkembangan budaya Sasak yang
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menemukan identitasnya pada Islam yang baru datang pada tahun 1506-1545 dari Jawa.
Hal yang tidak dapat dihindari kemudian adalah, terjadinya akulturasi budaya. Sebagian
dart sistem budaya yang ada pada masyarakat Bali diadopsikan ke masyarakat Sasak untuk
kemudian disesuaikan dengan keyakinan setempat, schingga dapat dipahami bahwa budaya
Sasak sebagian juga dipengaruhi oleh budaya Bali. Ini terlihat di Kota Mataram, dengan
banyaknya pure dan aktivitas keagamaan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.
Demikian juga dengan suku pendatang lainnya, seperti Tionghoa, Jawa, Bima, da;n
Sumbawa relatif tersebar pada beberapa lingkungan permukiman yang muncul seiring
dengan tumbuhnya aktivitas publik (pemerintahan) yang mereka masuki. Sementara itu
suku-suku lainnya seperti Arab, Bugis secara historis memiliki kawasan permukiman yang

berada di wilayah pesisir Ampenan. Hal ini adalah sebagai konsekuensi peran yang

diemban Ampenan sebagai pelabulian pada masa lalu.
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BAB IV
ANALISIS DAN STRUKTUR PERWILAYAHAN KABUPATEN
LOMBOK BARAT SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHAN
IBUKOTA KABUPATEN DAN PEMEKARAN KECAMATAN

4.1. Analisis dan Perkembangan Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat

Pada dasarnya perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu
faktor eksternal dan internal. Secara internal proses perkembangan daerah dipengaruhi oleh
keadaan fisik geografis, sumberdaya manusia dan perkembangan sektor perekonomian
daerah, sedangkan secara eksternal perencanaan daerah tidak terlepas dari pengaruh
wilayah yang lebih luas, dalam hal ini yaitu tingkat provinsi dan nasional (kebijakan secara

politis) (Sitorus, 2000).

4.1.1. Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat Sebelum Pemindahan
Ibukota

Struktur perwitayahan Kabupaten Lombok Barat sebelum pemindahan ibukota,

terdii dari sembilan kecamatan (Kecamatan Sekotong Tengah, Kecamatan Gerung,

Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Narmada, Kecamatan Gunungsari,
Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, dan Kecamatan Bayan) serta kecamatan-
kecamatan dalam wilayah Kota Administratif Mataram sebagai ibukota kabupaten

(Gambar 4.2)

4.1.1.1. Kemampuan Pelayanan

Struktur perwilayahan Kabupaten Lombok barat sebelum pemindaban ibukota

kabupaten, memperlihatkan peﬁm yang dominan dari Mataram sebagai ibukota kabupaten.

i

92




Sebagai pusat pelayanan, Mataram berposisi sentral yaitu berada di tengah-tengah wilayah
kabupaten yang bentuknya membujur arah utara selatan. Melalui posisi seperti ini Mataram
dapat menjangkau wilayah pengaruh dalam rentang kendali yang seimbang antara wilayah

bagian selatan dan wilayah bagian utara. Peran ini sekaligus menjustifikasi Mataram

sebagai pengikat antarkawasan dalam wilayah Lombok Barat.

ibukota dengan fungsi-fungsi khusus diemban oleh masing-masing pusat pertumbuhan

Gambaran konstelatif dari perwilayahan Lombok Barat sebelum pemindahan

baru dapat dilihat dalam Gambar 4.2 dan tabel berikut ini:

TABEL V. 1

PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LOMBOK
BARAT SEBELUM PEMINDAHAN IBUKOTA

No | Wilayah Pengaruh | Fungsi Kegiatan Hierarki | Orde
1 Mataram (*) Pemerintahan, perdagangan dan jasa pertanian, [ I
hotel dan restoran
2 Gerung Pertanian dan Perdagangan I Il
3 Narmada Perlanian, jasa {pariwisata) Il 1l
4 Tanjung Pertanian dan perikanan il H
3 Kediri Perdagangan dan jasa I It
6 Gunungsari Pertanian (Perianian tanaman tahunan) i) I
7 Labuapi Pertanian 1 I
8 Gangga | Perlanian  (Perlanian tanaman tahunan, lahan III 1]
kering)
) Sekotong Tengah Pertanian i {1
10 | Bayan Pertanian I il

Stmber [Hasil Analisis

Keterangan : (*) Ibukota Kabupaten yang terdiri dari wilayah Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram, dan

Kecamatan Cakranegara

[

e Hierarkil (Kota Mataram)

Fungsi utama sebaé;ai pusat pemerintahan kabupaten dan fungsi pendukung sebagai
pusat pelayanan publik. Mempunyai akses dan fasilitas sarana-prasarana yang dapat

menunjang semua wilayah pengaruh serta memberi pelayanan secara regional, dengan

dukungan Bandara Selaparang sebagai pintu masuk.
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e Hierarki 11 (Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kedir,
Kecamatan Gerung)
Fungsi kegiatan diarahkar; pada aktivitas sektor pertanian, industri, perdagangan dan
jasa. Mempunyai fasilitas yang cukup untuk memberikan pelayanan bagi internal
kawasan dan daerah sekitarnya. Kawasan ini masih kuat dipengaruhi oleh Kota

Mataram karena berada pada lapis pertama yang mengelilingi kota.

. ‘Hierarki 11 {Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung, Kecamatan

Laﬁuapi, Kecamatan Sekotong Tengah)
Fungsi kegiatan bergerak dibidang pertanian tanaman pangan, pertanian tanaman
tahonan dan semusim, pertanian lahan kering, peternakan, perkebunan, dan perikanan.
Fasilitas yang ada hanya mendukung kebutuhan lokal
Sedangkan berdasarkan pembobotan, temyata posisi hierarki berubah dengan
adanya kecamatan yang ada di posisi ketiga naik peringkat berada di kreteria hierarki
kedua seperti pada Kecamatan Tanjung, hal ini disebabkan karena jumlah dari masing-
masing sarana prasara yanga ada lebih banyak sekalipun jenisnya lebih sedikit, hal tersebut

lebih mampu melayani jmﬁlah penduduk yang lebih besar.

4.1.1.2. Interaksi Keruangan

Pengembangkan Kota Mataram sebagai pusat pertumbuhan maupun pusat
pelayanan identik dengan kegiatan perkotaan. Hal ini akan mempengaruhi daerah sekitar
maupun hinteriandnya, baik secara keruangan maupun secara ekonomi. Implikasinya
bukan saja memunculkan suatu kawasan perkotaan secara umum, Damun juga mampu
memicu aktivitas, baik di dalam pusat-pusat pelayanannya sendiri maupun terhadap

kawasan sekitarnya, yang diharapkan aktivitas ini dapat bersinergi untuk membangkitkan
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kegiatan perekonomian dalam masing-masing pusat pertumbuhan. Selain itu pusat tersebut
juga diarahkan dalam memberikan pelayanan yang terpadu bagi masyarakat di sekitarnya
baik di bidang pemerintahan, sosial, kesehatan, perekonomian, keamanan, maupun di

bidang-bidang lainnya.

TABEL IV.2.
MATRIKS INTERAKSI ANTARKECAMATAN
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT SEBELUM PEMINDAHAN IBUKOTA

Wilayah Pengaruh 0

Mataram (*)

Bayan

Gangpea

Tanjung

Gunungsari

Narmada

Kediri

Labuapi

Gerung

Sekotong Tengah
Sumber Hasil Analisis

2

4 5 6 7 8 9
# # # #

[=]

1
0

[
1 |32
I E I N A

]
1
1
3
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]
]
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]

Keterangan : (*) Tbukota Kabupaten yang terdini dari witayah Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram, dan
Kecamatan Cakrancgara

0  Mataram 5 Narmada Hubungan

1 Bayan 6 Kediri # Kuat

2 Gangga - 7  Labuapi - Rendah

3 Tanjung 8 Gerung * Ibukota Kabupaten
4 | Gunungsari 9  Sekolong Tengah

Dilihat dari interaksi di atas Kota Mataram sangat kuat pengaruhnya. Penganih
ini berdampak pada pertumbuban Kota Mataram sebagai pusat pelayanan lebih cepat
dibandingkan denagan kota-kota kecamatan lainnya. Selain itu dengan akses dan jarak
yang relatif dekat serta terjangkau menjadikan Mataram memegang kendali fungsi

ekonomi dan sosial.
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Cakupan (pelayanan) Kota Mataram terhadap kota-kota seperti tersebut dalam
uraian bertkut :
1. Hubunngan dengan Kota-kota Kecamatan dibagian Selatan (Kecamatan
Sckotong Tengah, dan Kecamatan Gerung )
Peran kecamatan tersebut diatas adalah sebagai kota penyuplai bahan pangan untuk
wilayah Kabupaten Lombo‘}c Barat. Pembagian fungsi-fungsi kota di Kabupaten
Lombok Barat ku‘rang jelas, akibat dari Kota Mataram sebagai ibukota yang
merupakan' bukan wilayah administrasi dari Kabupaten Lombok Barat sendiri,
sehingga orientasi geografis pemasaran dan pelayanan sosial serta fungsi
pengembangan dan penyebaran barang dan jasa antarkota dengan daerah pengaruhnya
lebih condong mengakses ke Kota Mataram.
2. Hubungan dengan Kota-keta Kecamatan dibagian Tengah (Kecamatan Kediri,
Kecamatan Labuapi, Kecamatan Narmada, dan Kecamatan Gunung sari)
Secara geografis lokasi kota-kota kecamatan tersebut sangat strategis, permasalahan
yang dihadapi adalah koordinasi antarkecamatan
3. Hubungan dengan Kota-kota Kecamatan dibagian Utara (Kecamatan Bayan,
Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung)
Secara geografis lokasi kecamatan-kecamatan tersebut diatas memiliki rentang kendali
jauh di l;agian utara dari wilayah Kabupaten Lombok Barat.Namun karena lokasi
Kota Mataram yang sentralitas untuk menjangkau kawasan ini tidak terlalu sulit, hanya

akses menuju ke utara hanya dilewati oleh satu jalur sarana prasarana trasportasi.
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4.1.1.3. Sistem Transportasi

Sistern trasportasi di Kabupaten Lombok Barat sebagian besar berada di ibukota
kabupaten Kota-Mataram, sedangkan wilayalt pengaruh hanya dilengkapi oleh sistem
transportasi dua arah dan memanjang dari utara ke selatan, sedangkan untuk wilayah-
wilayah yang jelluh lokasinya dari ibukota hanya di hubungi dengan jalan tanah. Sehingga
datam hal ini menjadi kendala dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat.

Untuk mencapai ibukota masyarakat dilayani oleh trasportasi darat baik berupa
angkutan umum maupun pribadi. Di Kabupaten Lombok Barat terdapat sebuah pelabuban
yaitu Pelabuhan Lembar. Dimana Pelabuhan ini merupakan jalan masuk distribusi b'arang
maupun penumpang. Lokasi dari Pclabuhan ini berada di Kecamatan Gerung kurang lebib
21 Km dari Ibukota Mataram. Sedangkan di Kota Mataram sendiri terdapat Lapangan
Udara Selaparang, yang melayani penerbangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal
ini yang menyebabkan mobilitas yang tinggi berada di wilayah Kota Mataram.
Kelengkapan fasilitas ibukota merupakan daya tarik bagi masyarakat yang berada di luar
wilayah ibukota. Perkembangan Kota Mataram, juga berpengaruh bagi perkembangan
.wi]ayah sekitarnya yaitu wilayah utara Kecamatan Tanjung, wilayah tengah Kecamatan
Gunungsari, Kecamatan Narmada dan Kecamatan Kediri sedangkan wilayah selatan
Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Gerung, untuk wilayah yang terletak agak jauh dari
jangkauan pelayanan mengalami kesenjangan seperti dibagian utara Kecamatan Bayan
dan Kecamatan Gangga dan bagian selatan yaitu Kecamatan Sekotong Tengah, akibat dari
minimnya transportasi sebagai media penghubung antarwilayah, hal ini dapat dilihat pada

gambar 4.1.
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- 4.1.1.4. Perkembangan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Barat dari tahun 1995 hingga 2000,

memperlihatkan Jaju pertumbuhan 30% dengan rata—rata penduduk per kecamatan 50.000

jiwa
TABEL IV.3 ‘
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LOMBOK BARAT
PER KECAMATAN TAHUN 1995, 1997, dan 2000

Wilayah Pengaruh Penduduk (jiwa)

' 1995 1997 2000
Bayan 20.420 31.527 38.169
Gangga 47.789 64.148 69.843
Tanjung 5(.052 59,983 65.426
Gunungsari 58.038 77.091 82.884
Narmada . 91,993 115,234 132.236
Kediri 50,418 66.565 76.186
Labuapi 34.617 43.418 52.163
Gerung 75.2317 89.759 97.096
Sekotong Tengah 26.949 36.182 40,734

; Lombok Barat 455.513 583.907 665.749

Laju Pertumbuhan penduduk 30%

Sunther Hasil Analisis 2004

Dilihat dari perkembangan di atas, kecamatan-kecamatan yang berada di sekitar
ibukota kabupaten seperti Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan
Kedini dan Kecamatan Gerung memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk
dan luas wilayah dari masing-masing kecamatan ini berpengaruh terhadap aspek
pengelolaan pembangunan kecamatan bersangkutan. Salah satunya adalah pada kebuttihan
pelayanan  publik  berupa organisasi yang memadai  untuk mengantisipz:isi
perkembangannya. Kondisi inilah yang kemudian menggerakkan pemerintah daerah
melaksanakan pemekaran bagi kecamatan-kecamatan yang dianggap kepadatan

penduduknya sudah berada diatas rata-rata.
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4115, Struktur dan Perkembangan Sektor Ekonomi

Pertumbuhan nilai'PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan yang pesat pada sektor-
sektor unggulan pada sistem perekonomian Kota Mataram yaitu sektor pertanian, industri
pengolahan, perdagangan dan jasa. Sektor-sektor lain juga mengalami kenaikan namun
nilainya secara keseluruhan masih terlalu kecil untuk meningkatkan nilai PDRB secara
agregat: Melalui distribusi persentase sektoral PDRB dan nilai PDRB, dapat
diidentifikasikan terjadinya perubahan-perubahan yang cukup sistematis dalam hal struktur
ﬁcrekonomian di wilayah Kota Mataram. Sejak tahun 1994, dominasi produksi dari sektor
pertanian terhadap nilai PDRB secara keseluruhan mulai diimbangi dan bahkan dilampaui
oleh sektor industri.

Modermisasi dan kebijakan pemerintah di bidang industrialisasi pada masa tersebut
menunjang percepatan pertumbuhan di sektor industri pengolahan yang berbasis pada
industri kecil dan rumah tangga. Namun menurunnya kontribusi sektor pertanian bukan
berarti berkurangnya kualitas potensi sektor; ini untuk menunjang perekonomian di Kota
Mataram. Sebab sebagian besar jenis industri yang ada di wilayah Kota Mataram
merupakan industri yang bertumpu pada pengolahan hasil sektor pertanian, Yang mana
Kabupaten Lombok Barat berbasis pada sektor pertanian dan lahan diwilayah ini sangat
terkenal subur (lahan kelas 1).

TABEL IV.4 .

LQ KABUPATEN LOMBOK BARAT PER KECAMATAN SEBELUM
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

Wilayah _ Sektor Ekonomi

Pengaruh 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mataram (*1) LO<1 LOx1 LQ<] LO<i LO<1 LG<] LOx<1 LG LG<1
Bayan Q<1 TG o< 1.Q<] o<t LO<1 1G<1 Qa1 o<l
Ganpga LQo>1 LQ<1 LQ<!1 LQ«l LO<! LQ<l1 1Q<! LQ>1 LQ<1
Tanjung LG>1 1.Q<1 LO<t LO<1 L1 Lt LQ<1 L1 LQ<l1
Gunungsari 1.0>1 LO<1 1.0>1 1.0<1 1.0<i 1.G<1 1.0<1 1.0>1 Q<!
Narmada LQ>1 LQ<l LQ<l 1.Q<l LQ<! 1.Q<1 LO< Lz LO<l
Kediri T.0<1 1.0<! LA=1 1.0<1 1.0< 1.0<l LQ<I 1.1 1.Q<l

g
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Labuapi Tl TG< T.O<1 LQ<1 T.0<1 LO<l Lo« LO<I LO<l
Gerung. 11 1Q<l o< 1Q<I <l | 1o<! LQ<1 1.Q<1 LG<i
Sekotong 1Q>1 1.0>1 LQ<] LO<1 Q<1 LQ<] LO<I LQe1 L0<l
Tengah .

Sumber Hasil Analisis
Keterangan :

B : Basis (LQ>1) NB :Nonbasis (LQ<1)

(*) Ibukola Kabupaten yang lerdiri dari wilayah Kecamatan Ampenan, Kecamatan Mataram, dan Kecamatan

Cakrancgara
1. Pertanian 4, Listrik, gas dan Air Bersih 7. Angkutan dan Komunikasi
2. Perlambangan dan Penggalian 5, Bangunan 8. Persewaan dan Keuangan
3. Industri 6. Perdapgangnan, Hotel dan 9 Jasa

Restoran

"Tabel di atas memperlihatkan sektor-sektor basis dan nonbasis yang berpotensi
-untuk dikembangkan dengan mengacu pada kondisi sumberdaya alam yang dimiliki oleh
Kabupaten Lombok Barat. |

Hasil analisis memperlihatkan scktor pertanian scbagai scktor basis berada pada
hampir seluruh wilayah pengaruh di Kabupaten Lombok Barat. Hanya pada wilayah
Mataram yang telah berkembang pesat, karena penduduk besar dan fasilitas memadai,
yang merupakan tipikal unsur-unsur perkotaan sektor industri, bangunan, angkutan dan
komunikasi, perdagangan, perscwaan dan jasa mewarnai sektor perckonomian wilayah
tersebut. Bagi wilayah lainnya, bukan berarti tidak memiliki potensi untuk berkembang,
namun untuk saat tersebut aktivitas kawasan dipengaruhi oleh sektor-sektor berbaéis
perdesaan. Kemungkinan ke depannya dapat lebih dikembangkan lagi, karena masih

tersedia sumberdaya alam yang potensial diantaranya seperti sektor jasa (pariwisata).

4.1.1.5. Kedudukan Kota Mataram schagai Tbukota lama dalam Strukfur
Perwilayahan Kabupaten [.ombok Barat

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa desentralisasi
sepenubnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berkaitan dengan posisi

Kabupaten/Kota yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga pelayanan
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pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan seyogyanya berada pada level ini. Posisi
Kabupaten/Kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat seperti ini diharapkan
terjadi peningkatan pelayanan.

Amanat ini apabila dihadapkan pada kondisi dualisme pengelolaan daerah otonom
dalam satu wilayah yuridiksi seperti ibukota kabupaten yang berada dalam wilayah daerali
otonom lain akan menjadi beban secara yuridis, dan teknis. Tidak terkeculai bagi
Kabupaten Lombok Barat yang beribukota di Kota Mataram. Kabupaten akan mengalami
kesulitan teknis dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari terutama bagi aparatur
pemerintah yang melaksanakan tugasnya tidak berada diwilayah/daerah yang dilayani. Hal
lainnya yang mendukung argulﬂentasi ini adalah: (1) letak Ibukota Kabupaten Lombok
Barat kurang mengtmhm‘gkan, karena berada di lvar wilayah Kabupaten Lombok Barat;
(2) Tbukota Kabupaten Lombok Barat berimpit dengan Ibukota Kotamadya Mataram, di
samping berhimpit dengan [bukota Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Sedangkan Kota Mataram sendiri sangat mempengaruhi sebagian wilayah yang
berada di wilayah pengaruh Kabupaten Lombok Barat, selain peran dan fungsi tadi juga
posisi Kota Mataram yang sentralitas sehingga mudah dijangkau, dengan daya tarik yang
sangat kuat karena fasilitas pubh:k yang relatif lengkap, kearah depannya Kota ini tetap
memiliki daya tarik tersendiri. Untuk itu diharapkan peran Kota Mataram ini, bisa menjadi
patner yang baik_bagi kotakota di wilayah pengaruhnya, termasuk Kota Gerung sebagai
ibukota baru dan wilayah Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan, Mengingat lokasi
Kota Mataram-Gerung relatif dekat, untuk menghindari lebih besar pengaruh Kota
Mataram terhaldap wilayah pengaruh Kabupaten Lombok Barat, perlunya pemantapan Kota
Gerung sebagai ibukota baru yang bisa mengimbangi Kota Mataram sebagai ibukota lama.

Dengan cara membuat kondisi Kota Gerung layaknya seperti Kota Mataram.
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4.1.2. Kajian Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat Sebagai Akibat
Pemindahan Ibukota Kabupaten

4.1.2.1. Kemampuan Pelayanan _ '

Banyak cara yang dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan pelayanan
kota, baik metode langsung maupun tidak langsung. Salah cara yang cukup mudah
dilakukan tetapi tidak mengurangi muatan analisisnya adalah dengan melihat bagaimana
kelengkapan fasilitas dari kota tersebut. Pendekatan ini memungkinkan untuk diterapkan
karena setiap peléyana11 mempunyai range of gobds. Jangkauan ini bisa dianalogikan
dengan jangkalllan pelayanan.

" Untuk ‘menilai kemampuan pelayanan kota-kota kecamatan di Kabupaten
Lombok Barat, model pendekatan itulah yang dipergunakan. Sebagai jabarannya, maka
dipergunakan dua teknis analisis yaitu Skalogram Guttman dan Indeks Sentralitas
Marshall. Jenis-jenis fasilitas yang akan dikaji cukup beragam, yang pada dasamya
mewakili kepentingan sosial, ekonomi, dan pemerintahan (pelayanan masyarakat). Hasil
analisis, data yang digunakan, uji statistik, kesemuanya dapat dilihat pada Lampiran A
dan B.

Berdasarkﬁn hasil perhitungan Skalogram Guttman tersebut, terlihat bahwa Kota
Mataram masih dominan sebagai pusat pelayanan mengingat peran dan fungsi kota sebagai
pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Gerung muncul sebagai pusat
pertumbuhan bara karena peran dan fungsinya sebagai ibukota kabupaten. Kecamatan .
Gerung menjadi pusat pelayanan terbesar di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten
Lombok Barat, karena mempunyai fasilitas pelayanan paling lengkap.

Secara keseluruhan kecamatan-kecamatan yang mempunyai fungsi pelayanan

lebih dari 85%, (minimal ‘12 jenis) adalah sebagai berikut. Tanjung, Gunungsari, Narmada,
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Kediri, Labuapi dan G|erung. Kecamatan-kecamatan tersebut dengan demikian bisa
dikatakan mempunyai skala pelayanan yang setingkat (Lampiran A). Bila dikaji ulang
dengan menggunakan Indeks Sentralitas Marshall, maka komposisi peringkat tersebut
tidak banyak mengalami perubahan. Ada beberapa kecamatan yang nilai indeks-nya besar,
tetapi peringkat/hierarki rendali, seperti misalnya Kecamatan Narmada dan Kecamatah
Lembar. Selengkapnya lihat Lampiran.B.

Dari analisis tersebut terlihat bahwa kota-kota kecamatan yang berpotensi
menjadi pusat pelayanan menyebar cukup merata di seluruh wilayah. Namun kalau diamati

lebih lanjut akan terlihat bahwa terdapat beberapa pengelompokan pada kecamatan-

- kecamatan tertentu, yaitu di sekitar Kecamatan Tanjung, sekitar Kecamatan Narmada,

sekitar Kecamatan Gerung. Hal ini mengindikasikan ketiga kawasan/subwilayah tersebut
memang akan menjadi pusat kegiatan Kabupaten Lombok Barat di masa-masa yang akan
datang (pasca pemindahan ibukota). Adapun pola dan potensi kegiatan terbagi atas: (1)
dipengaruhi oleh -kegiatan sektor perkotaaan (industri, perdagangan dan jasa); (Zj
dipengaruhi oleh kegiatan sektor pedesaan (pertanian dan perternakan); (3) dipengaruhi
oleh sektor pertanian dan kehutanan; (4) dipengaruhi oleh sektor perkotaan dan pedesaan.
Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat akibat pemindahan ibukota kabupaten,

dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini :

TABEL1IV. 5
PERWILAYAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT AKIBAT
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

No | Wilayah Pengarvh Fungsi Kegiatan Hicrarki Orde
¢ | Mataram (1%) Pemerintahan, Pendidikan, Industri, Perdagangan dan Jasa 1 1
Pelayanan
0 Gerung (2%) Pemerintahan, Perdagangan, Industri, dan Jasa 1 1
1 Gerung Perdagangan, Pertanian, industri dan Jasa I It
2 | Narmada | Areal Konservasi, Pariwisata £ I
3 | Lembar ‘ Industri dan Jasa Perdagangan It I
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4 | Batulayar Pariwisata 111 a
5 | Kediri Dormitory Area, Perlanian Lahan Basah I il
6 Gunungsari Indusiri Rumah Tangga 11 1
7 1 Tanjung Pariwisata iI 1
8 | Lingsar Perlanian | I 11}
9 Pcmenang Areal Konscrvasi, Kawasan Budidaya I 1
10 | Labuapi Dormitory Arca, Indastri/kerajianan I 1
11 | Kuripan Pertanian Lahan Basah m 11
12 | Sekotong Tengah Pertanian Lahan kering dan Perternakan m m
13 | Bayan Pertanian it I
14 | Gangpa Pertanian dan Kchutanan 11T T
15 1 Kayangan Perkcbunan dan Periernakan 11} I

Sumber Hasil Analisis 2004

Keterangan : (1*) Ibukota Provinsi NTB (2*) Ibukotla Kabupaten Lombok Barat

1

- Hasil analisis hierarki pusat pelayanan (Gambar 4.5):

1. Hierarkil ( Kota Mataram, Kota Gerung dan Kecamatan Genu;g, )
Kota Mataram dan Kota Gerung merupakan pusat pemerintahaﬂ dengan segala fasilitas
yang menunjangnya sehingga secara hierarki berada pada ppsisi pertama terhadap
daerah pelayanannya. Sedangkan Kecamatan Gerung merupakan pusat pertumbuhan
baru yang perkembangannya ditunjang oleh kelengkapan sarana yang dimiliki sebagai
lokasi dari ibukota kabupaten. Prasarana yang tersedia mampu memberi pelayanan
terhadap daerah pengaruh baik secara regional maupun lokal.

2. Hierarki II (Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Gunungsari,
Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Labuapi )
Kecamatan-kecamatan ini memiliki prasarana yang cukup lengkap dan didukung oleh
beberapa potensi -khusus.' Kecamatan Narmada, selain kelengkapan prasarana yang
dimiliki jugé dilalui oleh jalur transportasi yang menghubungkan antara Kota
Mataram-Kabupaten Lombok Barat-Kabupaten Lombok Tengah-Kabupaten Lombok
Timur. Kecamatan Kediri sebagai kawasan pendidikan (santri), Kecamatan Gunungsari
sebagai kawasan industri rumah tangga dan Kecamatan Labuapi sebagai kawasan

permukiman yang didukung industri kecil (kerajinan rumah tangga). Sementara untuk
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Kecamatan Tanjung di samping sebagai sebagai kawasan pariwisata dapat juga
berperan sebagai subpelayanan untuk daerah bagian utara (Lombok Bagian Utara).

3. Hieraki 111 (Kecamatan Batulayar, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Kuripan,
Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong Tengah)
Yang termasuk dalam hierarki ini adalah kecamatan-kecamatan di bagian utar:‘a,

tengah dan selatan yang mengalami pemekaran wilayah.

Dari uraian di atas, secara hierarki seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat °

terkait dalam suvatu sistem, namun perlu dicermati lebih lanjut mengenai susunan orde
kota-kota ini karena perubahan’ yang terjadi menciptakan perkembangan beberapa kota
kecil yang pada awalnya kurané berkembang menjadi berkembang, sepe_rti Kecamatan
Bartulayar dan Kecamat;m Lembar dan penurunan kejas pada Kecamatax\l;. Labuapi, ini
disebabkan karena penjumlahan dari banyaknya dari suatu sarana prasarana yang ada,

bukan dari jumlah jenisnya. Sehingga dari hasil pembobotan mengakibatkan adanya

kecamiatan yang naik peringkat dan ada yang turun dalam hal ketersediaan pelayanan

publik.

4.1.2.2. Interaksi [Ccruangan

Interaksi keruangan antarkota mencerminkan adanya keterkaitan antara satu kota

~ dengan kota lainnya. Hubungan ini biasanya tercermin dengan adanya jalur transportasi,

komunikasi, atau aliran barang. Beberapa pendekatan bisa dipergunakan untuk mengetahui
besarnya interaksi keruangan, di antaranya Analisis Gravitasi dan Analisis/Model Titik
Henti (Breaking Point Analysis). Adapun perhitungan dengan menggunakan analisis

tersebut terangkum datam Lampiran.
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Hasil perhitungan memerlihatkan bahwa kota-kota yang berdekatan mempunyai

nilai interaksi yang besar. Ini tentunya bisa diterima karena pada umumnya lokasi-lokasi

yang berdekatan akan membentuk suatu pengelompokan (c/usfer) yang menguntungkan

secara dua arah.

N

Selain hasil tersebut, dari analisis ini juga bisa dimunculkan adanya kecamatan-
kecamatan yang mempunyai interaksi paling aktif. Artinya kota-kota ini paling banyak
memiliki interaksi dengan kota lainnya. Kecamatan-kecamatan yang mempunyai interaksi
aktif ini sangat potensial ménjadi pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya. Jangkauan
pelayanan ini bisa diketahui dengan Analisis Titik Henti. Keseluruhan komposisi pusat
kegiata;n dengan jangkauan pelayanannya membentuk snatu ;-)o]a interaksi yang nantinya
akan membentuk suatu sistem perkotaan. Wilayah merupakan suatu sistem yang terdiri
atas bagian-bagian sistem yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu, namun memiliki
tujuan yang sama. Dalam sistem ini, bagian-bagian wilayah yang memiliki kemampuan
lebih akan menempatkan diri sebagai pusat pelayanan bagi bagian wilayah lainnya.
Interaksi wilayah akan mennﬁentuk suatu sistem ruang yang utuh. Variabel yang dipakai
untuk mengetahui tingkat interaksi antar kota kecamatan/kecamatan adalah jarak antara
kecamatan, serta jumlah penduduk kecamatan (Tabel IV.6)

TABEL IV.6

MATRIKS INTERAKSI ANTARKECAMATAN
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
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L ubunpi I A e R N A S # # 0 # -
Genmy O e e N A O R I e - - id 0 id -
Gerung (*) #
Lembar o |o Jo e ]a | ]=]=]= 1= - - - # 0 #
Sekotong - - 4= = 1-1-1-1-1-1- - - - - # 0
Tengah

Sumber Hasil Analisis 2004

Kelcrangan ;

(1*) Ibukota Provinsi NTB (2*) lbukota Kabupaten Lombok Barat
1 Bayan 6 Batulayar 1 Kediri 16 Lembar
2 Kayangan 7 Gunungsari 12 Kuripan 17 Sckotong Tengah
3 Gangga 8 "Mataram (*) 13 Labuapi Hubungan
4 Tanjung 9 Lingsar 14 Gerung # Kuat
5  Pemenang 10 Narmada 15 - Gemng (%) = Rendah

Besamya jarak antar pusat—pusat kecamatan di Kabupaten Lombok Barat adalah
sebagai berikut: interaksi terbesar terjadi antara Kecamatan Batulayar dengan Kecamatan
Gunungsari. Hal ini dikarenakan jarak keduanya yang hanya 3 Km. Sedangkan interaksi
terendah adalah antara Kecamatan Bayan dengan Kécamatan Sekotong Tengah hal ini
dikarenakan jarak antara keduanya sangat jauh yaitu 163 km.

Interaksi antara Gerung dengan Kecamatan Lembar jarak Lembar-Gerung hanya
6 km, dan terkecil dengan Kecamatan Bayan. Hal ini karena dipengaruhi oleh jauhn);a
jarak dengan wilayah tersebut 139 km, sedangkan Kecamatan lain yang relatif berinteraksi
kuat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar,
Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Labuapi, dan
Kecamatan Sekotong Tengah, dengan jumlah penduduk antara relatif lebm banyak dari
wilayah lainnya (Lampira{ft D).

Masitg-masing kota diatas  secara teoritis adalah cakupan (pelayanan) Kota
Genung terhadap kota-kota seperti tersebut dalam uraian berikut :

1. Hubungan dengan Kota Mataram
Kota Mataram sebagai Ibukota Propensi dan Ibukota Kota Mataram, mengakibatkan

Kkota-kota disekitarnya berfungsi sebagai kota pembantu atau kota penyangga bagi Kota




110

Mataram, tegnasﬁk Kota Gerung. Karena jarak yang relatif dekat dan pencapaian

mudah, aksebilitas antar kota semakin tinggi, hal tersebut berupa :

a. Limpahan investasi dari Kota Mataram yang sudah jenuh atau mencari nilai-nilai
ékonomi yang baru

b. Arus antar Kota Gerung-Mataram sebaliknya dalam hal ini karyawan

c. Arus wisatawan, karena wilayah sekitar Kota Gerung, memiliki obyek wisata yang
potensial untuk dikembangkan, dan lokasi yang strategis memudahkan para
wisatawan berkunjung

d. Arus pelajar yang bersekolah baik di Kota Mataram-Gerung

Dengan demikian alternatif pengembangan fungsi kota bagi kota Gerung terhadap kota

Mataram antara lain :

a. Sebagai kota penyangga urbanisasi kota Mataram, membutuhkan fasilitas-fasilitas
pemukiman, fasilitas angkutan dan fasilitas penyediaan kesempatan kerja

b. Sebagai kota penyangga ekologi air kota Mataram dengan menyediakan fasilitas-
fasilitas jalur hijau' (penghijauan) di sekitar sungai, mata air dan sebagainya

¢. Scbagai kota wisata luar Kota Mataram dengan penyediaan fasilitas wisata dan
perlindungan potensi alam menarik

. Hubunngan dengan Kota-kota Kecamatan dibagian Selatan, (Kecamatan

Sekotong dan Kecamatan Lembar, )

Peran kecamatan tersebut diatas adalah sebagai kota penyangga Kota Gerung. Dapat

dilihat dari fungsi ekonomi 'kota, dimana dalam pengembangan wilayah Kabupaten

Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, dan Kecamatan Lembar, lebih berfungsi sebagai

‘terminal ekonomi, karena relatif dekat dengan kota-kota perdagangan. Sedangkan Kota

Gerung berfungsi sebagai terminal ekonomi lebih ditingkatkan, disebabkan karena
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tersqrap langsung ke Kota Mataram. Dengan fungsi ekonomi pada kecamatan-
kecamatan tersebut tetap dipertahankan, untuk meransang dan menjalankan
kesempatan berkembang di Kabupaten Lombok Barat bagian selatan

Pembagian fungsi-fungsi kota di Kabupaten Lombok Barat tetap jelas, baik dalam
peran maupun fungsi sesuai denngan potensinya, sehingga orientasi geografis
pemasaran dan pelayanan sosial serta fungsi pengembangan dan penyebaran barang
dan jasa antarkota dengan daerah pengaruhnya dapat berupa sub satuan wilayah
ekonomi yang jelas, dan terlebih lagi didukung dengan adanya Pelabuhan Lembar

sebagai akses baik secara lokal ataupun regional.

. Hubungan dengan Kota-kota Kecamatan dibagian Tengah, (Kecamatan Kuripan,

Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Narmada, Kecamatan
Lingsar, Kecamatan Gunung sari, dan Kecamatan Batulayar)

Secara geografis lokasi kota-kota kecamatan tersebut sangat strategis, sebagal pusat
perdagangan dan jasa karena jalur transportsi regional melalui kota-kota tersebut
sehingga orjentési kota Mataram, karena lokasinya berada dalam cakupan
(mengelilingi) wilayah Kota Mataram. Jadi permasalahan yang dihadapi adalah
koordinasi antarkecamatan dengan keberadaan Xota Gerung, sebagai pusat
pemerintahan. Untuk itu Kota Gerung harus meningkatkan fungsinya sebagai pusat
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sebagaimana fungsi kota-
kota lain di Indonesia. Disamping dalam pembangunan perkembangannya Kota Gerung
sebagai Ibukota Kabupaten Lombok Barat menjalankan fungsi utama yang jelas harus

dimiliki Kota Gerung diantaranya :




€.

112

Kemandiriannya sebagai ibukota kabupaten yaitu sebagai pusat pemerintahan,
pelayanan, administrasi, politik, bagi wilayah Kabupaten Lombok Barat dan
wilayah yang lebih luas (sekitarnya)

Keterkaitannya sebagat salah satu pusat pertumbuhan

Sebagai pusat pelayanan fasilitas sosial, khususnya bagi Kota Gerung, Wilayah
Kabupaten Lombok Barat dan wilayah sekitarnya

Sebagai pusat pengembangan dan pengendalian pembangunan Kota Gerung dan
Kabupaten Lombok Barat sebagai pusat penggalian potensi Kota

Sebagai kota berskala lokal dan regional dengan penyediaan fasilitas pendukung

4. Hubungan dengan Kota-kota Kecamatan dibagian Utara, (Kecamatan Bayan,

Kecamatan Kayangan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung)

Secara geografis lokasi kecamatan-kecamatan tersebut diatas memiliki rentang kendali

jauh di bagian utara dari wilayah Kabupaten Lombok Barat. Diarahkan dalam .

peningkatan potensi lokal, seperti halnya sebagai kawasan budidaya, kawasan lindung,

kawasan wisata, yang mendukung keberadaan Kota Gerung sebagai ibukota kabupaten.

4.1.2.3. Sistem Transportasi

akibat pemindahan ibukota kabupaten, dilihat dari karateristik wilayah yang memanjang

Untuk menunjang kelancaran perhubungan darat di Kabupaten Lombok Barat

dari utara ke selatan dan sebagian besar didaratan, disini peran dari fasiltas wilayah yang

mengakses ke ibukota, sangat penting keterkaitan dalam pelayanan publik dalam hal ini

trasportasi darat, hingga tahun 2001 tercatat adanya penambahan jalur-jalur transportasi

4

seperti adanya jalur lingkar mengelilingi Kota Mataram untuk lebih efesiensi bagi

masyarakat bagian utara dalam melakukan akiivitas terutama menuju ibukota kabupaten
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baru Kota Gerung. Sedangkan untuk Kota Gerung, fasilitas-fasilitas transportasi
menunjang sebagai ibukota sudah cukup memadai, hanya untuk bagian utara dan selatan
wilayah Kabupaten Lombok Barat perlu adanya jalur baru yang lebih efesien, misalnya
jalur tengah/lingkar bagian l-ltara menembus Kecamatan Narmada, melibhat jalur ini
memiliki polensi wisata. Dari utara Gunung Rinjani menuju Narmada, dengan Taman
Sesaot, Taman Suranadi, dan Taman Narmada. Selain itu Kecamatan Narmada merupakan
jalur transit dari Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk arah
kedepan Kecamatan ini bepotensi dalam hal sektor jasa dan kemangan, dngan

memuncutkan pusat-pusat pemasaran bagi sektor-sektor lainnya

4.2. Dampak Pemekaran Kecamatan terhadap Struktur Perwilayahan Kabupaten
Lombok Barat

| Munculnya kebijakan desentralisasi melalui UU No. 22 Tahun 1999 menjadi
faktor pendorong percepatan perubahan struktur perwilayahan administratif di Kabupaten
Lombok Barat. Melalui pemindahan ibukota sebenamya telah dilakukan upaya penataan
organisasi ruang wilayah, namun terbentur oleh peran pemerintah yang masih dominan
untuk melegalkan. Momentum inilab yang kemudian dijadikan sarana untuk memperkuat
justifikasi pel;lunya kelembagaan perangkat daerah yang bersifat keruangan akibat
pemindahan ibukota. Menuﬁnt UU No. 22 tahun 1999, kecamatan bukan lagi sebagal
wilayah dekonsentrasi, melainkan sebagai perangkat daerah, sehingga penetapan
pembentukannya pun tidak lagi melalui Peraturan Pemerintah, melainkan cukup dengan
Peraturan Daerah. Artinya kewenangan pembentukan wilayah kecamatan sepenuhnya

berada pada pemerintah kabupaten/kota. Hal inilah yang kemudian terjadi pada wilayah
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Kabupafen Lombok Barat. Beberapa kecamatan kemudian dimekarkan seperti yang

ditunjukkan pada tabel. IV.7, di bawah ini.

TABEL1TV.7

PEMEKARAN KECAMATAN SETELAH PEMINDAHAN

IBUKOTA KABUPATEN

Kecamatan Induk Kecamatan Pemekaran

Gerung Lembar '
Kedin Kuripan

Gunungsari Batulayar

Narmada _Lingsar

Tanjung Pemenang

Ganggpa Kayangan

Sumber Bappeda Kabupaten Lombok Barat

Pemekaran kecamatan ini berimplikasi terhadap struktur ruang kabupaten yang
semula terbagi atas 9 kecamatan, menjadi 15 kecamatan. Pertimbangan pemekaran
kecamatan didorong oleh kondisi kemudahan proses pengambilan keputusan yang
dilakukan sendiri oiell daerah sesuai kebutuhan dan untuk menghindari terjadinya
kesenjangan antarwilayah kecamatan itu sendiri. Pemekaran kecamatan menciptakan
institusi baru sekaligus pusat pertumbuhan baru yang dapat melayani masyarakat wilayalh

jangkavannya dengan fasilitas sarana prasarana. Wilayah kecamatan yang dimekarkan, dan

kedudukannya dalam perwilayahan Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut :

1. Kecamatan Lembar

Kecamatan ini pecahan dari Kecamatan Gerung sebagai kecamatan induk yang juga
merupakan lokasi Ibukota Kabupaten Lombok Barat, dan Kecamatan Lembar sebagai
kecamatan pemekaran. Kedua perubahan ini menyebabkan Gerung naik peringkat
dalam struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat menjadi hierarki 1. Kecamatan
Lembar berada di bagian selatan Kecamatan Gerung, memiliki jenjang hierarki 1II,

perkembanganya didukung oleh keberadaan Pelabuhan Lembar yang dapat merangsang
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perkembanganya didukung oleh keberadaan Pelabuhan Lembar yang dapat merangsang
pertumbuhan Lembar secard cepat sebagai wilayah industri, perdagangan, angkutan

dan komunikasi, persewaan dan keuangan serta jasa. Implikasinya hierarki Lembar

dimungkinkan dapat meningkal.

. Kecamatan Kuripan

Kecamatan ini hasil pemekaran dari Kecamatan Kediri. Posisi Kecamatan Kediri pada

Jenjang hieraki II tidak berubah karena pemekaran ini. Hal ini disebabkan oleh wilayah
pemekaran berada di bagian selatan wilayah kecamatan yang tidak mempengaruhi
produk unggulannya. Kecamatan Kuripan menduduki jenjang hierarki 1Ii, karena
dalam potensi wilayah masih ’dipenganﬂli oleh sektor kegiatan pedesaan yang memberi

kontribusi dalam sektor ketersediaan pangan. Dilihat dari lokasi wilayah, kecamatan ini

‘berbatasan langsung dengan Gerung, sehingga kemungkinan besar arah perkembangan

ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kedudukan Gerunng sebagai ibukota kabupaten.

. Kecamatan Batulayar

Kecamatan induk Gunungsari, baik sebelum maupun sesudah pemindahan ibukota
masih menduduki jenjang hieraki 11. Aktivitas unggulan masih pada sektor industri
kerajinan rotan yang merupakan salah satu kontribusi dalam peningkatan pendapatan
daerah. Kecamatan Batulayar scbagai wilayah pemekaran berada di bagian barat
wilayah, merupakan daerah pinggiran, yang hendaknya akan di gunakan sebagai

kawasan pariwisata. Kawasan wisata Senggigi dan sekitarnya termasuk dalam wilayah

administratif kecamatan ini.

. Kecamatan Lingsar

Kecamatan Narmada sebagai kecamatan induk merupakan pusat pengembangan daerah

wisata di bagian tengah yang bertumpu pada sektor jasa, dan transportasi, menduduki
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hierarki 11, sedangkan Kecamatan Lingsar sebagai kecamatan pemekaran berada di
bagian barat Kecamatan Narmada, yang dioriéntésikan sebagat penyangga Kota
Mataram dan penyedia pangan, dimana potensi wilayah berbasis pada sektor
perténtan. Selain sektor [;erl'alliall tanaman pangan juga bidang perikanan mewamai
daerah ini dengan pengembangan ikan air tawarnya.

Kecamatan Pemenang

Kecamatan ini pemckaran dari Kccamatan Tanjung setelah pemekaran tetap berada

pada jenjang hicraki 11 karcna kawasan ini berkembang sebagai kawasan pariwisata

yaﬂg maju dan pusat perekonomian Lombok Bagian Utara. Kecamatan Pemenang
sebagai kecamatan pemekaran berpotensi untuk maju karena keberadaan tiga giﬁ
sebagai aset wilayah yang dapat diandalkan yang diperuntukan untuk menunjang
pariwisata di sckitar kawasan dan berbatasan langsung dengan kawasan wisata
Senggigi.

Kecamatan Kayangan

Kecamatan ini dimekafkan untuk lebih memeratakan penyebaran penduduk. pada
wilayah-wilayah yang kosong, yang fungsinya untuk lebih pemerataan pembangunan
diseluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat. Walaupun untuk tahap awal betum
kelihatan manfaatnya namun ke arah depan dapat lebih memberi peran yang berarti.
Kecamatan ini memiliki potensial dalam sektor pertanian lahan kering dan perternakan
dengan kondisi wilayah yang terdiri dari Jahan kering dan savana untuk pengembangan

peternakan berskala besar

Dampak pémekaran kecamatan membutuhkan pengadaan fasilitas publik dan

prasarana baru sehingga menyebabkan terjadinya efek pengganda (multiplier). Selanjutnya

akan menjadi akselerasi atau percepatan pembangunan. Proses multiplier dan akselerasi
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akan semakin saling mendorong dengan adanya pembentukan instansi pemerintah dan
tumbuhnya institusi swasta. Seterusnya akan mempercepat perkembangan ekonomi dan
dinamika masyarakat.

Dalam hal pembiayaan pembangunan bagi kabupaten yang memekarkan
kecamatan, besarnya kebutuhan fiskal yang akan dialokasikan tentunya akan bertambah
seiring dengan pengadaan fasilitias publik dan prasarana. Kecamatan lain yang tidak mekar
memang meningkat juga pembiayaannya, tapi lebih kecil pernunﬁllllax1nya dibandingkan
yang dimekarkan. |

Secara teoritis, pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Bila dianggap
bahwa kebutuhan fiskal di atas adalah representasi pengeluaran pemerintah untuk gaji
pegawai (W) dan fransfer of payment (R) bagi pemenuhan pelayanan di kecamatan
pemekaran, maka (W) dan (R) akan mempengaruhi permintaan agregat (Z) dengan
perubahan sebesar (Boediono, 1997) : (Z =(1-)° WZ=(1-c)*.R)

Fakto.r pelipat untuk W dan R yaitu (1-c)° lebih kecil dari multiplier untuk
pembelian barang dan jasa (G) yaitu (1-¢)". Apabila dilakukan pengeluaran pembangunan
sebesar satu miliar misalnya dan diketahui nilai kecenderungan berkonsumsi (MPC)
sebesar (0,8), maka kebijakan publik karena pengeluaran pembangunan akan mempunyai
dampak berganda sebesar limla miliar, Sementara its melalui pengeluaran untuk gaji akan
menghasilkan dampak berganda sebesar empat miliar. Gambaran di atas untuk pengeluaran
pembangunan publik (A G) formulasinya adalah (1/1-MPC x A G), sedangkan untuk

gaji/upah (A W) foﬁnulasinya adalah (MPC/1-MPC x A W). Berdasarkan gambaran di

"~ atas, dapat disimpulkan bahwa penambahan peredaran uang (vang inti) sebagai akibat dari

pelxmn.Ballan organisasi baru (kecamatan pemekaran) akan meningkatkan volume ekonomi

yang pada akhimya meningkatkan ekonomi asyarakat.
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4.2.1. Perkembangan Penduduk

Pada dasarnya analisis ini berupaya mengidentifikasi pertumbuhan Jjumlah
penduduk berdasarkan kecenderungan yang terjadi di masa Jalu secara agregaf.
Kecendérungan di masa lalu ini akan mendasari kemungkinan pertumbuhan jumlah
penduduk di masa yang akan datang.

Berdasarkan data jumlah penduduk secara agregat tahun 1995 sampai tahun 2001,
dapat dilakukan proycksi pcn;iudulg dengan asumsi bahwa pertumbuhan  penduduk
bervariasi dari waktu ke waktu, tidak konstan, semakin besar junlah penduduk semakin

besar pula laju ﬁertumbuhannya.

TABEL IV.8
JUMLAH PENDUDUK DAN PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK
KABUPATEN LOMBOK BARAT PER KECAMATAN
TAHUN 1995, 1997, 2000, 2001

Wilayah Penduduk (Jiwa) Proyeksi Proyeksi

Pengarwh | L |, 5Tahun | 10 Tahun
1995 1997 2000 2001 2006 2011
Bayan 20.420 31.527 38.169 38.290 46.147 65.353
Kayangan - - - 32.804 43.435 62.343
Gangga 47.789 64.148 69.845 37.278 52.345 74.321
Tanjung 50.052 59.983 65.426 38.892 53.234 76.543
Pemenang - - - 21.766 36.321 57.432
Gunungsari 58.038 | . 77.091 82.884 60.158 70.345 89.876
Batulayar - - - 32.873 40.676 58.890
Narmada 91.993 115234 | 132236 71.366 85.675 100.654
Lingsar - - - 54.454 60.765 80.123
Kediri 50.418 66.565 76.186 48.441 56.567 76.234
Kuripan - - - 23.279 39.567 60.U02
Labuapi 34.617 43.418 52.163 54.056 68.654 88.432
Gerung 75.237 89.759 97.096 34.461 43.432 64376
Gerung (*) - - - 27.996 35.457 54.567
Lembar - - - 39.418 50.456 70.876
Sekotong 26.949 36.182 40.734 40.958 48.567 69.678
Tengah ,
Lombok 455.513 583.907 | 665.749 | 674.490 831.643 1.149.700.
Barat

Sumber [asil Anafisis 2004

Keterangan :
(*) Ibukota Kabupaten - = tidak ada data
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Berdasarkan pada data tersebut di atas maka terlihat pertumbuhan dari tahun ke
tahun sangat bervariasi dengan rata-rata terjadi lonjakan pertumbuhan. Terlihat pada tahun
sebelum pemindahan ibukota laju pertumbuhan yang pesat terjadi pada Kecamatan
Gangga, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan
Kediri, dan Kecamatan Gerung. Setelah pemindahan dilakukan pemekaran wilayah pada
kecamatan-kecamatan tersebut dengan maksud untuk terciptanya efektivitas pemerataan
pelayanan penduduk sehingga pelayanan tidak hanya terkonsentrasi pada kecamatan
tertentu yang penduduknya padat. Secsuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tahun
ke 5 dan ke ld, tampak laju pertumbuhan pada wilayah yang dimekarkan amat sangat

tinggi.

4.2.2. Struktur dan Perkembangan Scktor Ekonomi

Untuk mengetahui bagaimana struktur perekonomian, pendekatan yang dilakukan
adalah dengan menganalisis data nilai tambah sektor ekonomi yang tercantum dalam
PDRB. Analisis selanjutnya yang bisa dipergunakan adalah dengan LQ (Location
Quotient) yang pada dasarnya merupakan suatu perbandingan relatif kegiatan ekonomi;di

suatu wilayah dalam konstelasi wilayah lain yang lebih luas. Perhitungan LQ ini dilakukan

menurut satuan kecamatan, dengan pembanding Kabupaten Lombok Barat, Hasil

perhitungan ini terdapat dalam Lampiran.

Hasil perhitungan me‘mper]ihalkan bahwa sebagian besar Kabupaten Lombok
Barat, mempunyai sektor basis pertanian (nilai LQ sektor pertanian > 1). Sektor industri
menjadi sektor unggulan di beberapa kecamatan saja, yaitu Kecamatan Gunungsari,
Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Gerung. Sektor jasa mempunj(ai

sebaran cukup Iuas dan lebih banyak didukung oleh subsektor pemerintahan. Berdasarkan
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analisis ini dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum kecarnatan-kecamatan di
Kabupaten Lombok Barat, kegiatan ekonomi produktifnya sebagian besar adalah
pertanian,

Selain gambaran perekonomian Kabupaten Lombok Barat dalam suatu agregat
(makro) seperti di atas, anmalisis LQ lebih lanjut dapat digambarkan dalam konteks
kecamatan. Dalam hal ini, perekonomian dilihat sebagai penjumlahan dari perekonomian
subwilayah (kecamatan) dan Kota Gerung sebagai ibukota. Kajian ini akan dapat
mempertajaim bagaimana pola keruhngan dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Lombok
Barat.

Berdasarkan PDRB tahun 2001 menurut harga konstan, perekonomian Kabupaten
Lombok Barat sangat dipengaruhi oleh beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Batulayar,
Kecamatan Narmada, Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar. Kurang lebih 30% dén'
perekonomian Kabupaten Lombok Barat merupakan kontribusi dari kecamatan tersebut
(Tabel IV.9).

TABEL IV.9

PDRB KABUPATEN LOMBOK BARAT PER KECAMATAN ATAS DASAR
HARGA KONSTAN TAHUN 1995-2001 (JUTAAN Rp)

Wilayah Pengaruh : 1995 1999 2000 2001

(LY 2) 3) @ 6]
Bayan 34.430.020 34.430.020 35.956.097 36.927.993
Kayangan 30.526.092 31.846.243 32.468.968
Gangga 25.008.155 25.008.155 25.090.468 26.911.941
Tanjung 37.071.580 37.071.580 38.398.546 40.245.561
Pemenang 27.938.083 28.415.349 30.010.657
Gunungsari 42.430.889 42.430.889 43.973.649 46.119.687
TBawdayar | ) 66074246 57.962.991 62.779.061
Narmiada 55.162.063 55,162.063 56.611.181 58.747.783
Lingsar 35.678.264 37.041.374 38.301.075
Kediri 32.715.416 32.715.416 34.242.223 35.604.773
Kuripan 22.291.909 23.305.170 24,126,980
Labuapi ' 36.781.473 36.781.473 38.340.154 39.766.409
Genmg 43.675:298 43.675.298 45.864.748 45.864.748
Lembar 41.332.086 43.274.775 45.516.670
Sekotong Tengah 32.868.634 32.868.634 34.486.722 35.637.342
Lombok Barat 310.561.757 563.984.099 575.809.690 600.310.955

Sumber BPS Kabupaten Lombok Barat




Secara umuwmn dapat dikatakan bahwa wilayah-wilayah yang laju pertumbuhan
ekonominya tinggi, juga mengalami pertumbuhan yang tinggi dalam perkembangan jumlah
penduduknya. Sebagaimana halnya dengan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi
dengan -pertumbuhan penduduk, pola keterkaitan antara pertumbuban ekonomi dengan
kesempatan ker._ia ini cenderung linier.

Dari kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa akan semakin banyak penduduk yang
bermukim di kawasan-kawasan perkotaan. Pergesexl*an pemukiman penduduk yang

mengarah ke kota tersebut tentunya berdampak kepada kegiatan ekonomi. Sektor-sektor

- perkotaan akan berkembang dengan akselerasi yang lebih cepat dibandingkan dengan

sektor primer yang akan semakin tertinggal. Jadi secara umum, mestinya perkembangan
perkotaan akan mempengaruhi perkembangan ekonomi atau sebaliknya. Datam kaitan
itulah dilakukan tinjauan mengenai keterkaitan antara keduanya, serta keterkaitan antara
sektor industri, pertahian, perdagangan, dan jasa dengan perkembangan perkotaan.

Tidak mudah untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sektor unggulan.
Istilah yang biasa dipakai adalah leading sector dan base sector, Leading sector biasanya
diukur dari tingkat pertumbuhannya, sementara base sector pada umumnya menggunakan
ukuran besarnya dominasi (kontribusi) pada perekonomia dengan Metode Kuosien Lokasi

(LQ: Location Quotient). Seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL IV.10
LQ KABUPATEN LOMBOK BARAT PER KECAMATAN SETELAH
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

Wilayah Sektor Ekonemi |
Pengaruh 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9
Mataram LQ<l LO<1 LQ>1 LQxi LQxI LQ<1 LQ>1 L=t L=
*
ﬁ;;;m LQ>t . LQ<l L1 LQ<1 LQ<l1 LQ<! LQ<t LQ>t [Q<l
Kayangan Lol LO<l LO>1 LQ<1 LQ<1 LG<1 LQ<I LO>1 LQ<t ‘
Gangga 1L.Go>1 LQ<1 1L.Q<I L.O<1 TQ<1 Q<1 Q<1 LO>1 LQ<1:
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Tanjung (Y LQ<l 1.0<1 LQ<l 1Q>1 Qa1 LQ<1 LT | 1Ol
Pemenang LQ>1 LQ<l LO<I Q<! LQ<l | LO<I LQ<i L1 | 1<l
Baiulayar LQei 1LQ<1 1G> 1 Q<1 LQ<1 LQ<1 LG<1 Q> | LQ<l
Gunungsari Lo>1 LQ<l Q=1 LG<l LQ<l LQ<1 To<d L1 | LiQ«l
Lingsar LQ>1 LQ<l LG LQ<l LQ< LQ<I La<I LQ>1 | LQ<I
Narmada Q> L.o<! LO<1 LG~ LG~ LQ<I LQ<I L1 1Q<l
Kediri Q-1 LQ<l o=t TQ<I L.Q<I LQ<l LQ<1 LQ>1 LQ<l
Kauripan o>t 1G> LG~ 1.Q<l 1>l LQ<1 LG<I L~ L1
Labuapi LO>Y TQ<I LQ>1 1Q>1 LQ<l 1Q<l LQ<l >l | LQ<t
Gerung Q= Q<1 10 1.Q<l L= LQ<] 1Q<1 LT | Q<
Gerung (*2) Q> L 1051 LQ<! LQ<l LO<1 1Q<i IQ<t | LQql

I s O S N N LS L T
Sekotony T (R Ve B e 1Q<1 1G<l 1<l 1.Q>1 1Q<l
Tengah

Sumber Hasil Anafisis 2004

Kelerangan :

B Basis (LO>1)
N3 : Nonbasis (LQ<D)
(*1) Toukota lama

(*2) [bukota baru :
L. Pertanian *4, Lislrik, gas dan Air Bersih 7. Angkutan dan Komunikasi
2. Pertambangan dan Penggalian 5. Bangunan 8. Persewaan dan Kevangan
3, Industri 6. Perdagangnan, Hotel dan 9 Jasa

Restoran

Melihat struktur perckonomian Kabupaten Lombok Barat, sebagian besar
kecamatan mempunyai karakteristik yang serupa dengan sektor pertanian sebagai sektor
: baslis. Selain itu adanya pemekaran kecamatan yang semula hanya 9 kecamatan menjadi 15
kecamatan menciptakan penambahan sebaran sektor basis.
Adapun sektor-sektor unggulan yang mendukung perkembéngan dan terkait
dengan perkembangan ckonomi Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sektor industri

Perkembangan perkotaan yang sangat berkait erat dengan pertumbuhan sektor industri

ini terjadi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Labuapi,

Kecamatan Kediri, Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar .

2. Sektor Pertanian

Pertumbuhan kawasan yang terkait dengan pertumbuhan sektor pertanian terjadi pada

beberapa kecamatan seperti Kecamatan Bayan, Kecamatan Gangga, Kecamatan
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Kayangan, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar,
Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan,
Kecamatan Gerung dan Kecamatan Sekotong Tengah

3. Scktor Perdagangan
Pertumbuhian kawasan yang terkait dengan pertumbuhan sektor perdagangan terdapat
di kecamatan seperti Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gunungsar, Kecamatan
Batulayar, Kecamatan Nannada, Kecamatan Kediri, Kecamatan dan Kota Gerung dan
Kecamatan Lembar.

4. Sektor Jasa
Pertumbuhan kota yang terkait dengan pertumbuhan sektor jasa terjadi pada
Kecamatan hierarki 11 seperti Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan
Narmada, Kecamatan Kediri, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan dan Kota Gerung

' Dari pembahasan di atas ‘terh'hat bahwa pergeseran struktur perekonomian di

Kabupaten Lombok Barat temyata lebih mengarah berkaitan dengan perkembangan sektor

jasa. Sektor jasa yang paling dominan adalah jasa pemerintahan. Jadi, pada dasarnya yang

mempengaruhi perkembangan wilayah secara umum adalah subsektor pemerintahan,
Gambaran sektor unggulan di atas adalah gambaran secara makro wilayah, yang
dapat dikatakan bisa mewakili kinerja perekonomian wilayah. Tetapi dalam konteks mikro
perkotaan, bisa saja terdapat beberapa perbedaan di antara kecamatan yang satu dengan
kecmnétan yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut, karena sfrategi pengembangan
kecamatan ini dilakukan dalam unit wilayah atau kecamatan, maka gambaran mengenai

karakteristik perekonomian kecamatan periu dibahas lebih dalam.
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4.3. Dampak Keberadaan lbukota Gerung sebagai Ibukota Baru terhadap Struktur
Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat

Perkembangan Kota Gerung dari kota kecil menuju kota yang lebih teratur dan
mapan. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan Kota Gerung yang berubah status
menjadi [bukota Kabupaten Lombok Barat, banyak dana pembangunan yang mengalir
untuk pembangunan ibukota baru ini guna penyediaan sarana prasarana dan fasiltas
pemerintahan dan pemukiman, para pecnanam modal mulai tertarik dan menginvestasikan
uangnya dengan membeli lahan di kawasan Kota Gerung, karena harga masih relatif murah
dibandingkan di Kota Mataram, lokasi Kota Gerung mudah dicapai dan tersedianya
fasilitas yang memadai, potensi alam yang tenang, hijan dan sejuk menarik untuk
membangun peruimahan dan kegiatan wisata alamiah. Dan lokasi terletak di jalur ateri
primer menghubungkan dengan kota-kota wilayah pengaruhnya dan kota-kota lain diluar
wilayah pengaruh., ‘

Dengan demikian hal tersebut meningkatkan jenjang hierarki kota mejadi
hierarki 1 menyebabkan' peluang terjadinya perubahan hierarki bagi kota-kota lainnya
sekaligus meningkatkan peran kota-kota tersebut sebagai pusat pertumbuban baru yang
mampu memberikan pelayanan pada wilayah sekitarnya. Mengingat pemindahan ibukota
belum berjalan secara maksimal maka peran dan fungsi Kota Gerung juga belum berjalan
sebagafmana mestinya. Pola yang menjadi alternatif di sini adalah diarahkan untuk
menciptakan pengembangan wilayah belakang, dan mempercepat transformasi struktur,
dari wilayah terkesan terpisah menjadi wilayah yang terintegrasi.

Secara keseluruhan terdapat empat fungsi dasar Gerung sebagai ibukota

kabupaten yang berhasil diidentifikasi dari kajian sebelumnya. Keempat fungsi dasar

| tersebut adalah sebagai berikut:

RUIETHITETTT
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1. Pelayanan Daerah Belakang. Fungsi utama kebanyakan ibukota adalah penyediaan
pelayanan bagi daerah belakangnya. Fungsi tersebut terutama adalah dalam bidang
ckonomi. Produsen di daerah perdesaan mengangkut hasil pertanian ke kota terdekat,
sementara kota menyediakan sarana dan jasa pemasaran serta faktor produksi lainnya.
Selain ekonomi, pelayanan ini juga berkaitan dengan bidang sosial dan pemerintahan,
karena umumnya pada kota-kota inilah terdapat pusat administrasi pemerintahan.

2. Perbubungan antarwilayah. Beberapa kota kecamatan memainkan peranan khusus sebagai
pusat pediubungan antarwilayah. Barang-barang yang dihasilkan di sentra produksi
dikumpulkan di tempat tersebut untuk dikirimkan ke daerah lain atau diekspor.

3. Industri pengolahan. Kota biasanya menjadi tempat untuk pengolahan (pabrik), pengolahan
babhan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Semua kota kecamatan pada dasarnya
mempunyai Kkegiatan industri pengolahan, tetapi fungsi ini biasanya lebih banyak
terkonsentrasi di sekitar kota besar.

4, Slll;pllsat permukiman. penduduk kota yang berada dekat pusat kota dapat tambuh pesat
kalau perkembangan pusat kota tersebut sudah melewati batas yang efisien. Penduduk
memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke tempat yang tidak begitu padat dan
pulang pergi ke pusat kota untuk bekerja.

Sebagai ibukota, Gerung merupakan aglomerasi perkotaan yang ‘membutuhkan
pengaturan fungsi secara éﬁsien. contohnya di dalam kenyataannya mengalami
pertumbuhan, Dalam hal ini tindakan yang perlu dilakukan adalah merubah struktur
internal kota dengan melakukan pendekatan:

1. Penﬁ51mm struktur ibukota yang dimulai dari tingkat terbawah.

2. Pengembangan pusat-pusat yang saling berkompetitif.
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3. Kebijaksanaan infrastruktur diperfukan untuk membantu mengembangkan peran
ibukota dalam melaksanakan pembangunan.

Pemindahan Ibukota Kabupaten lombok Barat ke Gerung diharapkan
menciptakan suatu struktur perwilayahan yang seiinbang. Berdasarkan hasil analisis yang
telah dilakukan mengenai perwilayahan meliputi pusat-pusat kegiatan dan sistem hierarki,
serta identifikasi sektor-sektor basis dan sektor-sektor unggulan dan dikaitkan dengan
hasil analisis wawancara langsung dengan narasumber, analisis manfaat dan beban
pemindahan ibukota kabupaten terhadap pengembangan wilayah, perlu diciptakan pusat
pengembangan wilavah baru bagi wilayah Kabupaten Lombok Barat, selain Gerung
sebagai ibukota kabupaten.

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan wilayah secara
keseluruhan, perlunya peningkatan fungsi Pelabuhan Lembar sebagai pelabuhan bongkar
muat barang dan pelayaran jasa ekonomi, sebagai pendukung diharapkan lebih mampu
berperan terutama pada sektor ekonomi (pasar) dan jasa untuk kawasan selatan dan tengah
Kabupaten Lombok Barat, karena akses lebih dekat. Melalui pola ini pergerakan yang
berorientasi ke Kota Mataram dapat diimbangi, schingga dapat terjadi keseimbangan dan
integrasi kawasan.

Pengembangan pusat baru selain Gerung dengan pengembangan hierarki ini ak:an
menandai perubahan struktur wilayah. Tujuan akhimya adalah terkonsolidasinya wilayah
Kabupaten Lombok Barat dengan Gerung sebagai ibukotanya tanpa harus melalukan
pemekaran wilayah. Pusal pertumbulian baru yang berperan sejajar dengan ibukota,

diharapkan mendukung upaya menjangkau pelayanan lokal dan regional secara lebih cepat,

efektif dan efisien.
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Langkah yang dapat ditempuh dapat melalui proses penyediaan sarana prasara
pendukung untuk menyesuaikan perubahan, dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan
pelayanan kota-kota tersebut sebagai pusat wilayah, dalam hal ini sistem transportasi
dengan semua penunjang seperti akses-akses yang mudah dijangkau (jalan). Hal ini akan
memacu produktivitas masyarakat sehingga dapat diharapkan mampu meningkatkan
produktivitas Wilayah secara umum, khususnya terkait dengan penyediaan kebutuhan
aktivitas masyarakat. Dalam hal ini peran dominan sektor pertanian dapat lebih di imbangi
dengan sektor ekonomi lainnya seperti jasa dan pariwisata sehingga terbukanya lapangan
pekerjaan yang lebih kompleks, sebagai daya tarik dari svatu kawasan.

Langkah sclanjutnya pada akhirnya akan memberikan peluang bagi kota-kota
kecil di wilayah Kabupaten Lombok Barat untuk lebilr berkembang. Pengembangan kota-
kota ini memang tidak diarahkan untuk menyaingi Kota Gerung, namun lebih diarahkan
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam lingkup tertentu sesuai dengan peran

masing-masing. Dalam hal ini bagaimana tidak terjadinya kesenjangan dalam pelayanan

publik sehingga struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat terintegrasi. Peran

Gerung sebagai ibukota dituntut mampu memberi kontribusi bagi wilayah pengaruhnya
dengan peran utama pada pro@uk jasa pemerintahan. Untuk itu Gerung harus mampu
meningkatkan fungsinya sebagai pusat pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
sebagaimana fungsi-fungsi ibukota fainnya di Indonesia.

Untuk wilayah yang tidak berkembang, karena keterbatasan akses dan
sumberdaya baik alam maupun manusia, diarahkan untuk berorientasi menggali potensi
lain yang memungkinkan dengan investasi sarana prasarana pendukung baik di kawasan
terscblllt atau disekitarnya yang mendukung tujuan tersebut. Dengan membagi kawasan

sesuai dengan potensi di wilayahnya
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4.4. Analisis Manfaat dan Beban Pemindahan Ibuketa Kabupaten

Dari berbagai infomasi narasumber serta hasil analisis dengan menggunakan '

metode PHA (Proses Hierarki Analitik) memperlihatkan pemindahan ibukota kabupaten

ke Gerung berdampak positif maupun negatif. Metode ini dipakai untuk menjawab dua

sasaran penelitian antara lain menganalisa manfaat dan beban pemindahan ibukota ke
Gerung dan mengidentifikasi ~ dampak pemindahan ibukota kabupaten terhadap

pengembangan wilayah.

4.4.1. Manfaat Dan Beban Pemindahan Ibukota Kabupaten

4.4.1.1. Hasil Penilaian Alternatif Manfaat dan Beban Pemindahan Ibukota
Kabupaten .

Hasil penilaian diperoleh dari perhitungan nilai perbandingan berpasangan dengan
skala 1-9 dari setiap kreteria utama, subkreteria dan alternatif. Nilai perbandingan ini
respresentasi dari persepsi narasumber diperoleh jawaban yang dapat dipertanggung
jawabkan dilihat dari nilai indeks konsistensinya, dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 1V.11

MANFAAT DAN BEBAN SETIAP ALTERNATIF
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN

Alteratif ' Manfaat | Beban | Perbandingan | Keterangan
Pemantapan Peran dan 0268 | 0245 1.003 Tidak Terpilih
Fungsi Ibukota

Penataan Keruangan 0.570 0.545 1.045 Terpillih
Wilayah

Pemekaran Daerah 0.165 0.210 0.785 Tidak terpilih

Sumber Hasil Analisis
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?erbandingan antara nilai kepuasan alternatif terpilih dengan keadaan eksisting
adalah manfaat dan beban sama, artinya nilai perbandingan antara manfaat dan beban sama
dengan satu, dengan demikian ada tiga kemungkinan yang terjadi .

1. Nilai perbandingan >1 berati altematif terpilih lebih baik dibandingkan dengan keadaan
sekarang

2. Nilai perbandingan <! berarti alternatif terpilih tidak lebih baik dibandingkan keadaan
sekarang '

3. Nilai perbandingan = 1 berarti altematif terpilih sama dengan keadaan sekarang

Dari hasil penilaian manfaat dan beban menunjukan alternatif yang menunjukan
manfaat terbesar adalah alternatif [I yaitu penataan keruangan wilayah melalui
memantapkan fungsi kota-kota keduna déngan nilai manfaat 0.570 dan beban 0.545. Dari
hasil penilaian perbandingan manfaat dan beban pemindahan ibukota kabupaten juga
menunjukan bahwa alternatif ke 11 mempunyai nilai terbesar dengan bobot nilai 1.045.
Artinya bahwa alternatif 11 memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan beban,
sedangkan untuk alternatif 1, masih memberikan manfaat yang lebih besar dari beban
namun masik berada dibawah alternatif [1, sedangkan alternatif III, sebaliknya beban dari
pemindahan ibukota lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ini menggambarkan bahwa
keadaan struktur perwilayahan saat ini kurang bisa mengakomodasi wilayah pengarulinya
sehingga ada wilayah-wilayah tertentu merasa kurang terlayani (terutama untuk wilayah
utara), selain karena kurang memadainya fasilitas juga akses yang menghubungi wilayah
(sarana-prasarana transportasi). Oleh sebab itu perlu suatu struktur perwilayahan yang
dapat mengatasi permasalahan/beban yang ditimbulkan akibat dari pemindahan ibukota

kabupaten ke Gerung. Menjawab dari pertanyaan tersebut, dengan terpilihnya alternatif }I,

struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat diarahkan dengan penataan keruangan

wilayah melalui memantapkan fungsi kota-kota kedua, yang dapat berperan dan berfungsi
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layaknya Gerung sehingga seluruh wilayah terintegrasi dan memantapkan Gerung sebagai
ibukota dengan peningkatan pelayanan dengan penambahan sarana-prasara serta akses

yang dapat dengan mudah dijangkau dari seluruh wilayah pengaruhnya.

L

4.4.1.2. Hasil Penilaian ’Manfaat dan Beban dari setiap Bidang Penelifian

Untuk melengkapi hasil penelitian, dibahas mengenai manfaat dan beban alternatif
pada bidang penilaian antara lain : pemerintahan., pembangunan dan kemasyarakatan.
Hasil dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL IV.12

MANFAAT DAN BEBAN SETIAP BIDANG PENELITIAN
PEMINDAHAN 1BUKOTA KABUPATEN

Bidang Manfaat Beban Perbandingan
Pemerintahan 0.437 0310 1.009
Pembangunan 0.472 0.396 1.191
Kemasyarakatan 0.091 0.294 0.309

Sumber Hasil Anafisis 2004

.Perkembangan_ suatu wilayah tentunya membawa akibat atau dampak atau
pengaruhy, terutama pada l'lingSi utama kota sebagai ibukota kabupaten. Dampak dalam hal
ini adalah manfaat dan beban yang dapat diperoleh atau digunakan untuk menunjang
fungsi kota sebagai ibukota kabupaten, terdiri dari tiga bidang yaitu:

1. Pemerintahan,
Hasil dari analisis manfaat pemindahan ibukota kabupaten dalam bidang pemerintahan
menduduki prioritas ke dua dengan nilai akhir 0.437. Dapat dikatakan pemindahan
ibukota kabupaten, berarti mengakibatkan status dan kedudukan menjadi jelas dan
meningkat, yaitu sebagai ibukota kabupaten, Gerung kapasitasnya dapat mempengaruhi

suat kota secara internal dan keseluruhan wilayah administrasi dari kabupaten itu
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3

sendiri secara ekslernal, kelerkaitan dengan aspek kelembagaan yang menyangkut
fungsi dan peran Gerung sebagai pusat pemerintahan. Struktur kelembagaan dari pusat
pemerintah daerah hingga daerah pengaruhnya harus mampu menjangkau wilayah
administrasinya, ini memenyangkul manajemment pemerintahan baik dalam
menyediakan sarana dan prasarana fisik ataupun sumberdaya manusia dalam hal ini
para apartur pemerintahan. Sedangkan  beban pemindahan ibukota bidang
pemerintahan menduduki priofitas ke dua dengan nilai akhir 0.310, dapat dikatakan
beban pemindahan termasuk besar mengingat adanya suatu wilayah baru yang harus
dikelola dan dibangun. Kajtannya disini dengan penyediaan fasilitas perkantoran dan
sarana prasarana pendukung sehingga peran dan fungsi Gerung sebagai ibukota.
Namun dari hasil perbandingan dapat dilihat bahwa manfaat yang diperoleh dari

pemi_ndahaﬂ ibukota lebih besar dibandingkan beban.

. Pembangunan,

Dengan adanya pemindahan ibukota kabupaten otomatis berdampak langsung dalam
pembangunan daerah, Ini menempatkan bidang pembangunan merupakan prioritas
utama, dengan hasil penilaian sebesar 0.472. Manfaat yang dapat diperolch pemerintah
dapat merencanakan pembangunan dengan jebih terintegrasi sesuai dengan keardaan
eksisting wilayah, untuk melaksanakan pembangunan, yang sangat dipengaruhi oleh
aspek fisik kervangan dan aspek ckonomi sebagai penunjang mengakibatkan
perubahan fisik keruangan wilayah baik itu Gerung yang merupakan ibukota kabupaten
dan perwilayahan Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan, sehingga fungsi
Gerung dapat mendorong dan mengarahkan perkembangan kota dan wilayah

sekitarnya. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan,

manfaat yang diterima untuk memperlancar peran Gerung sebagai pusat pemerintahan
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baru. Untuk ‘beban pemindahan ibukota tampak pada bidang pembangunan dengan
nilai beban sebesar 0.396. Pembangunan dimanapun merupakan suatu beban besar
karena menyakut pendanaan. Terlebih lagi dalam pelaksanaan pembangunan suatu
wilayah, nilai dana yang dibutuhkan tidak sedikit, sedangkan pendapatan daerah
terbatas. Hasil perbandingan manfaat dan beban diperoleh manfaat lebih besar
dibandingkan beban, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat
mengatur wilayahnya.

Kemasyarakatan,

Dalam bidang kemasyarakatan ini memberi dampak manfaat bagi perkembangf;n
kependudukan, disamping itu karena fasilitas sosial terjadinya mobilitas penduduk
masuk ke wilayah ibukota kabupaten. Terutama dalam pemberian pelayanan publik.
Dalam hal ilﬁ keterkaitannya dengan aspek sosial dan kependudukan. Bidang ini
menduduki prioritas terakhil‘f, dianggap tidak mempengaruhi secara langsung, hanya
menjadi akibat dari keberadaan dari bidang pemerintahan dan bidang pembangunan.
Sedangkan. untuk bidang ini menempéti posisi pada beban terendah. Dengan hasil
analisis sebesar 0.294. Namun disini Beban lebih besar dibandingkan manfaat,
gambaran ini menunjukan bidang kemasyarakan merupakan beban terkecil dalam
konteks pemindahan ibukota kabupaten. Hal ini dikarenakan bidang pemerintahan dan
pembangunan yang menel‘ltukan sedangkan bidang kemasyarakatan ini menjadi akibat

dari keberadaan bidang lainnya.
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4.4.1.3. Hasil Penilaian Manfaat dan Beban pada Tingkat Kebijakan

A. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh atau digunakan untuk menunjang fungsi kota
sebagai ibukota kabupaten, berdasarkan sembilan kebijakan yang dikelompokan dalam
aspek fisik keruangan, aspek sosial dan kependudukan, aspek ekonomi dan aspek

kelembagaan, seperti terlihat dalam tabel berikut :

TABEL IV.13
ALTERNATIF MANFAAT PEMINDAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEBIJAKAN ALTERNATIF ¥ ALTERNATIF It ALTERNATIF III
PLEMANTAPAN PENATAAN WILAYAH PEMEKARAN DAERAH
AQ : 0.060 0.126 0.015
Al 0.043 0.023 0.059
A2 0.026 0.067 : 0.018
A3 0.075 0.123 0.017
A4 0.020 0.126 0.006
AS 0.016 0.072 0.015
Ab 0.012 0.039 0.018
A7 0.016 0.019 0.017
Total 0.268 0.570 0.165
Keterangan
AQ Konsentrasi perkantoran
Al Peningkatan kemampuan aparatur
A2 | Fifisiensi dan efektivitas tugas pengelolaan pembangunan
A3 l’cn;,cmlmng,m w1layah sckitarhya
M Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, stnergis perenc. pembangunan
AS Peningkatan penerimaan pembiayaan pembangunan
Ab Peningkatan pelayanan masyarakat
A7 Peningkatan kemandirian ekonomi

Sumber Hasil Analisis

‘Dapat dilihat dari kebijakan yang muncul, terdiri atas empat aspek dan kemudian
dijabarkan menjadi kreteria temuan studi. Aspek fisik keruangan terdiri atas dua
kreteria manfaat, sosial dan kependudukan terdiri atas satu kreteria , ekonomi terdin atas

dua kreteria, administrasi kelembagaan tiga kreteria. Dapat dilihat sebagai berikut :




137

1. Aspek Fisik Keruangan

Manfaat pemindahan ibukota, terkait dengan kondisi fisik dasar dan keruangan.

Keruangan yang dimaksud adalah pemanfaatan ruang, penataan dan hal-hal 'yang

terkait dengan upaya pengembangan wilayah Kabuﬁaten Lombok Barat.

e Pengembangan kota dan wilayah sekitarnya manfaat yang diterima untuk mendorong
dan mengarahkan perkembangan kota dan wilayah sekitarnya, terutama
pengembangan potensi ekonomi dan potensi penduduk kota dan wilayah
sekitarnya. Dari hasil analisis kreteria ini menduduki prioritas tertinggt di bidang
pembangunan dengan nilai 0.215 dan dibandingkan kreteria dibidang lain kreteria
ini juga menduduki. prioritas utama. Ini dimungkinkan sebagai pusat baru untuk
peﬁgembangan wilayah Kabupaten Lombok Barat, pembangunan Kota Gerung
sebagai tlﬁuan utama jangka panjang yang ingin dicapai, karena pertimbangan
karateristik fisik wilayah, selama ini belum ada wilayaﬁ sebagai pusat magnet
pertumbuhan, untuk itu Gerung diarahkan untuk menjadi  pusat baru unfuk
membuka dan mengembangkan potensi wilayah.

« Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan, manfaat
yang diterima untuk memperlancar tugas dalam bidang perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan, terutama dikaitkan dengan penataan ruax;g,
perbaikan kualitas lingkungan, dan pembangunan fasilitas pelayanan umum yang
juga merupakan kreteria dari bidang pembangunan yang mt“—:rupakan aspek dari fisik |
keruangan dari hasil analisis narasumber dan responden mendapatkan nilai 0.152.

Pemindahan ibukota kabupaten ke Gerung merupakan salah satu bagian penataan

ruang wilayah. Selain itu keterkaitannya dengan penataan sistem kotakota dan
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jangkauan pelayanan lerhadap wilayah-wilayah belakang dalam menciptakan ruang
yang terintegrasi bagi pengembangan wilayah

2. Aspek Sosial dan Kependudukan

e Peningkatan pelayanan masyarakat. Manfaat yang diterima masyarakat melalui
peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan aparatur dan pelayanan fasilitas dan
utilitas. Kreteria ini menduduki prioritas terendah dibidangnya dengan nilai 0.009.
Dianggap kurang mempengaruhi, menurut narasumber dan responden karateristik
wilayalh Kabupaten Lombok Barat yang terbentang dari utara hingga selatan Pulau
Lombok tidak mempengaruhi kesenjangan wilayah bila dilakuakan koordinasi
secara tepat dan dengan meningkatnya status Gerung menjadi ibukota kabupaten
akan membawa banyak dampak seperti mempercepat modernisasi masyarakat
sehingga mampu membawa masyarakat keluar dari isolasi budaya

e Peningatan  kemandirian ekonomi. Dibidang kemasyarakatan merupékan priori‘ﬁ;s
pertama dengan nilai 0.052, Manfaat yang diterima memungkinkan mendorong
partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan serta pengembangan ekonomi
sehingpa diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja. Memacu peningkatan
ekonomi masyarakat dz;_n pendapatan asli daerah (PAD). Membuka peluang
pengembagan wilgyah. Selain itu keberadaan ibukota menciptakan pemasuklan dari
sektor ﬁerkotaan berupa pajak, retribusi, dan lainnya.

3. Aspek Ekonomi

e Peningkatan penerimaan pembiayaan pembangunan .Dibidang pembangunan
‘merupakan prioritas terakhir dengan nilai 0.105. Dikarenakan manfaat yang
diterima karena peluaﬁg bagi peningkatan penerimaan pembiayaan pembangunan,

baik yang berasal dari dana perimbangan maupun yang berasal dari potensi
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keuangan, mendorong perubahan struktur perekonomian kawasan (akzivitas),
namun untuk jangka pendek masih belum terlihat dampaknya, ini merupakan
tujuan jangka panjang dengan berkembangnya Gerung sebagai pusat
pemerintahan, struktur perekonomian yang didominasi oleh aktivitas pertanian,
diharapkan akan berkembang seiring perkembangan aktivitas jasa perkotaan untuk
menciptlakau wajah kota yang sebenarnya.

4. Aspek Administrasi Kelembagaan

o Konsentrasi perkantoran. Manfaat yang diterima karena memungkinkan pembentukan
kantor pengelola dan instansi lainnya. Kepastian pusat lokasi pemerintahan, sesuai
dengan kebutuhan Kabupaten Lombok Barat. Disini merupakan priorifas utama
dalam bidang pemerintahan dengan nilai 0.204. Mengingat sebagai ibukota baru
harus memiliki sarana dan prasara yang menunjang. Untuk itu kreteria ini menjadi
hal yang terpenting. Sehingga fungsi ibukota dapat berjalan secara optimal.
Ketersediaan perkantoran bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

 Peningkatan kemamﬁuan aparatur, Manfaat yang diterima karena terbukanya peluang
bagi pengembangan kemampuan manajerial dan teknis aparatur. Diprioritaskan
setelah kosentrasi perkantoran, dengan nilai 0.123. Ini berkaitan dengan
sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia dalam peranannya sebagai subyek
pembangunan, sehingga perlunya meningkatkan tingkat pendidikan dari
masyarakat.

o Efisiensi dan efektifitas tugas pengelolaan pembangunan. Manfaat yang diterima -
karena akan memperlancar tugas-tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan. Dalam bidang pemerintahan mendapatkan hasil sebagai
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prioritas terakhir dengan nilai 0.111. Kreteria ini akan terpenuhi apabila kreteria

sebelumuya juga sudah terpenuhi. Ini menjelakan bahwa antar kreteria yang satu

dengan yang lain saling berhubungan. Sehingga tidak bisa diabaikan karena

merupakan hasil sebab akibat dari bidang pemerintahan tersebut.

B. Beban

Dari hasil perhitungan analisis terhadap beban pemindahan Ibukota Kabupaten

Lombok Barat, dari sepuluh kriteria yang dikelompokan dalam aspek fisik keruvangan,

aspek sosial dan kependudukan, aspek ekonomi dan aspek kelembagaan, dapat dilibat

hasilnya dalam tabel berikut ini :

TABEL IV.14

ALTERNATIF BEBAN PEMINDAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

KRETERIA ALTERNATIFI ALTERNATIF II ALTERNATIF II
PEMANTAPAN PENATAAN WILAYAH PENEKARAN DAERAH
B0 0.010 0.013 0.008
Bl 0.009 0,011 0.007
B2 0.036 0.046 0.029
B3 0.034 0.078 0.030
B34 0.013 (030 0011
B3 0.059 0.136 0.052
B6 0.023 0.052 0.020
B7 0.016 (037 0.014
B4 £.008 0.019 (.005
B9 0.037 0.123 0.034
Total 0.245 0.545 0.210
Keterangan

B0 Rasio personil dengan masyarakat

B! Beban tugas apacat keamanan

B2 Tingkat dukungan partisipasi masyarakat

B3 Aparat pemerintah

B4 Mala pencaharian

B5 PADS

B6 RTRW

B7 Hubungan fungsional antar dagah-kota

B8 Kepadatan penduduk perkotaan

B9 Tingkat pendidikan

Sumber Hasil Analisis
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Bagian beban terdiri alas empat aspek dan kemudian dijabarkan menjadi  kreteria
temuan studi. Aspek fisik keruangan terdiri atas dua kreteria manfaat, sosial dan
kependudukan terdiri atas dua kreteria, ekonomi terdiri atas dua kreteria, administrasi

kelembagaan terdii alas dua kreteria

i

1. Aspek Fisik Keruangan

e Hubungan fungsional antar daeah-kota. Beban keuangan akibat struktur ekonomi
memberi dampak pada perkembangan wilayah. Penyedian sarana dan prasarana
merupakan kebutuhan dasar pembangunan Kota Gerung. Pembangunan sarana
prasarana khususnya trasportasi sangat dibutuhkan saat ini. Tingginya pengadaan
sarana prasarana ini merupakan beban bagi pemerintah daerah. Dari hasil analisis
dalam bidan.g 'kemasyarakat'ml kreteria ini menempati urutan ke dua dengan milai
sebesar 0.067. Ini berhubungan dengan kemudahan untuk mencapat ibukota

" kabupaten dalam menyelesaikan kegiatan baik dalam sektor formal maupun non
formal. Namun biaya pembangunan fisik sangatlah besar, mengingat keberadaan dari
Gerung hal ini haruslah diperoleh jalan keluarnya.

s RTRW., Beban keterbatassan lahan dimasa datang mengakibatkan harga lahan tinggi.
Beban bagi pemerintah daerah untuk membuat perencanaan yang matang dan akurat
yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi wilayah eksisting. Produk perencanaan
ini harus menjadi pegangan pemerintah dalam melakukan pembangunan sehingga

lercipta suatu perencanaan yang, terintegrasi. Kreteria beban ini menunjukan prioritas
L}

yang penting dengan nilai sebesar 0.094. Dengan adanya perubahan struktur

perwilayahan, mengakibatkan perubahan peruntukan lahan, sehingga nilai lahan akan

dipengaruhi, dalam perencanaan wilayah ini pula yang mempengaruthi - struktur

perwilayahan, contohnya harga tanah semula tidak terlalu tinggi di Gerung dengan
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4

perubahan fungsi tersebut menyebabkan nilai tanah di wilayah Gerung menjadi
tinggi.

2. Aspek Sosial dan Kependudukan

o Képadatan penduduk perkotaan. Beban yang ditanggung tenaga kerja ahli mencari
kerja diluar daerah, aki‘bat kesempatan kerja yang ada sedikit. Ini dikaitkan dengan
aktivitas ekonomi yang berbasis pertanian, sehingga untuk menciptakan lapangan
pekerjaan yang dibutubkan oleh tenaga kerja kurang memadai. Semakin
meningkatnya status suatu wilayah kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat,
berkaitan dengan dominasi sektor pertanian masih besar, mengakibatkan dalam
Ijangka pendek ketersediaan lapangan pekerjaan masih sempit sedangkan mobilitas
dan jumlah penduduk setiap tahun semakin meningkat. Ini beban buat pemerintah
daerah untuk merubah dominasi sektor pertanian dengan menciptakan bentuk-
bentuk lapangan pekerjaan baru. Namun kreteria ini di bidang kemasyarakatan
menunjukan hasil terendah sebesar 0.032. Mengingat wilayah Kabupaten Lombok
Barat masih memiliki potensi-potensi dibidang lain.

e Tingkat pendidikan. Beban yang .ditanggung, rendahnya tingkat pendidikan
berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas yang mendukung. Ini beban terberat
dalam bidang pemerintahan sebesar 0.195, mengingat dari tingkat pendidikan
magyarakatnya yang masuih berpendidikan rendah. Untuk itu didalam bidang
kemasyarakatan merupakan prioritas pertama yang harus dipertimbangkan untuk
menunjang pembangunan daerah.

3. Aspek Ekonomi
e Mata pencaharian. Beban akibat meningkatnya jumlah penduduk sehingga membawa

tekanan terhadap lapangan kerja dan fasilitas dan utilitas kota. Jenis mata
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pencaharian yang terbatas sedagkan jumlah penduduk meningkat, menempatkan
kreteria ini berada didalam bidang pembangunan, karena pembangunan daerah
dipengaruhi oleh sektor ekonomi wilayah, dari hasil analisis tidak menempatkan
sebagai prioritas utama, karena hal ini masih bisa diciptakan dengan adanya potensi
dari wilayah, sehingga hasil dari penilaian terhadap responden dan narasumber
sebesar 0.054
e PAD. Beban yang diakibatkan perubahan dan penataan kembali wilayah sehingga
membawa konsekuensi terhadap pembiayém pembangunan. Kreteria ini merupakan
kreteria tertinggi dalam beban pemindahan ibukota kabupaten dibidang
pembangunan dan bidang lainnya. Merupakan kreteria dengan prioritas utama
dengan niali 0.243. Pembangunan merupakan dasar dari terbentuknya suatu kota
ataupun wilayah. Untuk 'itu perlu dana yang tidak sedikit. Pendapatan Anggaran
Daerah tidak mampu untuk menutupi biaya pembangunan
4. Aspek Administrasi Kelembagaan
« Penyiapan aparatur pengelola pembangunan. Rasio personil dengan masyarakat.
Beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah untuk mempersiapkan biaya, sulit
. membentuk tenaga tetap. Beban pemindahan sebesar 0.031 merupakan beban
prioritas terkecil di dalam bidang pemerintahan. Mengingat dengan pemindahan
ibukota kabupaten, dapat merekut aparatur pengelola pembangunan sesuai dengan
kebutuhan dari pemerintah daerah.
e Beban tugas aparat keamanan. Beban kerja yang meningkat sebagai konsekuensi
ibukota baru, akibat struktur wilayah Namun menurut hasil analisis tidak terlaiu
" mempengaruhi dibandingkan kreteria yang lain denga nilai 0.026, sekalipun ada

sebagian masyarakat terutama dibagian utara merasa adanya ketidak seimbangan
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pembangunan. Dilihat dari letak geografis wilayah sehingga hal ini juga termasuk
beban bagi pemerintah daerah bagaimana cara merangkul semua wilayah
administrasinya sehingga masyarakat ‘merasa aman, tentram dan damai dalam

melaksanakan aktivitas yang menunjang pembangunan itu sendiri.

e Tingkat dukungan partisipasi masyarakat. Beban akibat pemindahan struktur

organisasi dan tata laksana sehingga memerlukan penataan kembali perangkat
kelembagaan yang ada secara keseluruhan, merupakan salah satu prioritas yang
penting, ini dapat dilihat dari perolehan nilai sebesar 0.111. Sebagai dampak dari
pemindahan, pemerintah daeralt harus bebenah diri. Ini beban berat bagai
pemerir;mh daerah. Untuk itu agar tujuan dari pembangunan tercapai, harus ada
dukungan dari masyarakatnya seﬁdin’. Terlebih lagi disini dukungan masyarakat

yang berdomisili di witayah bagian utara. Untuk itu pemerintah harus berpikir keras

"dan harus mampu menunjang ketersediaan fasilitas yang terbatas dengan

peningkatan jumlah dan jenis fasilitas bak sarana dan prasarana di daerah yang

masih terbatas. Ini beban bagi pemerintah sehubungan dengan pendanaan.

 Aparat pemerintah. Beban kesadaran politik masyarakat berbeda, pembentukan kader

susah . Di dalam suatu pemerintahan peran politik masih berpengaruh, dilihat dari

hasil analisis dengan angka 0.147, ini menunjukan prioritas dari kreteria ini yang

tertinggi. Dan ini merukan beban besar bag pemerintahan daerah. Seperti halnya

pencmpatan lokasi ibukota kabupaten sarat dengan pengaruh politik di daerah.

4.4.2. Perbandingan Alternatif Terpilih dengan Kondisi Eksisting

Berdasarkan hasil pembahasan terlihat alternatif terpilih adalah penataan ruang

wilayah melalui pemantapan fungsi kota-kota kedua. Hal ini secara realita struktur

T
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perwilayahan Kabupaten Lombok Barat yang memiliki struktur perwilayahan
memanjang dari utara ke selatan, dengan posisi ibukota kabupaten agak ke selatan, untuk
menghindari terjadinya gap antarkecamatan, untuk itu perlu meningkatkan peran kota-
kota kedua yany berada baik dibagian utara dan tengah, yang dapat berperan layaknya
Gerung sebagai ibukota, untuk menjadi perpanjangan dari ibukota dalam memberikan
pelayanan terhadap wilayah pengaruhnya.

Dari analisis manfaat dan beban pemindahan ibukota kabupaten dapat ditarik
kesimpulan kriteria yang mempengaruhi teridentifikasi dapat dilihat dalam tabel IV.15.
Kriteria ini mempall(an kecendrungan manfaat dan beban pemindahan ibukota kabupaten

terhadap struktur perwilayahan.

TABEL IV.15
KRITERIA MANFAAT DAN BEBAN PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN
LOMBOK BARAT
MANFAAT Bobot BEBAN Bobot
Prioritas Prioritas
Konsentrasi perkantoran 0.204 Rasio personil dengan 0.031
masyarakat
Peningkatan kemampuan aparatur | 0.125 | Beban tugas aparat keamanan 0.026
Efisiensi dan elektivitas tugas | 0.111 Tingkat dukungan partisipasi 0.111
pengelolaan pembangunan masyarakat
Pengembangan wilayah 0.215 Aparat pemerintah 0.142
sekitarnya
Koordinasi, integrasi, 0.152 Mata pencaharian 0.054
sinkronisasi, ~ sinergis  perenc.
pembangunan
Lanjutan Tabel 1V.17
Peningkatan penerimaan Q.105 PAD 0.248
pembiayaan pembangunan
Peningkatan pelayanan 0.039 RTRW 0.094
masyarakal ‘
Peningkatan kemandirian 0.052 Hubungan  fungsional  antar 0.067
ekonomi : daeah-kota
Kepadatan penduduk perkotaan 0.032
' ' Tingkat pendidikan 0.135
Jumlah 1.000 Junilah 1.600

Stuniber Hasil Analisis
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Manfaat yang diperoleh menunjukan lebih diarahkan untuk lebih mengembangkan
potensi wilayah bagian utara (khususnya) dan selatan Kabupaten Lombok Barat dengan
penataan keruangan wilayah melalui pemantapan fungsi kota-kota kedua.Ini merupakan
suatu indikasi dari potensi wilayah yang cukup besar, belum dikembangkan.

Beban yang paling berat akibat dari pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok
Barat adalah dalam investasi dan pembiayaan pembangunan, Membaca dari dampak
pemindahan ini, pemindahan ibukota kabupaten mérupakan suatu upaya kebijakan dari
Pemda Kabupaten Lombok Barat yang cukup strategis walaupun menjadi beban dari
Pemda Kabupaten Lombok Barat sendiri. Untuk jangka pendek, pemindahan ibukota
kabupaten ini merupakan beban, datam hal ini investasi dan pengadaan sarana prasarana.
Namun dilihat dalam jangka panjang, pemindahan ini memberi dampak manfaat
dibandingkan beban, mengingat dengan adanya pemindahan menciptakan iklim yang
kondusif tercapainya pemerataan pengembangan wilayah di Kabupaten Lombok Barat.
Kebijakan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, khususnya masyarakat Kabupaten

Lombok Barat

4.4.3. Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat dengan Alternatif Terpilih
(PHA) '

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, maka pengelompokan kecamatan-
kecamatan di Kabupaten Lombok Barat menurut fungsinya. Karakteristik kegiatan dari
masing-masing fungsi kota tersebut adalah sebagai berikut ini.

1. Kawasan perkotaan yang mempunyai potensi sebagai pintn gerbang ke kawasan-
kawasan regional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya. Dalam

hal ini yang termasuk adalah Kecamatan Lembar dengan Pelabuhan Lembarnya
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sebagai pintu gerbang, Kecamatan Narmada dan Kecamatan Kediri sebagai kecamatan
yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Tengah , sebagai wilayah transit
dari Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur serta dari wilayah-wilayah di
Pulau Sumbawa yang memilik kepentingan baik ke wilayah Lombok Barat ataupun
Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan
. Pusat pengolahan dan atau pengumpul barang untuk beberapa kecamatan baik yang
teta;i berorientasi kepada pertanian maupun kepada nonpertanian. Dalam kreteria imi
hampir semua kecamatan memiliki, Kecamatan Lembar sebagai pusat perdagangan dan
industri untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat, terutama untuk wilayah Kecamatan :
Sekotong Tengah, Gerung, Labuapi, Kediri dan Kuripan. Kecamatan Narmada sebagai
pusat perdagangan wilayah tengah, terutama wntuk wilayah Kecamatan : Gunungsari,
Lingsar dan Kediri dan Tanjung untuk wilayah selatan, untuk wilayah Kecamatan :
Banilayar, Pemenang, Gangga , Kayangan dan Bayan
. Simpul transportasi, pusat jasa pemerintahan, dan pusat jasa-jasa publik yang lainnya
untuk melayani kegiatan internasional, nasional dan kabupaten serta untuk beberapa
kecamatan. Disini Peran Gerung scbagai ibukota kabupaten terhadap wilayah
pengﬁrulmya.

Berdas;lrkaﬁ hal-hal tersebut, struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat

diarahkan terdiri dari satu Wilayah Pembangunan (WP) yang didukung oleh beberapa Sub

Wilayal Pembangunan (SWP). Masing-masing Sub WP didukung oleh beberapa Satuan

Kawasan Pembangunan (SKP). Arahan struktur ini diambil berdasarkan :

1. Kesamaan karateristik wilayah, jangkauan pelayanan, jarak serta interaksi keruangan,

terbagi tiga sub wilayah pembangunan yaitu sub wilayah pembangunan : utara, tengah

dan selatan.
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2. Kesamaan potensi wilayah, sektor basis dan pergerakan perekonomian wilayah. Hal ini

yang dikel'nbangkan adalah industri yang mengolah prbduk pertanian wilayah
belakang.

. Hasil proses hierarki analitik, persepsi dari narasumber, baik pemerintah, swasta dan
masyarakat yang terlibat dan merasakan langsung dengan adanya pemindahan Ibukota
Kabupaten Lombok Barat, dimana terpilin adalah altematif II, yaitu penataan
keruangan wilayah melalui pemantapan fungsi-fingsi kota kedva. Seperti (telah
dibahas, karateristik wilayah Kabupaten Lombok Barat memanjang dari utara ke
selatan dan ibukota berada di bagian selatan, mengakibatkan wilayah utara merasa
adanya kesenjangan akibat pemindahan tersebut. Untuk itu perlunya suatu persamaan
persepsi dalam arahan struktur perwilayahan sehingga akan tercapai kesepakatan
bersama dimana semua pihak terakomodasi kebutuhannya, gap yang terjadi dapat
terhindari.

. Hasil analisis hierarki dan jangakauan pelayanan, terbagi atas tiga kelas dengan
masing-masing rentang kendali/jangkauan pelayanan. Yang mana dikatakan hierarki ],
Kota Gerung, Hicrarki 11, dipilih dari wilayah yang memiliki karater yang dapat
berperan seperti halnya Kota Gerung dengan fasilitas wilayah yang ada mampu
mengantipasi kesenjangan wilayah akibat dari karateristik wilayah Kabupaten Lombok
Barat, dalam hal ini Kecamatan Tanjung untuk sub wilayah pembangunan utara
meliputi satuan kawasan pembangunan yaitu Kecamatan : Pemenang, Gangga,
kayangan dan Bayan, Kecamatan Narmada untuk sub wilayah pembangunan tengah

meliputi satuan kawasan pembangunan yaitu Kecamatan : Batulayar, Gunungsari,

Lingsar, Kediri dan Kuripan dan Kota Gerung sendiri untuk sub wilayah pembangunan
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selatan me]ipuﬁ satuan kawasan pembangunan yaitu Kecamatan : Labuapi, Lembar dan
Sekotong Tengah dan juga sebagai pusat wilayah pembangunan.

Pada dasamnya konsep- arahan ini mempergunakan pertimbangan-pertimbangan
dasar sebagai berikut: kebijakan yang mempengaruhi ketenagakerjaan. Kaitannya dalam
hat ini laju ;l)ertumbuhan tidak merata diseluruh wilayah pengaruh kabupaten, dan
ketersediaan lapangan pekerjaan berdasarkan potensi wilayah, homogen. Untuk hal
tersebut perlu menciptakan struktur perekonomian wilayah dari potensi yang ada untuk
saling terintegrasi satu dengan yang lain. Kebijakan yang cenderung kepada penataan
komposisi sektoral tenaga l;erja (titik berat pada keseimbangan antara industri dan
pertanian). Kebijakan yang memberi dampak langsung pada Iangk_ah desentarlisasi.

Faktor-faktor tersebut merupakan dasar dari kajian dalam pembagiaﬁ fungsi
wilayalh pengembangan dan juga didasarkan pada sistem hierarki, aksebilitas dan
- intertkoneksi. Untuk lebih menjelaskan struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat
dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pusat Wilayah Pembangunan (Pusat WPP)
Pusat Wilayah Pembangunan atau Satuan Wilayah Pengembangan Inti berpusat di Kota
Gerung, sifatnya homogen dan strategis serta dipisahkan dengan fungsi yang diemban
sebagai berikul :
» Kawasan pusat pelayanan administrasi (civic center )
e Kawasan pusat pelayanan jasa dan perdagangan '
e Kawasan pusat pelayanan jasa dan pergudangan

b. Pusat Sub Wilayah Pembangunan (Pusat Sub WPP)

Sub Witayah Pembangunan dapat difungsikan sebagai kawasan penyangga pertumbuhan

pusat WPP, yang meliputi :




150

* Sub WPP Utara yang berpusat di Kecamatan Tanjung
Terdiri dan Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan, Kecamatan Gangga,
Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung
Diarahkan untuk mengemban fungsi sebagai berikut : pengembangan pariwisata,
pengembangan perkebunan, pengembangnan konversi alam
e Sub WPP Tengah yang berpusat di Kecamatan Narmada
Terdiri dari Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada,
Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Labuapi
Diarahkan untuk mengemban fungsi sebagai berikut : pengembangan pertanian
tanaman pangan, pengembangan pariwisata, pelayanan jasa, pengembangan
perternakan
e  Sub WPP Selatan yang berpusat di Kota Gerung
Terdiri dari Kecamatan Sckotong, Kecamatan Lembar dan Kecamatan Gerung
Diarahkan' ontuk mengemban fungsi, scbagai berikut : pengemban jasa distribusi,
industri kecil, konversi alam
Kecamatan ini terpilih disebabkan memiliki potensi yang tinggi untuk melayani
dua kepentingan yaity: dalam integrasi wilayah regional dan wilayah belakang-nya.
Perumusan arahan ini dilakukan dalam jangka pendek dan menengal. Munculnya pusat
pengembangan baru akan memainkan peran penting dalam penentuan strategi. Pusat
pengembangan baru yang paling mungkin kecamatan-kecamatan hierarki 1I yang dalam
kenyataanya telah berkembang dengan pesat dan mampu menjadi pusat pelayanan bagi

wilayah di sekitarnya. Dengan demikian diharapkan kesenjangann wilayah semakin kecil,

sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan antarwilayah.
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: BAB YV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kcsimpulan

Karakteristik Kabupéten Lombok Barat secara sosio-geografis terbugi dala doa
bagian kawasan berbeda yaitu kawasan bagian utara dan kawasan bagian selatan secara
membujur. Melalui pemindahan ibukota dari lokasi yang relatif sentral ke kawasan bagian
selatan mempunyai dampak terhadap opaya mengelola rentang XKendali struktur
perwilayahan. Pemindalbram ke bagian sciaian berarti mengubah konsiclasi yang relaiif
berimbéng selama ini dengan peran Mataram yang berada di tengah-tengah kedua bagian
kawasan ini. Dampak yang timbul atas pemindahan tersebut dapat dilihat pada aspek-
aspek sebagai berikut:
(1) Perkembangan Struktur Perwilayahan Lombok Barat

Struktur perwilayahan Kabupaten Lombok Barat mengalami perubahan yang
semula - terditi dari sembilan kecamatan dan Kota Mataram sebagai ibukota kabupaten,
menjadi limabelas kecamatan dan Kota Gerung sebagai ibukota kabupaten. Hal ini
mengakibatkan meningkatnya hierarki dari kecamatan-kecamatan, seperti pada hierarki 1
yaitu Kecamatan Gerung, dimana peran/fungsi Gerung sebagai pusat pemerintahan,

Identifkasi interaksi paling aktif, kecamatan-kecamatan tersebut menjadi pusat
pertumbuhan, seperti kecamatan-kecamatan dibagian tengah (Kecamatan Batulayar,
Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Labuapi,
Kecamatan Kediri dan Kecamatan Kuripan), dipengaruhi jarak yang relatif dekat dengan
Kota Gerung sebagai lbukota Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram sebagai

fbukota lama dan ibukota provinsi. Ini dipengaruhi oleh jarak dan jumlah penduduk.

153
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(2) Dampak Pemekaran Kecamatan terhadap Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok

Barat

Fenomena yang ada dalam struktur perekonomian wilayah adalah sektor basis

pertanign yang mendominasi, mengingat adanya pemekaran kecamatan yang berdampak

munculiya lokasi baru yang berimﬁlikasi pada munculnya sektor basis baru pada wilayah.
Kemungkinan kearah depannya struktur dan pergerakan perekonomian Kabupaten Lombok
Barat  akan bergeser hal ini didukung dengnan munculnya kawasan-kawasan yang
potensial dalam penamba]ian mvestasi daerah, seperti kawasan industri ( Kecamatan :
Gunungsari, Labuapi, Narmada, Kediri, Gerung dan Lembar) .dan kawasan pariwisata (
Kecamatan : Tanjung dengan tiga gilinya : Trawangan, Meno dan Air, Pemenang dengan
Kawasan Senggigi, Batulayamya dengan Kawasan Batubolong, Narmada dengan Taman
Narmada dan Surandi, dan Sekotong Tengah dengan wisata pantai dan gilinya : Bangko-
bangko). Analisis mengenai struktur dan perkembangan. wilayah ini pada dasamya
berusaha untuk menggali lebih jauh bagaimana sebenamya peringkat kecamatan,
kemampuan pelayanan kota, serta bagaimana pola perkembangannya,

Sedangkan analisis sektor unggulan mengenali sektor basis, bagaimana pola
pergeseran, serta pertumbuhan yang terjadi. Dari hasil kajian peringkat kota tersebut
sebenamya dapat dij‘adikan sebagai indikator karakteristik wilayah Kabupaten Lombok
Barat. Terlihat bahwa sebagian besar kecamatan-kecmatan yang potensial untuk
berkembang berada pada kota-kota kecamatan yang berada pada posisi wilayah dibagian

tengah,
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(3) Dampak Keberadaan Ibukota Gerung Terhadap Perkembangan Struktur Perwilayahan
Kabupaten Lombok Barat
Keberadaan Gerung yang berubah status dan meningkatkan jenjang hierarki kota
menyebabkan peluang terjadinya perubahan hierarki bagi kota-kota lainnya sekaligus
meningkatkan peran kota-kota tersebut sebagai pusat pertumbuhan baru yang mampu
memberikan pelayanan pada wilayah sekitamya bak di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat pemindahan ibukota belum berjalan secara
maksimal, perlunya pemantapaﬁ Gerung sebagai ibukota, sehingpa peran dan fungsi
Gerung belum berjalan sebagaimana mestinya, oleh sebab itu perln strategi yang dapat
‘mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Namun dengan adanya
kebijakan otonomi daerah memberi kesempatan pada daerah untuk membangun
wilayahnya sesuai dengan karateristik wilayah dan kemampuan/ potensi-potensi yang
dimiliki lebih dipengaruhi unsur kota, hingga mempermudah dalam menentukan kebijakan
yang akan dilaksanakan dalam pembangunan

(4) Manfaat dan Beban Pemindahan Ibukota Kabupaten

Untuk jangka pendek, pemindahan ibukota kabupaten ini merupakan beban, dalam

hal ini investasi dan pengadaan sarana prasarana. Namun dilihat dalam jangka panjang,

pemindahan ini memberi dampak manfaat dibandingkan beban, mengingat dengan adanya
pemindahan menciptakan iklim yang kondusif tercapainya pemerataan pengembangan
wilayah di Kai)lipaten Lombok Barat. Kebijakan ini tidak terlepas dari dukungan semua
pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Lombok 1?;arat

Berdasarkan karakteristik wilaysh, kesamaan potensi, hasil analisis wilayah
diarahkan penataan keruangan wilayah melalui pemantapan fingsi kota-kota kedua yang

berpusat di Gerung didukung oleh beberapa Sub-Wilayah Pembanguman: (a)Tanjung untuk
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kawasan bagian utara, (b) Narmada untuk kawasan bagian tengah dan (c¢) Gerung untuk
kawasan bagian selataﬁ. Masing-masing  Sub-Wilayah Pembangunan didukung oleh
beberapa Satvan Kawasan Pembe‘mgunan untuk pemantapan wilayah sehingga tidak terjadi
penumpukan konsentrasi di ibukota baru yang berdampak pada kesenjangan antarkawasan,
mengingat karékten’stik sosio-geografis Lombok Barat yang berbeda antara kawasan

bagian utara dan kawasan bagian selatan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diajukan
sebagai masukan kepada Pemen:ntah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam rangka
meminimalkan beban dan memaksimalkan manfaat, adalah sebagai berikut :

1. -Mempercepat proses pembangunan Kota Gerung sebagai ibukota dan memindahkan
aktivitas pemerintahaﬁ yang masih berada dalam wilayah Kota Mataram sehingga
Gerung dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pengembangan Gerung didasarkan
atas dukungan kondisi internal vang dimiliki dan arah kecenderungan perkembangan
wilayahnya. Percepatan pembangunan Gerung dilakukan dengan memberikan alokasi
pembiayaan pada prasarana penunjang internal kota dan akses yang terkait.

2. Pengembangan kecamatan-kecamatan yang telah menjadi pusat wilayah pembangunan
strategis di Kabupaten Lombok Barat dengan upaya penggalian potensi daerah dan
peningkatan efisiensi dan efecktifitas pamakaian swmberdaya baik alam, ma;wsia
maupun modal sehingga dapat berperan sebagai pusat pengembangan kedua yang
memantapkan wilayah melalui: (1) perbaikan area pertumbuhan baru yang lepas daﬁ
pusat pertumbuban utama, tapi masih menggunakan pola konsentris kota pusat; (2)

pengembangan sistem koridor, yaitu pertumbuhan di sepanjang alur jaringan jalan
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utama yang keluar secara radial dari pusat-pusat kota. Pengembangan kecamatan dapat
dilakukan dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan seperti
Jalan Khususnya, terutama untuk mempermudah akses ke kawasan bagian utara dan
selatan. sehingga ;wiiayah tersebut tidak mengalami kesenjangan pembangunan. Selain
itu fasilitas pendukung lainnya, yang berkaitan dengan pelayanan publik berupa
penguatan kelembagaan keruangan berdasarkan aspirasi peran serta masyarakat sesuai
dengan pembangunan desentralisasi/ otonomi daerah yang diatur dalam UU No
22/1999, schingga masing-masing kawasan di Kabupaten Lombok Barat dapat
mengoptimalkan pelayanan kebutuhannya sendiri sesuai dengan keinginan dan cita-
cita masyarakat. Hal ini dapat mengurangi tingkét ketergantungan masing-masing

kawasan tersebut.

3. Dalam bagian ini akan memberikan rekomendasi yang berisikan alokasi program

aktivitas beserta aplikasinya terhadap fungsi kota yang berbeda.

a. Memperkuat akses jalan yang menghubungkan antara kota pusat dengan wilayah
belakangnya. Ini dimaksudkan untuk mempermudah arus manusia dan barang
produk dari wilayah belakang ke kota pusat sebaliknya. Terutama untuk wilayah
bagian utara, dimana aké;es dari Bayan untuk ke pusat pemerintahan dan ke
wilayah-wilayah lal'n hanya ada satu akses, melalui jalur sepanjang pantai utara.
Sedangkan untuk jalur tengah melalui Kecamatan Tanjung melewati Kecamatan
Gunungsari dan ke Kota Mataram, untuk langsung ke bagian tengah, sebaiknya ada
‘gkses yang menghubungi Kecamatan Bayan langsung ke Kecamatan Narmada,

seperti jalan lingkar/ateri, mengingat adanya kawasan Gunung Rinjani dan Air

Terjun Sendanggila di Kecamatan Kayangan, sehingga bisa diakses sebagai
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kawasan wisata, memungkinkan jalur ini akan terjadi pergerakan struktur ruang
ataupun struktur perekonomian kearah depannya,

b. Meningkatkan pelayanan kota pusat terhadap wilayah belakang, dengan demikian
kebutuhan dari wilayah belakang cukup didapatkan dari kota pusat ini, kebutuhan
ini berupa kebutuhan pasar dan fasilitas lingkungan. Untuk itu perlu pemantapan
Gerung sebagai ibukota kabupaten dimana peran dan fungsinya sebagai pusat
pemerintahan dan pelayanan bagi wilayah pengaruhnya. Dalam hal ini sehubunggn
dengan karateristik wilayah Kabupaten Lombok Barat yang memanjang dari lltﬁa
ke selatan sehingga semua kebutuhan dari wilayah pengaruhnya terakomodasi.
Pada hakekatnya tujuan utama disini adalah untuk menarik investasi guna
menciptakan efisienst komunikasi internal sehingga akan memperkuat integrasi
wilayah. Konsep perbaikan struktur intemal ini dapat dilakukan dengan dua
alternatif, di mana keduanya masing-masing memiliki kelebihan dan
kekurar'lgannya.: memperbaiki area tumbuh baru yang lepas dari pusat perttmbuhan
utama, tapi masih menggunakan pola konsentris kota pusat. Untuk itu perln ada
pusat pengembangan baru yang dapat berpungsi dan berperan seperti halnya
‘ibukota kabupaten sebagai perwakilan, tujuannya disini untuk bisa lebih dekat dan
menjangkau wilayah ‘pengaruhnya dan pengembangan sistem Koridor, yaitu
pertumbuhan di sepanjang alur jaringan jalan utama yang keluar secara radial dari
pusat-pusat kota, pertumbuhan yang terjadi disini tinggi. Membangkitkan
pergerakan baik dari ibukota kabupaten ke wilayah pengaruhnya atau sebaliknya.

4. Pembentukan wilayah peémbangunan strategis untuk memudahkan pengakomodasian
peiayanan dan kegiatan masing-masing daerah. Di Kabupaten Lombok Barat dapat

dibentuk tiga kelompok wilayah pembangunan strategis yaitu :
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| a. WP -Utara (Kecamatan Bayan, Kecamatan Pemenang, Kecamatan Kayangan
Kecamatan Gangga, dan Kecamatan Tanjung) dengan pusat pertumbuhan di
Kecamatan Tanjung;
b. WP Selatan (Kecamatan Gerung, Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong
Tengah) dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Gerung.
¢. WP Tengah (Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecatatan

Narmada, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri dan

Kecamatan Kuripan) dengan pusat pertumbuhan di Narmada.
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